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U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._...MW 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AUW# .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
"h_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORI XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Prof. Dr. H. AL aidin Koto, MA
POSEN PASCASARJANA
BEINIVEERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
KOTA DINAS

Hal : Disertasi Saudara
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Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan

terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Bambang Hermanto

NIM : 32190513384

Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)

Prodi : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhshiyah)

Judul . Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif

Hukum Kewarisan Islam

agkis

ssalamu’alaikum Wr.Wb.

nery wisey JureAg uejng jo AJISIaATU) agumfl

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi peniliaian dalam Ujian
rbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, April 2024

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP. 19540212 1981 O3 1 007
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Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M. Ag.

DOSEN PASCASARJANA
UNIVEERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS
Hal : Disertasi Saudara
Bambang Hermanto
Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru
Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan
terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Bambang Hermanto

NIM : 32190513384

Program Pendidikan : Doktor/ Strata Tiga (S3)

Prodi : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhshiyah)

Judul : Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif
Hukum Kewarisan Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi peniliaian dalam Ujian
terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Waassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2024
Co-Promotor,
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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3 Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
=
C
> Nama : Bambang Hermanto
‘é’ NIM : 32190513384
i Tempat/Tgl. Lahir - Pekanbaru, 14 Februari 1978
{4)]
By Program Studi : Hukum Keluarga Islam
QO
=

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan
judul: “Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun
bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya
orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan
etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Disertasi ini
bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,
saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan
sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

PRI
o R —
EALX180092963

" paimvang Hermanto
NIM : 32190513384

SEPULUM WIBU RUPIAH
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PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI

o Disertasi yang berjudul “Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum
3 Kewarisan Islam™ yang ditulis oleh Sdr Bambang Hermanto NIM. 32190513384
gProgram Studi Hukum Keluarga Islam pada Upan Tertutup Disertas: pada tanggal 17 Mex
2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pasca Sarjana

dio yeH o

il,'m\'ersnas Islam Negen Sultan Syanf Kasim Riaun

=

“';r TIM PENGUJI

©

i i /Ket

m;q’engujn ua , §

“Prof. Dr. H. llyas Husti, M Ag.
Tanggal:

Penguji 1l/Sekretans

Dr. Aslat, M.Ag.
Penguji 111
Prof. H. Sudi Fahmi, SH. M.Hum
&
o
—
EPenguji IV/ Promotor
EProf. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
(=
=
<
EPenguji V/ Co-Promotor

ZDr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.

.Khain! Anwar, MA.
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KATA PENGANTAR

ejdiodeH @

Alhamdulillah, Subhanallah penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT
yang Maha Suci, yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya ke sekalian alam
ingga disertasi ini dapat disusun. Shalawat dan salam semoga Allah SWT

nielimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa syari’at Islam
yatuk dipelajari dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-
hari.

72

w Disertasi yang berjudul “Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif
Hykum Kewarisan Islam” merupakan puncak pemikiran penulis yang dituangkan
dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam
bidang Hukum Keluarga Islam pada Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian disertasi ini ini penulis
Iﬁ)enyadari kedhaifan dan kekurangan yang disempurnakan Allah melalui pemikiran
dan segala sumbangsih berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi
sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu penulis
menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Ahmad Jasam dan Ibunda Amaliyah, ayahanda almarhum M.
Yusuf dan Amak Umi Salmah serta seluruh keluarga tercinta yang telah
membersamai dalam semua sintangan demi kesuksesan studi. Demikian juga
kepada isteri penulis Ermawati, S.Ag. serta anak-anak Illya Zhalila S.Tr.IP.,
Nayla Syakira serta Fardan Alfa Khairy yang telah memberikan pengertian
yang luar biasa sebagai motivasi penulis menyelesaikan program ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas
Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

3. lbu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas
Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor Il
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Prof. Dr. H. llyas Husti, M.Ag selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
7. lbu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan
Syarif Kasim Riau.

9. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, MA. dan Dr. Khairunnas Jamal,
M.Ag. selaku Promotor dan Co-Promotor yang telah memberikan
arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan disertasi ini.

Vii
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, M.Hum. selaku penguji eksternal dalam Ujian
Tertutup dan Terbuka Disertasi.

Ibu Dr. Aslati, M.Ag. dan Dr. Khairil Anwar, MA. Selaku Tim Penguji
dalam Ujian Tertutup dan Terbuka Disertasi

Seluruh Guru Besar dan Dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas
Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh
pendidikan.

Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri
(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Teman-teman Program Doktor Hukum Islam Angkatan 2021 yang
senantiasa bersama berjuang dan selalu ikhlas memberikan dorongan
kepada penulis.

Semua keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup
penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan disertasi ini

bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah diserahkan segala sesuatunya. Amin.
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Pekanbaru, Januari 2024

e

Bambang Hermanto
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I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
...1 ...ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORI XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
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ORI XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid (<’ ) yakni dengan menggandakan huruf yang
diberi syiddah tersebut. Seperti 3] 5’ i)l an-nabawiyyah.

©

=

jah}

-~

o 3. Vokal Rangkap

<

QO

i Tanda Baca Keterangan Ditulis
x Kasroh + ya mati ai
(= (o

Z o Dhammah + wau mati au
%))

(=

w

~

{4y]

=

QO

(=

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan (J!( yakni
“al”. Dalam transliterasinya terbagi dua, yakni:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah,
ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf

setelahnya. Contoh: 3’;s+) Jditulis an-nabawiyyah.

9p]

Py b. Kata sandang vyang diikuti oleh huruf qomariah,
© ditransliterasikan sesuai dengan bunyi aslinya. Contoh:3] )
% ditulis al-bariyyah.

e

(o) .

g 6. Singkatan

& ed. = Editor

(1°]

@ H = Tahun Hijriah

‘; H.R. = Hadis Riwayat

3 M = Tahun Masehi

=

g no. = Nomor

W p. = Page (halaman)

‘et

g_ pp. = Multi page (lebih dari satu halaman)
L oY

= Q.S. = Al-Quran Surat

3

=

~ Xii

.
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ABSTRAK

UL DISERTASI: Pengakuan Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum
Kewarisan Islam

nYiw elg!o NeH ®

Persoalan tanah ulayat memiliki karakteristik yang dapat ditarik pada konsep
hukum figh yang mengalami perubahan signifikan di berbagai tempat dan waktu.

alam konteks hukum di Indonesia keberadaan tanah ulayat tidak lepas dari
karakteristik hukum adat sebagai hukum tidak tertulis sehingga ketentuan terkait
Keberadan tanah ulayat yang harus mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai
Bentuk pengakuan atas hak-hak masayarakat hukum adat terutama hak ulayat yang
mereka miliki. Dalam disertasi ini landasan pikir dalam menganalisa pergeseran
l@kum kewarisan Islam dalam hal konsep harta peninggalan didasarkan pada qaidah
fighiyyah tentang perubahan hukum sehingga dapat menggunakan prinsip figh
mawaris melalui qaidah hukum dalam penetapan hukum positif yang
mengedepankan pendekatan hukum agraria sebagai bagian dari perubahan hukum
yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan hukum di masa kolonial
Belanda. Dalam rangka memposisikan tanah ulayat dalam konteks hukum waris
peranan qaedah Slss Jly=Wy 2SIy &Y i pSSY) %5 menjadi penting
sebagai dasar metodologis dari disertasi ini. Penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan (library research) dalam bentuk penelitian hukum Islam yaitu dengan
mempelajari figh yang telah dibangun berdasarkan gqaidah yang jelas untuk
menemukan hukum Islam dalam diskursus kontemporer. Disertasi ini menemukan
bahwa dalam perkembangan terakhir pengakuan Negara atas hak tanah ulayat

rumuskan dalam bentuk pengaturan kepemilikan dan penatausahaan atas tanah
tgrmasuk tanah ulayat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah yang
demiliki baik peorangan maupun secara berkelompok komunal. Berdasarkan qaedah
%b’d‘ﬁ IVl &Sy eV i 2SSV g6 sebagai dasar penalaran perubahan
hukum kewarisan maka kedudukan tanah ulayat semestinya dipahami sebagai objek
hikum kewarisan sehingga tidak memerlukan pengakuan dari negara. Sebagai objek
hikum waris tanah ulayat tunduk di bawah asas ijbary dalam hukum Islam dimana
Ifé_rpindahan kepemilikan menjadi sesuatu yang didasari atas kehendak pemilik
sesungguhnya dari objek tanah ulayat yaitu kehendak Tuhan yang menjelma dalam
Kebiasaan dan tradisi yang diaeiskan secara turun temurun dalam masyarakat hukum

aght.

yword: ulayat, figh mawaris, hukum agraria
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ABSTRACT

mbang, (2024): The Recognition of Ulayat Land in the Islamic Inheritance
Law Perspective

The issue of Ulayat land has characteristics that could be drawn for the Figh
concept which has significant changes in various places and times. In the law
context in Indonesia, the existence of Ulayat land could not be separated from the
characteristics of custom law as unwritten law, so the provisions related to the
existence of Ulayat land must receive legitimacy from the government as the form
of recognition of the rights custom law communities, especially the Ulayat rights
that they have. In this dissertation, the rationale in analyzing the shift in Islamic
ixgi}leritance law in terms of the inheritance concept was based on Fighiyyah Qaidah
regarding to law changes, so we could use the inheritance Figh principles through
law Qaidah in determining positive law which prioritized agrarian law approach as
the part of existing law changes in Indonesia which was influenced by law changes
during the DUTCH colonial period. In positioning Ulayat land in the inheritance
law context, the role of Qaedah ')y JVs=Y1y &SIy 20 V) srn p5Y 1% g Jaw
change in Islam was importance as the methodological basis in this dissertation. It
was library research in the form of Islamic law research, studying Figh which has
been built based on clear Qaidah to find out the Islamic law in contemporary
discourse. The research findings showed that in recent developments, the state's
recognition of Ulayat land rights has been formulated in the form of regulation of
ogg)vnership and administration land, including Ulayat land in order to guarantee legal
certainty land owned by both individuals and communal groups. Based on the
qaedah gty I N1 28N &) pan pSSY) 185 in Islamic inheritance law

m the Islamic law formation era to the contemporary era, the position of Ulayat
land should be understood as an inheritance law object, because in custom law, it
was known as custom inheritance law. As an object of inheritance law, Ulayat land
was obedient to Islamic law with all its changes, where the displacement of
o'fgvnership became something that was based on the volition of the owner of the
Ulayat land object: the God's volition which was passed down from generation to
g—éneration in custom law communities.

NgNiw eldioNeH

o
Igheywords: Ulayat, Maharis Figh, Agrarian Law
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BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Disertasi ini ditulis atas sebuah pertanyaan besar terkait perubahan hukum

gakuan atas hak tanah ulayat yang telah berkedudukan hukum sejak terbentuknya

ESNE@NIN 1w eldido ey o

syarakat adat mengalami pergeseran hukum dari berbagai periodisasi sejarah di

§je

onesia. Prinsip dasar bahwa tanah ulayat merupakan pemanfaatan yang turun

nel

temurun dan menjadi warisan dari berbagai generasi masyarakat hukum adat
berubah menjadi penguasaan dan kepemilikan akibat sistem hukum yang berlaku di
Indonesia yang sangat berorientasi pada hukum agraria sebagai bagian dari
peninggalan system hukum yang dianut di era pemerintahan kolonial Belanda.

Sifat pemanfaatan tanah ulayat yang diwariskan secara turun temurun

semestinya menjadi bagian penting karena sistem kewarisan berbeda dengan prinsip
7

h?.‘.bskum yang dianut dalam hukum agraria yang berorientasi pada kepemilikan dan

p;emanfaatan tanah. Untuk itu kajian dalam disertasi ini adalah untuk

B

mengembalikan pengakuan negara atas hak ulayat berdasarkan prinsip kewarisan
=

cgln menolak pendekatan hukum agraria yang digunakan sebagai dasar kebijakan
m

ﬁéngakuan hak atas tanah ulayat di Indonesia.

1

Hukum agraria Barat menganut asas konkordansi® dalam penyusunan

ndang-undangan Hindia Belanda dalam bentuk Burgelijk Wetboek yang

1 Asas konkordansi yaitu suatu asas yang mendasari diterapkannya hukum Eropa atau
um di Belanda pada saat itu diterapkannya juga pada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda.
Lsihat Isnaini dan Anggreni A. Lubis, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, (Medan: Pustaka Prima,
22),h. 6

M JIpAS ue%ng jo £
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@)

h}irtransformasi menjadi KUHPerdata yang disusun berdasarkan Code Civil
I_%rancis sesudah revolusi Perancis tahun 1789. Untuk memahami hal pengakuan
age-ls hak tanah ulayat berdasarkan hukum agraria didasarkan pada pendekatan
l‘i'azhab sejarah’® yang memandang hukum sebagai sesuatu yang berasal dari

n

s%mangat rakyat (volkgeist) dan popular feeling (hukum kebiasaan) dari masyarakat

ti masyarakat Indonesia yang dikenal dengan sebutan hukum adat.®
w

&  Menurut mazhab ini hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah

A
laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan
(=

keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di
masyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggotaanggota masyarakat
itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas
pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan pemimpin masyarakat adat.*
Dengan pendekatan mazhab Sejarah di tengah dominasi aliran positivism
d'g;lam perkembangan filsafat hukum di era modern, pendekatan ini melengkapi
p%radigma filsafat hukum yang holistic dengan mendekonstruksi ontologi tentang
®
rgalitas statis menjadi realitas yang dinamis dan berproses dalam suatu sistem hukum
yréng menghubungkan bagian satu sama lain. Pandangan ini juga mendekonstruksi
=

pﬁ-ndangan tentang subjek dari mazhab hukum positivisme menjadi bersifat kosmis,

igius, ekosentris, dan imanen dalam sistem yang lebih besar (dunia-akhirat).®

Ai_lsx

[ng jo

2 Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting
dalam perkembangan filsafat hukum. Mazhab historis memiliki karakter menentang kodifikasi
hekum dan mendalami tradisi-tradisi hukum Romawi sejak akhir abd XV (Von Savigny, Hogo) dan
um kebiasaan lama (Grim, Von Stein). Lihat John Gillisen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu

Rengantar (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 15

3 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum
onesia: dalam Dimensi Ide dan Aplikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 397

4 Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat ( Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 20.

5 Sudjito, IImu Hukum Holistik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 75.
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Pendekatan positivistik yang mengedepan di dalam perkembangan hukum

£0 NeH O

ntemporer menyiratkan kecenderungan pemahaman hukum yang dikotomis,

am putih, salah-benar (binary-logic) dan menghilangkan pluralitas sebagai

(we) d

ayaan realitas hukum itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada tuntutan pengakuan

seeara yuridis normatif terhadap hak ulayat dalam berbagai peraturan perundang-

NEN ]

qs_@dangan yang berlaku. Hal ini kontradiktif dengan semangat pengakuan hak ulayat

}%ng sudah ditetapkan dalam semangat amandemen UUD Republik Indonesia
tg"utama pada pasal 28. Pasal 28 UUD 1945 mengalami amandemen Perubahan
c

Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum diamandemen, pasal 28 UUD
1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Setelah
diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28] yang
melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar
1@45.

Konstitusi UUD Negara RI tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (3) disebutkan

ST 23e

‘tghwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

Bl

perkembangan zaman dan peradaban”, namun konsistensi dalam pengakuan
=

(=

asyarakat hukum adat dan hak-haknya masih dibatasi dalam koridor onsep
yarakat huk dat dan hak-hakny. h dib dalam koridor ki
=

w
bﬁégara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai dengan persyaratan normatif

o
@wa identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai
=

lg‘tentuan perundangan.
=1
g Ambiguitas pengakuan hak atas tanah ulayat dalam sistem hukum di

Ifidonesia terlihat dalam politik land reform yang menjadi semangat hukum agraria

nery| II]'.[SI?)]EI.IE
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©

d}: Indonesia sejak rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
-~

%sar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hingga saat ini. Dalam Pasal 2 ayat (4)
[ir-ldang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
/%raria (UUPA) berbunyi: “hak menguasai dari Negara tersebut di atas
péaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
lgﬁsyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan
»

lq?gpentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”. Pasal 3
A

JUPA adalah sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal
c

1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.®

Demikian juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

rtanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah

1SIFIel1S

[Elayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019
=

(=

tﬁﬁtang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,

e
w

dﬁebutkanz “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu

o
aa}ilah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk
=

et

renguasai, mengelola dan atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya
=1

Bl

sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.” Pasal 1 angka 3 disebutkan:

6 Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
aria

nery w ey jrie
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@
‘&anah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang

A

b_;érada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.’

Berdasarka ketentuan-ketentuan tersebut, justru istilah hak ulayat tidak lagi

w e)

é@unakan tapi menggunakan istilah hak komunal dan menyamakan hak komunal
dgngan hak ulayat. Menurut Maria SW Sumardjono merancukan hak komunal
cg’ngan hak ulayat dalam peraturan menteri itu hakikatnya adalah membangun fiksi
%kum, karena hak ulayat dan hak komunal itu punya karakteristik berbeda. Hak
1$yat itu berdimensi publik sekaligus perdata sehingga terhadap hak komunal dapat
c
diterbitkan sertifikat namun terhadap hak ulayat itu tidak dapat diterbitkan
sertifikat.®

Pengaturan terhadap pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat
masyarakat hukum adat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia sejatinya belum mampu memberikan perlindungan hukum
lq'?'_rena politik hukum pengakuan hak tanah ulayat tersebut masih dilakukan setengah

)

h'-iti, semu dan ambivalen. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk membangun
wn

lgmbali politik hukum pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak tanah

Bl

udayat masyarakat hukum adat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dengan demikian pendekatran hukum agraria dalam menetapkan kedudukan

kum ha katas tanah ulayat meninggalkan banyak persoalan yang seharusnya tidak

Agisiaatu

ud}[ng jo

" Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
)@mor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum
at mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum
t dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
8 Maria SW Sumardjono, lhwal Hak Komunal atas Tanah, dalam jurnal Digest Epistema,
ume 6, Tahun 2016

neny m@n)@



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

©

(%emukan sejak keberadaan ha katas tanah ulayat yang melekat pada masyarakat
-~

h_;ﬁkum adat tersebut. Penulis berasumsi bahwa persoalan tanah ulayat memiliki

l%ﬁrakteristik yang dapat ditarik pada konsep hukum figh yang mengalami perubahan
s%niﬁkan di berbagai tempat dan waktu. Dalam konteks hukum di Indonesia
léoeradaan tanah ulayat tidak lepas dari karakteristik hukum adat sebagai hukum
tﬁak tertulis sehingga ketentuan terkait keberadan tanah ulayat yang harus mendapat
»

lgxgitimasi dari pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masayarakat
A

hykum adat terutama hak ulayat yang mereka miliki. Dalam disertasi in1 landasan
c

pikir dalam menganalisa pergeseran hukum kewarisan Islam dalam hal konsep harta
peninggalan didasarkan pada qaidah fighiyyah tentang perubahan hukum sehingga
dapat menggunakan prinsip figh mawaris melalui qaidah hukum dalam penetapan

hukum positif yang mengedepankan pendekatan hukum agraria sebagai bagian dari

perubahan hukum yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan hukum

dinmasa kolonial Belanda.

f+¥]

©  Bila dilihat dalam persepktif hukum kewarisan, hak atas tanah ulayat
wn

rgerupakan hak yang diwariskan secara turun temurun dalam berbagai tingkatannya.

Rl

Sebagai contoh dalam salah satu suku atau masyarakat adat Minangkabau dimana
=

(=

lmkum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal dan dalam
=

w
}Expindahan harta salah satu kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau

o
aa}ilah basako, bapusako® dan beragama tunggal, yaitu agama islam. Keberadaan

eAg uejn

° Basako mengandung arti bahwa setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril,
naisalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar sako, gelar ini dipegang oleh mamak
epala kaum. Sedangkan bapusako berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang
%)sa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali
péngaturan dan pemeliharaannya dipegang mamak kepala waris. Lihat Avvisa Azariaaa dan Ayu
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pusaka tinggi bagi masyarakat adat Minangkabau memiliki arti penting sebagai
-~

tgmpat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Dengan arti penting ini maka setiap

l%érabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan sebagai tempat
lﬁ_;giir. Demikian juga setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi
= . . . . .
a%dalan untuk menjamin makan kerabat sebagai tempat hidup, sebagai tempat mati

lg%miliki makna bahwa setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah
w

Kerabat jangan sampai telantar.
A

o  Pemahaman tentang tanah ulayat dalam masyarakat minangkabau ditemukan
=

dalam sistem Hukum waris yang merupakan bagian dari hukum adat yang seluk beluknya
karena pada satu pihak. Hukum waris Minangkabau merupakan suatu kelanjutan yang
sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibudan juga dipengaruhi oleh hukum Islam. ™

Dalam sistem hukum waris di Minangkabau, keberadaan ahli waris sesuai dengan
tertib susunan menurut hukum ibu yang ada pada saat adanya harta peninggalan dari

seseorang yang telah meninggal dunia. Harta yang diwariskan dalam system hukum adat

5

inangkabau adalah harta pusaka tinggi. Ahli waris harta adat hanya diturunkan kepada

1215

garis keturunan ibu karena perempuan dianggap sebagai sentral penyambung suku yang

e

cé_eruskan secara turun temurun kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu karena

nggap memiliki tugas untuk membantu mememelihara dan mengurus pengaturan

ATWER 2

rfianfaat dari Harta Pusaka Tinggi."
Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang

tkelolanya disebut dengan “ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik

ue;[nsjgo £y1s

%ﬂsa Fania Aristiawat, Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif
mpilasi Hukum Islam, dalam jurnal Jolsic Volume 10 Number 2 — Oktober 2022, h. 84
. 10 Anwar, Hukum adat Indonesia: meninjau hukum adat Minangkabau. (Jakarta: Rieneka
ta, 1997) h. 88.

11 Zainuddin, Musyair, Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul
Aflat Minangkabau. (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 14.

e
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pangadok™?, dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi

A

r_%lik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian
t%r-lah ulayat kaum dalam bentuk ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama
a;_ra-lu bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan
t%sebut. Dalam kenyataannya tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering ditemukan

sg%lgketa baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak
w

lgnnya berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan terjadi karena

A
anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum berpandangan bahwa tanah ulayat
=

kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya
itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya. Sengketa pewarisan dapat juga
terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya.
Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat
bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya

merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan
f+¥]
1#n berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik
wn
l%umnya/miliknya. Bentuk sengketa pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu

I%Jm tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam
=

(=

menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali

SI

dirah tersebut yang akan menerima pewarisannya. '3

prej[ng jo

0 12 stilah ini terkait dengan hak anggota kaum terhadap tanah ulyat yang mengandung prinsip
@wa hasil pengelolaan objek tanah ulayat sajalah yang menjadi milik kaum, sedangkan tanah ulayat
Kaumnya tetap menjadi milik kaumnya. Lihat Julius Dt. Malako Nan Putian, Mambangkik Batang
Tarandam Dalam Upaya Mewarisi dan Melestarikan Adat Miangkabau Menghadapi Modernisasi
Ig]idupan Bangsa, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.111.

13 Avvisa Azariaaa...., op.cit., h. 86
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Dengan demikian dapat dilihat melalui sistem hukum waris yang berlaku

ah satunya dalam masyarakat Minangkabau masih terintegrasi dengan sistem

1d$0 dyeH o

Hikum kewarisan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengelolaan tanah

Iwl

wayat merea. Untuk itu keberadaan hukum kewarisan menurut penulis semestinya

n

n%enjadi perspektif yang harus dipertahankan dalam kaitannya dengan pengakuan

rg’gara atas hak tanah ulayat bagi masyarakat adat di Indonesia sebagai bagian dari
w

perkembangan hukum kewarisan Islam itu sendiri. Hukum kewarisan merupakan

A
bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan
=

menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam
masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia
karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lain.
Dalam hukum Islam kewarisan dikenal dengan bab figh mawaris yang mengandung
pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan

siapa yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara pembagiannya masing-masing.
f+¥]

Figh mewaris disebut juga Ilmu Faraidh, karena berbicara tentang bagian-bagian
wn

tgtentu yang menjadi hak ahli waris.'*

E Dalam pembahasan Figh mewaris di samping membicarakan harta dan ahli
=

v%ris juga meliputi masalah-masalah lainnya seperti tazhij (pengurusan jenazah),
=

w
@'mbayaran utang dan wasiat, kemudian tentang pembagian harta. Namun focus dari

o
R?meicaraan figh mawaris adalah konsep perpindahan harta yag masuk didalamnya
=

a:l‘shabul furudh, ashobah, dzawil arkam, hijab pewarisan, halangan dalam waris, hak
=

anak di dalam kandungan, masalah mafqud atau orang yang hilang, anak hasil zina,

1% A Djazuli, Ilmu Figh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:
nada Media Group, 2005), h. 48.
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©

=L . .
serta masalah-masalah khusus, seperti aul, masalah musyawarah, tsulusul bagi, dan
-~

o .
lain sebagainya.®®

@)
; Dengan demikian inti persoalan dari hukum kewarisan merupakan
b%fpindahnya harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.

n

P;rpindahan harta tersebut diterima oleh ahli waris terjadi setelah meninggalnya

H%{Naris berlaku dengan sendirinya sesuai dengan asas ijbari. Secara etimologi
w

‘ﬁbari” mengandung arti paksaan, yitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.

A
BRalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah
=

meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya
perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain
adanya kematian pewaris secara otomatis hatanya beralih kepada ahli warisnya. Asas
Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: dari peralihan harta, dari segi jumlah
harta yang beralih serta dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.'® Ahli waris
Igrendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam Alquran

)

dan diatur secara rinci dan jelas sehingga hukum waris berlaku secara mutlak
wn

(?mpulsory law) serta tidak terbuka ruang untuk dilakukan perubahan hukum
=

melalui ijtihad. o

=

Ketentuan tentang kedudukan nash yang menjelaskan maslah kewarisan yang

laku secara mutlak tersebut menunjukkan bahwa pembagian hak kewarisan

AFrsaaAT

eorang melalui qath’i dilalah. Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahab

allaf menyatakan bahwa ayat yang menjelaskan tentang waris dikategorikan ayat

15 Ibid, h. 48-49.
16 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 5.
7 Nasroen Haroen, Ushul Figh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 32.

nery wisey jlredg ugngiyo
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©

yang bersifat pasti dan tidak mengandung interpretasi lain dan tidak mengandung

A

makna takwil yang lain. 18

Namun pada perkembangannya hukum kewarisan mengalami rekonstruksi

w e)d

s%ak zaman sahabat. Rekonstruksi hukum waris Islam dilakukan pertama sekali
o%h Umar bin Khattab yang menunjukkan bahwa hukum waris bukan sesuatu

‘tg?kum yang tidak dapat dinalar melalui ijtihad ketika berhadapan dengan kondisi

w
sgsiologis yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dalam pandangan umar dalam
A

Kasus kewarisan yang mengubah hak ibu darei 1/3 menjadi 1/3 dari sisa harta setelah
c

dibagi kepada ashhabul furudh dalam kasus yang disebut dengan kasus “umariyatain
atau gharrawain. Kasus ‘Umariyatain adalah metode penyelesaian pembagian harta
waris yang dinisbatkan kepada pencetusnya, yaitu khalifah Umar bin Khattab yang
kemudian diikuti oleh para sahabat dan jumhur ulama. Kasus umariyatain ini muncul
akibat ketidakpuasan salah satu ahli waris atas pembagian harta waris yang
d'_j'_bakukan sesuai dengan ketentutan al-Qur’an dan sunnah dimana ibu mendapat 1/3
s%hingga ayah mendapatkan harta yang lebih sedikit dari ibu atau bahkan tidak
®

gendapatkan harta. Kasus ini juga disebut kasus gharrawain, yang secara bahasa
tgrasal dari kata gharra yang berarti menipu, yaitu menipu bagian ibu, ada juga yang

rienyebutnya kasus al-gharibaini, dua kasus yang asing cara penyelesaiannya.*®

u

Pemahaman terhadap hukum kewarisan sebenarnya telah dilakukan dalam

sep dasar hukum kewarisan Islam yang disepakati jumhur ulama. Hal ini terlihat

S ue;m@;o Aysx

18 Firdaus, Konsep Qath’i dan Zhanni Al-dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran

E—qur’an, Jurnal Hukum Diktum, VVolume 11, nomor 1, Januari 2013, hal. 25-27.

e 19 Penjelasan tentang kasus Gharawain/“Umrayatain ini dapat dibaca pada Syamsuddin

ihammad bin Ahmad bin Hamzah al Ramli, Nihayat al Muhtaj lla Syarh al Minhaj fi al Fighi Ala
dzhab al Imam al Syafi'iy, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Babi Al-Walabi Wa

Alladuh, t.t)
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@)
(&am konsep hijab dan mahjub. Konsep #hijab mahjub merupakan kondisi

=

tgrhalangnya seseorang untuk memperoleh harta warisan karena ada yang lebih

%ama baik terhalangnya tersebut secara total (hirman)ataupun pengurangan dari hak
yﬁng seharusnya diterima(nugshan). Berkurangnya bagian ahli watris seperti bagian
s%aml yang mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri namun jika istri

lg%miliki anak maka suami mendapatkan hak waris sebesar seperempat.
w

Terhalangnya seorang ahli waris dalam mendapatkan bagian secara keseluruhan

A
terlihatr dalam hal cucu yang terhalang oleh adanya anak. Namun yang menjadi
=

measalah adalah dalam memahami makna teks yang terdapat dalam Alquran terkait
hijab-mahjub secara hijab hirman atau hijab nugshan dalam pandangan jumhur
ulama sunni yang menjadikan laki-laki lebih superioritas dari perempuan dalam
menghalangi hak kewarisan orang lain meskipun mereka berada dalam tingkatan
20

yang sama sebagai ahli waris.

Di samping perubahan dalam kasus di atas, dalam konstruksi kasus kewarisan

BIeIS

innya juga dikenal perubahan hukum dalam memutuskan bagian ahli waris. Hal

dapat dilihat dalam kasus yang disebut Musytarikah sebagai sebuah kasus

STUgE[S]

kewarisan dengan struktur ahli waris terdiri dari: Suami, ibu, saudara seibu yang
=
memiliki fardhu 1/3, dan saudara sekandung dengan catatan ketika Ibu tidak ada,
=
w
@ka boleh diganti dengan adanya nenek/jaddah, adanya saudara seibu yang
o
tg’;jumlah minimal dua orang baik laki-laki keduanya, atau perempuan keduanya,

=
afaupun bercampur antara laki-laki dan perempuan serta adanya satu orang atau

ih saudara kandung laki-laki. Jika dalam kasus tersebut yang ada adalah saudara

20 Muhammad Alkaf, Hukum Waris menurut Imam Ja far Shadiq, (Jakarta: Lentera, 2001),
139-164.
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©

lg-f(i-laki seayah maka dalam kasus tersebut para saudara seayah dan seibu menjadi
-~

a_ghobah dan dalam kasus ini mereka tidak dapat bagian apa-apa, karena harta sudah
HAbis terbagi kepada dzawil furudh.?*

Keberadaan hukum kewarisan yang dipahami sebagai hukum figh yang

diteapkan beredasarkan dalil yang gath'iy didasarkan pada ketegasan dalil nash

NEN H11w

tgtlutama yang diatur dalam Qur-an yang menjadi sandaran pokok dalam memaknai
w

Hukum kewarisan. Dalil-dalil pokok dimaksud adalah surat Al-Nisa' ayat 176 yang

A
diitkung penjelasannya oleh Al-Nisa® ayat 11, 12 dan al-Anfal ayat 75. Berikut teks
=

ayat-ayat al-Quran yang menjadi dalil hukum kewarisan tersebut:

2~

‘M\gﬁ\gﬂuﬂldﬂ;“\u\ﬂ)ﬁ\g "”i&\dﬁd;\g.ﬁ.\_ua
Lag e °"'"‘Lu1$ulﬁﬁﬂ€4u5ae-‘uﬂeayﬁ3d Lidaily

o o,

’°§' LAJMJSAL\Q;L.*MJYIAJ \\yng\JdJaLAAU\:\M\
(176) ade £ I8 03 ) sl &) A8 20 G

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan),jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu
terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian
seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.

Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 4:176)%

K%

1;13 JO AJISIdATU) DTUIR]S] d}®1§

%) (338 L (4 b ¢t Ba (e S30 2831 LB aas)

eAg u

21 Muhammad Ali al Shabuny, terj. A.M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam,
(ﬁkarta Gema Insani Press, 1995), cet.1, hal. 80-81.

22 Semua ayat dalam disertasi ini dikutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia, al-
@ran dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama
I§tam dan Pembinaan Syari‘ah: 2012)
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©
Gagia aal3 41 435y 5 Ciladl gl Baaly 8 () &5 L Gl Gl
433%3\33\4.1)334334.%05493013A.UAJUISUMJ Laa Gl

J

@34331.3_1‘,.«43.1 3duwwd.ud\4.4)ﬁh'\ﬂu‘$uudﬂ\

-~

3‘5 AW &) A Sra Ay b a5 28T 8l 2l ()% Y A&y a8
(11) Lasa Lule

1@

1N X!

Z Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk
dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja),
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 4:11)

o5 309 41 s &4 i 48 60 81 ) kg i e il 15
WHJMO-GJJLFJJHFUA—"JS‘G—*‘JWLFUSJ*W &3
e.\S”' w:u.i\ﬂ\ue_‘ﬂﬁ éﬁu&u&.ﬁ éﬁuﬁéﬁ ‘PASJA

3858 o) ABS &g Ja u‘§ &5 0 3 g sa st 4aj
;ls & g‘gjdnu“.\s\ sytsumwm\ug_um :_s’s.xéuaus

P

nNely eysng

Ea

!

u

AW Ga day Jzi S 0 3 G e Lay 85 (e &R
(12) ada ade

S. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
g3 isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu
— mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
= ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)
¥ sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
» anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah

\

Ausxagﬁuﬁ >k

J
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dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat
yang dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian
Z itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha
CED Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. 4:12)

N M!lw eidio yey @

15 plia dLilgld akaa 151RLaG ) gJalh g L33 G glal (il
S 0 08 0 &) A S b aniy 13 i o3

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad
bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-
orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak
terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 8:75)

ne LB YS
@.x

Penyebutan lafzh sharih® dalam ayat di atas dan lafazh khash?* Dalam ayat
di atas maka dalalah (penunjukan) nash tersebut merupakan dalalah yang gath iy

7]
sgcara dalaltun Nash. Dengan status tersebut dalam perkembangan hukum
®
Keéwarisan berbagai dalil nash yang menunjukkan pada qath’iy-nya maka hukum
t+¥]

v?hris menjadi salah satu aspek hukum yang tidak banyak berkembang. Namun

2 Yang dimaksud dengan lafaz sharih adalah:

IS Apia Jlaad w5, Gy Uiy sl oyl Linad) 4yl La ; gupeall
Dbl
Sharih ialah suatu lafaz yang jelas pengertian dan maksudnya karena sering digunakan baik
ddalam bentuk hakikat maupun majaz. Dari definisi ini jelaslah bahwa pada dasarnya lafaz sharih itu
nﬁrupakan lafaz nash yang terbuka, maksud yang dikandung di dalamnya, yang tidak perlu lagi
penjelasan lain. Lihat Wahbah Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami jil. 1, (Damaskus, Daarul Fikri, 2006)
h=308
Lg} % Yang dimaksud dengan lafaz al-khash ialah Al-khash ialah suatu lafaz yang menunjukkan
kegpada satu nama tertentu saja.. . 25 soma Se J2N Lélllga Galdll Dari pengertian tersebut
ahami bahwa lafaz a/-khash merupakan bentuk lafaz nash yang hanya menunjukkan kepada satuan
ek tertentu saja. Salah satu karakteristik lafaz al-khash tersebut adalah diungkapkan dengan
Eyebutkan jumlah atau bilangan dalam satu kalimat. Lihat Muhammad al-Syaukani, /rsyad al-
Ffihul, (Beirut, Lebanon : Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1995) h. 141.

jo Aj1s1aArun d
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@)
(&am perkembangan terakhir dalalah dalam surat al-Nisa ayat 176 sebagai dalil

=

y;ﬁng terakhir turun berkenaan dengan hukum waris lafazh 43S sebagaimana

(f”ésebutkan di dalamnya menjadi bukti bahwa dalam dalil terkait dengan kewarisan
tébuka ruang untuk memahami hukum kewarisan secara zhanny. Firman Allah

déam surat Al-Nisa' ayat 176 diterangkan oleh hadis:?®

@ L ity )gl.u:d\ B9 A Cu 338 g JAT S ¢ 530 ALalS Cl 31 B g AT (B
(AL b a8l

Makna kalalah secara etimologi berasal dari kata JS — J1& — A yang berarti

nery ey

kepayahan.?® Namun pemahaman kalalah secara lughawy tidak dapat diguunakan
karena Umar bin Khattab yang sangat ahli dalam ilmu lughah berulang-ulang
bertanya kepada Rasulullah namun Rasul tidak menjawabnya dan mencukupkannya
dengan yang dipahami dari surat al-Nisa' ayat 176. Dari riwayat ini al-Jashash
menyimpulkan bahwa kalalah tidak boleh dimaknai hanya dengan pengertian
lyghawiy tetapi perlu pada penelitian (istidlaal) yang lebih lanjut. Di samping tu hal

f+¥]
ini juga menganung petunjuk bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada para

wn

=1

sahabat untuk mengijtihadkan lafazh-lafazh yang dianggap tidak jelas karena ia tidak

JTUx

rpau menjelaskan sec1ara lebih rinci. Berdasarkan riwayat tersebut juga memberi

u

pg'mahaman bahwa peristiwa kalalah tidak pernah terjadi di masa Rasul karena

e
w

p?‘rtanyaan yang diajukan Umar tersebut adalah dalam rangka menambah

o
ﬁgjngetahuan dan pemahaman. Bila ada peristiwa kalalah maka semestinya Rasul

=
rg,'_temberikan keputusan dan hal tersebut akan segera dimengerti oleh para sahabat

Agu

25 HR. Bukhari Muslim dari al-Barra bin “Adib
% Muhammad bin Isma’il Ibrah dan Abdul “Ashim Sirajuddin, Min Ma'ani al-Quran,
airo: 1958, Maktabah al-Habib) h. 61
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©

Z
termasuk Umar.?’

Untuk itu dalam memaknai kalalah, ayat ini ditafsirkan kembali dengan

e1dio y

melihat fakta sosial yang ada di tengah masyarakat Arab. Hal ini berimplikasi dalam

lal adanya perbedaan pemahaman dari permasalahan yang dinalar secara implisit
=

(Ezyaniy) dan permasalahan yang tidak disebut langsung di dalam teks nash. Proses
}gng dikenal dengan tarjih?® ini sering menempatkan hukum furu' sebagai sebuah
p%oduk yang lebih rendah dibanding yang ditemukan hukum asalnya. Terlebih lagi
@'a dalil tersebut gath'i, wadhih atau manthuq maka tidak ada celah lagi bagi
penalaran di dalamnya. Hal ini yang menyeret hukum Islam sendiri kedalam

sakralisasi pemikiran karena terlalu berlebihan dalam menyikapi dalil nash itu

sendiri.

Dalam perkembangan hukum kewarisan di berbagai negara di era
kontemporer juga menunjukkan rekonstruksi yang berlangsung secara cepat
7

sﬁhingga dapat disebut sebagai reformasi hukum keluarga di bidang kewarisan. Hal
o

iﬁ bisa dilihat dalam reknstruksi hukum waris yang terjadi di Sudan pada tahun 1921

ATHI) dOTure

27 Abu Bakar Al-Jashash, Ahkam al-Quran juz 11, (Beirut: t.th., Dar al-Kitab al-Arabi) h. 82,
83 dst. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang dlnuqllkan dalam Sunan Ibn Majah juz
8;];1- 324 dan Shahih Muslim juz 10 h. 481 dengan lafazh hadis yang hampir sama namun dari riwayat
yang berbeda:
&edmga\yw\dufﬁu\)sa,-gu,m A e - G 83 Jaad a3 Gl a5 e O 6
.&b\u;wuaulbk\ujﬂﬂﬁ\uﬂt\MUu;wu&-fﬁujwM\u&a-m\d}q)mbuﬂ)lﬁlwgm 6‘“
l&uaﬂ\u.&\u\u-lb» sladl) b)ju);\uﬂu.d\u.\d\‘\.\\d.\s&\ﬂﬁh«duj (5JMuA‘\.uml.1udauamuJ
g Ja\ﬂ\bh?uﬂju\ﬂ\\ﬁw@wmm
2 Tarjih secara bahasa berarti memenangkan, menjadikan lebih berat hingga
ﬁngutamakan, memilih atau lebih disukai. Lihat Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus
Kontemporer Arab — Indonesia, (Yogyakarta: 1995, Yayasan Ali Maksum) h. 249. Sedangkan secara
terininologis tarjih adalah membuktikan adanya kelebihan dari dua dalil yang sama atas yang lainnya
gan dalil yang tidak berdiri sendiri. Lihat Wahbah al-Zuhaily, Ushul figh al-1slamy,( Beirut: 1986,
Dar al-Fikr) h. 1185
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@
cgngan keluarnya Surat Edaran Hukum (Judicial circular) No. 24 Januari 1921

=

mengenai orang hilang (mafqiid). Salah satu bagian dari surat edaran ini mengatur

1dBo

e

tentang tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris

w

b:?(;gi orang yang hilang. Reformasi administratif ini kemudian dilanjutkan dengan
rgformasi hukum material dengan keluarnya Judicial Circular No 26, 3 Februari

]?25 mengenai hak pasangan (suami/isteri) untuk mewarisi semua harta waris jika
2]

tidak ada ahli waris yang lain.?°

A
o  Dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa di Sudan telah terjadi reformasi
(=

hukum kewarisan setridaknya dalam hal hukum formil tentang tata cara
pengadministrasian kewarisan harta dari orang yang mafqud, dan secara material
terkait dengan kedudukan suami atau istri yang dapat menghabsikan seluruh harta
dalam kasus radd.*® Pada tahun 1925 juga, Mahkamah Mesir juga mengeluarkan
surat edaran Mahkamah (Judicial Circular) No 28 tahun 1925. Isi surat edaran ini

sama dengan edaran hukum Sudan no. 26 tahun 1925 tentang hak janda untuk
<]

ﬁendapatkan sisa harta waris jika tidak ada ashabah, ashabul furudh, atau ahli waris
wn

[

}gng lain dengan cara pengembalian sisa (radd). Hal ini secara hukum mempunyai

-
g}

pengaruh yang penting dalam peralihan harta warisan karena dari segi pendapat
=

(=

hﬁkum yang berkembang dalam figh, aturan ini lebih memilih pada pendapat yang

e

wn
@ak populer di kalangan ahli hukum Islam (fugaha). Mayoritas ulama (jumhur)

o
h?ypendapat bahwa radd hanya diberikan kepada ahli waris sebab hubungan darah

29 JN.D. Anderson, Islamic Law in Africa, (London & New York: Routledge, 1978), hlm.

118G {rejn

%0 Radd secara bahasa berarti mengembalikan(i ‘adah wa al-Sarf). Sedangkan secara istilah
lah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional sesuai bagian yang
rimanya. Masalah radd bisa terjadi karena tidak ada ahli waris dari rumpun ‘asabah. Lihat
hammad Wasl, Figh al-Mawarits wa alwashiyyah, (Kairo: Maktabah al-Taufigiyah, 1995),, 191
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(%asabiyyah). Suami atau isteri, sebagai ahli waris karena perkawinan (sababiyyah),
-~

t_ioaak berhak untuk menerima sisa harta dengan radd. Bahkan pendapat lain yang

lgerujuk kepada Zaid bin Tsabit, tidak mengenal konsep radd. Bagi kelompok ini,
h;?r-rta sisa langsung masuk ke dalam kas Negara untuk kepentingan umum.
P%mberian hak radd untuk suami dan atau isteri merujuk kepada pendapat Usman
lﬁ_@l Affan. Utsman berpendapat bahwa semua ahli waris dapat mendapatkan sisa

w

harta radd termasuk ahli waris mushaharah (suami atau istri).!

Berbagai perubahan diatas menunjukkan terjadinya dinamika hukum

neny

kewarisan yang diyakini merupakan bagian hukum Islam yang qath'iy dan sulit
menerima perubahan justru mengalami perubahan hukum dalam setiap zaman dan
wilayah. Secara formal di era kontempoter berbagai Negara melakukan perubahan
perspektif tentang cara pandang umat Islam terhadap hukum waris Islam dalam
beberapa kasus di atas. Ketentuan dalam hukum waris Islam yang dianggap sebagai

ketentuan muthlak dari syari’ mengalami reformasi yang menandakan terjadinya
L
f+¥]
p"-érubahan yang terjadi dalam tradisi waris di dunia sunni. Reformasi hukum waris
wn

Igam yang terjadi di berbagai negara Islam sedikit banyak telah memberikan

p?gngaruh penting terhadap watak dan karakter hukum waris Islam, terutama hukum

=
waris di kalangan Islam sunni. Aturan-aturan dalam tradisi sunni telah banyak

e
w

@ngalami perubahan. Adanya tuntutan masyarakat terhadap aturan baru menjadi

o
saah satu sebab terjadinya pembaharuan/reformasi hukum keluarga di negara-
=

rEgara Muslim.*?
=1

31 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), him. 324-325
32 Ahmad Bunyan Wahib, Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim, dalam jurnal
y-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 48, No. 1, Juni 2014 h. 41

Bey jliedg
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Secara antropologis, pembaharuan yang terjadi dalam hukum waris berkaitan

& JeH O

ngan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Bergeraknya

syarakat muslim dari sistem keluarga besar (extended family) kepada sistem

&)1wgeyd

@

uarga inti (nuclear family). Dalam sistem keluarga besar, anggota keluarga tidak

NEN

ya terdiri dari dua generasi, yaitu orang tua dan anak, tetapi juga kerabat yang

[e—y

n yang menyebabkan solidaritas kolektif keluarga sangat kuatdan memunculkan

stem tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Namun perubahan sistem

Y &ys

masyarakat yang cenderung memilih sistem keluarga inti meneybabkan terjadi
=

perubahan solidaritas kolektif sehingga keluarga besar dalam sistem keluarga baru
ini tidak lagi dianggap sebagai bagian yang sama pentingnya dalam keluarga inti. Di
samping itu pasangan suami atau isteri dalam sistem keluarga inti mempunyai
peranan yang menguat karena menjadi elemen utama dalam keluarga.*

Karakter hukum waris Islam seperti di atas, terutama dalam tradisi sunni,

sgkaligus menjadi tantangan lain bagi terjadinya pembaharuan hukum waris Islam.
f+¥]

-
Secara normatif, ketentuan aturan waris sunni tidak memungkinkan untuk diubah,
wn

[

sgkalipun dengan wasiat, sedangkan dalam praktek, dapat terjadi kasus tertentu yang

menuntut adanya perubahan demi rasa keadilan dalam pembagian waris. Kewarisan
=
dalam hukum Islam mengandung dua nilai keadilan, yaitu keadilan Tuhan dan

e
w

@'adilan manusia. Keadilan tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada

o
R?pgertian bahwa keadilan yang berasal darai yang transcendental. Artinya keadilan
=

@é‘.pat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam
=1

p%}ngertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari

e

33 J.N.D. Anderson, Op.cit., him. 356-361.
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el . . .. .
awal kejadian sampai peraturan yang menjadi standar tingkah laku makluk.
-~

%dangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsipprinsip pada

r%’lai keadilan manusiawi.®* Pemikiran ini dipandang dari dua segi sebagaimana
k;_g-nsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan metafisis. Keadilan
razs1ona1 konsep keadilan tercermin dari konsep yang ilmiah, sebab beragkat dari

l%’simpulan penelitian ilmiah. %
2]

5 Hukum kewarisan terbentuk dari pola budaya dan perilaku serta pandangan

A
empirik manusia tentang nilai keadilan secara umum, sedang keadilan metafisis
(=

yang ditawarkan adalah keadilan yang terpancar dari pedoman dasar sumber
keadilan metafisis itu sendiri, yaitu al-Qur’an dan Hadis. Kedua prinsip keadilan
tersebut bukan lahir begitu saja tersebut tidak begitu saja bersama. Keadilan rasional
adalah hasil dari evolusi dari prinsip keadilan metafisis. Keadilan metafisis
berkembang peast pada era klasik pra-Socrates. Dan plato. Seiring perjalanan waktu

dan perkembangan pemikiran manusia, Aristoteles mempelopori prinsip keadilan

¥
e

disamping metafisis juga intelektual rasiona. Dengan menjadikan sistem kewarisan
wn

Igam sebagai hukum yang bersandar pada prinsip nilai keadilan metafisis saja

t%rarti menarik mundur hukum Islam kearah prinsip keadilan era klasik yang

u

sgkarang bukan zamanya lagi.®
Sebagai norma hukum, hukum kewarisan Islam secara otomatis akan

sentuhan dengan permasalahan sosial walaupun pada tataran kelompok sosial

5 uejnggyo £3rsx

34 Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran
sik Sampai Pemikiran Modern, dalam jurnal Yustisia VVol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, h. 122

% Ibid., h. 125

% Afidah Wahyuni, Keadilan Waris Dalam Alquran, Dalam jurnal Mizan: Journal of
amic Law. Volume 3 Number 2 (2019), h. 188

Svh
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=i . . o .

yang terkecil yaitu keluarga. Dengan demikian, mengukur keadilan dalam konsep
-~

i_gnu kewarisan tidak dapat melepas diri dari tori keadilan umum. Ada dua hal yang

sgring dievalusi yang berkaitan dengan keadilan dalam hubungan terhadap
p;gngalaman dan interaksi sosial, yaitu apa yang mereka dapatkan bagaimana proses
y%ng dialami dalam mengenai apa yang diperolehnya, tetapi sebagian lagi bahwa

H?_c’oses dan prosedur yang dialami adalah hal yang lebih penting. Pada dasarnya waris
w

dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk

A
mengaktualisasikan kewarisan dalam Islam kontemporer maka eksistensinya harus
=

dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus
kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat.®’

Dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia juga dikenal kewarisan
dalam hukum adat. Dalam memahami kedudukan Hukum Adat dan kaitannya
dengan Hukum Islam, kata "Adat sering diidentidikasi sebagai al-Urf. Pengertian

ugf” adalah sikap, perbuatan, dan perkataan, yang biasa oleh kebanyakan manusia
f+¥]

atau oleh manusia seluruhnya.®® Dalam sistem hukum Islam, Adat dijadikan salah
wn

[

sﬁtu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum

(=

I&am terhadap adat ini menyebabkan sikap yang folerance dan memberikan
=

(=

pé-ngakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh

e
w

@'kum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus

o
rﬁhqmenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi menjaga nilai-nilai,
=

pé—insip—prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum

37 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5
38 Djazuli, op. cit, h. 88
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el . ..
yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi sistem tertutup secara ketat. “Urf’
-~

y;a)ng shahih menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.3®

Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Dalam literatur figh

am hukum adat diakomodir dalam bentuk penerimaan terhadap konsep ‘urf, yaitu

11w e)

InZ

sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulangulang di suatu daerah

S

sghingga dianggap baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dalam
~
r%;%lgka menghargai praktek lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat

Sgt'empat.40

Namun demikian ulama cenderung menerima ‘urf secara terbatas dalam
konteks pelaksanaan hukum mu’amalah dan bukan pada hukum ‘ibadah dan ‘aqidah.
Secara umum hukum adat merupakan hukum nonstatutair yang sebagian besar
berasal dari hukum kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian sisanya berasal
dari hukum Islam, atau dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum

wn

Iﬁdonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang
o

|l
sebagiannya mengandung unsur agama.*!
5]

N o1

Penggunaan ‘urf sebagai landasan hukum di samping terdapat dalil-dalil

secara normatif dari sunnah Nabi, juga menjadi bagian dari salah satu pertimbangan
m

u

I

dé.‘lam penetapan suatu hukum, khususnya hukum-hukum yang bersentuhan

o
lautjigsung dengan kebutuhan hidup umat manusia, seperti jual-beli, perseroan, dan

=

=

=

N

S ®lbid, h.89

e 40" Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan (Yogyakarta: Pustaka
Pa’ajar, 2009), h. 285.

& 41 Muchsin, Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif (Surabaya: Yayasan Al-lkhlas,
2003), h. 35.
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h:gghkan pengalihan harta dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Karena itu,
-~

tidak semua ‘urf dianggap baik, dan dapat terima sebagai landasan hukum, ulama

1d

iembaginya menjadi dua macam, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid.**

‘Urf shahih dipandang sebagai ‘urf yang layak untuk dilaksanakan dan

Ny

menjadi bagian dari landasan pelaksanaan suatu hukum, karena ‘urf ini tidak

S

Bertentangan dengan ketentuan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber utama
hikum Islam. Sementara ‘urf fasid, adalah bersifat mulghah (batal demi hukum)
lgrena sifatnya yang bertentangan dengan hukum shari’at. Berkaitan dengan
kedudukan "urf dalam hukum waris, sumber hukum waris yang berlaku di Indonesia
di samping hukum waris Islam juga berlaku hukum waris adat. Hukum waris adat
adalah aturan-aturan atau normanorma hukum yang berlangsung lama di masyarakat

yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan diteruskan kepada

para ahli waris dari satu generasi kepada generasi berikutnya.*?

Pengertian yang hampir sama dilontarkan oleh Ter Haar, bahwa hukum waris

B1 21038

t adalah meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses

ng sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan

N ¥we

ngoperan kekayaan material dan immaterial dari satu generasi ke generasi

IRIa AR

rikutnya. Lebih konkritnya hukum waris adat sebenarnya merupakan bagian dari

8 £)

kum adat yang memuat aturan dan ketentuan pola pengalihan harta serta asas-

ths 3

snya, harta waris, pewaris dan ahli waris, serta tata cara pengalihannya. Proses

galihan harta tersebut dalam hukum waris adat dapat dilakukan ketika pewaris

@ue;

“2 |bid., 286
43 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama,
0),h. 71
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masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Di samping itu menurut hukum adat,
-~

a_gli waris yang dapat memperoleh warisan sangat tergantung kepada sistem

l%ékeluargaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. yaitu sistem
@ateral dan unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem bilateral yang
= . . . .

b%rhak menerima warisan adalah anak laki-laki atau anak perempuannya. Sementara

H%’da masyarakat unilateral, hanya salah satu dari garis keturunan yang akan
2]

renerima warisan, mungkin saja garis keturunan laki-laki (patrilineal), atau bahkan

A
garis keturunan perempuan (matrilineal
=

)'44

Di samping itu ada kelompok kekerabatan yang memuat prinsip-prinsip garis
keturunan yang memberikan batas-batas pada hubungan kekerabatan. Prinsip-
prinsip tersebut menentukan siapa yang masuk batas hubungan dan siapa yang tidak
termasuk dalam hubungan kewarisan. Mengenai harta waris dalam hukum waris
adat memadang bahwa yang dimaksud harta waris adalah semua harta baik yang

W . . . )
bersifat material maupun immaterial.*®

Perbedaan hukum yang ada antara hukum adat dan hukum waris Islam adalah

urejsy aje

asas hukum kewarisan yang pada awalnya merupakan konsep perpindahan harta dari

n

]%.waris kepada ahli waris melalui kepemilikan individu berkembang menjadi

ngpemilikan Umum (Collective Property). Kepemilikan umum dalam konsep Islam

-
dipahami sebagai pemberian Allah kepada suatu komunitas untuk sama-sama

7))
memanfaatkan bendayang mencakup benda yang merupakan fasilitas umum, bahan

e

tggnbang serta benda-benda yang menurut sifat pembentukannya menghalangi untuk

4 Ibid.
5 1bid. h.76
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(%niliki oleh individu secara perorangan. *°

-~

2

©  Di samping kepemilikan individu dan kolektif di atas, ajaran Islam juga
4]

mengatur kepemilikan Negara (State Property) yang merupakan hak seluruh kaum

rAuslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat
=

memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna
Igngelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk
n%ngelo lanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Meskipun harta milik
@um dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada
perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum
pada dasamya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat
membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya.

Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta

tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.*’

Dengan berkembangnya peradaban manusia kebiasaan atau "urf sebagaimana

ebut diatas menjelma dalam sebuah komunitas yang dalam bahasa hukum disebut

3] 21015

Hu

ngan Masyarakat Hukum Adat. Pada masa orde baru keberadaan Masyarakat

Bin

kum Adat mengikuti sistem Pemerintahan yang sentralistik sebagaimana diatur

81aA

lam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

I

38 K3

asyarakat Hukum Adat dalam perspektif Hukum pemerintah daerah di era orde

masih berorientasi pada sifat tradisional yang melekat dan bahkan dianggap

eagls

agai masyarakat tertinggal. Karakter kearifan-kearifan yang ada dalam

46 An-Nabhani, Tagiyuddin, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press. 2009). h.60-63.
47 Ibid.

nery wisey|jrredg



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
(L

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

27

©

el . . .
masyarakat Hukum Adat tidak muncul meski sesungguhnya kearifan local tersebut
-~

masih terpelihara dan dipatuhi sebagai kaedah hukum yang mengikat mereka.*®

Di era reformasi interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional

lw eyd

@emperlihatkan adanya upaya mempertahankan tradisi serta mengakomodasi
= . . . . .
képentmgan-kepentmgan kekinian dari luar struktur adat. Untuk itu dukungan

pg))litik, ekonomi dan hukum terhadap masyarakat adat harus disediakan oleh hukum
w

secara baik dan transparan serta berpedoman kepada peraturan perundang-
A

undangan. Di era otonomi daerah pasca reformasi keberadaan kearifan local yang
=

masih wujud dalam masyarakat hukum adat semakin mendapat tempat dalam hukum
nasional. Namun demikian bukan berarti tidak ada permasalahan yang muncul bagi
masyarakat adat pada masa otonomi daerah, karena salah satu persoalan yaitu hak
ulayat, seringkali muncul seiring dengan semakin terbukanya masyarakat dan masa

reformasi.*®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa persoalan tanah ulayat

g memiliki karakteristik harta warisan dalam figh mawaris memasuki babak baru

I&l?]% ajelg

_era hukum positif khususnya di Indoesia. Karakteristik hukum adat sebagai

W >

kum tidak tertulis harus mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai bentuk

BAT

ngakuan atas hak-hak masayarakat hukum adat terutama hak ulayat yang mereka

liki. Kehadiran negara dalam pengakuan atas hak masyarakat hukum adat ini

oXj1s

rupakan salah satu bentuk dari tindakan yang diambil pemerintah melalui

5 ueyis §

48 Jawahir Thontowi, dkk. Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (Mha): Perspektif Hukum
Keadilan Terkait Dengan Status Mha Dan Hak-Hak Konstitusionalnya, (Jakarta: Pusat
Pepelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah
&stitusi Republik Indonesia, 2012) h.37
49 Ibid.

gm{
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©

l%kuasaan yang dimilikinya untuk melaksanakan peran negara sebagai pelindung
-~

mgasyarakat didasarkan pada prinsip yang dianut sesuai dengan ideologi suatu

r%c)gara. Kewajiban pemerintah dalam konteks perlindungan masyarakat hukum adat
t%sebut dalam kaidah ushul Figh sesuai dengan posisi pemerintah sebagai hakim
= .

y%ng memegang amanah yang harus dapat membawa kemaslahatan bagi umat

q(.‘_{glnusia dalam kaedah yang berbunyi: 4alaallyhgia dse N Ao ala¥) G puai 50
w

o>  Dalam memaknai perubahan sosial yang terjadi dalam sistem hukum yang

A
bglaku saat ini dalam kaitannya dengan hukum syara’, salah satu pandangan yang
(=

dapat dijadikan sebagai prinsip analisis adalah ungkapan Yusuf Qardhawi yang
menegaskan bahwa hukum syariat itu ada dua macam yaitu pertama; hukum yang
sama sekali tidak berubah dari ketentuannya sejak semula, tidak terpengaruh oleh
perkembangan ruang dan waktu atau ijtihad para fuqoha. Kedua; hukum yang
menerima perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan
pgrkembangan waktu, ruang, dan kondisi. %l Karena itu ajaran Islam ada yang

)

bersifat statis (gath’iy) yang tidak berubah sepanjang zaman, sedangkan mayoritas
wn

[

%ran Islam itu bersifat elastis (Zhanniy), dapat berubah sesuai dengan dinamika

z'énan. Dalam konteks ini para ulama dahulu telah merumuskan suatu kaidah:*2

£

g o &

2o )Y | PEE p LS | IR

K ;u . ] ’» i

«

o Lol g=Jl g Jl g>¥1 g 43S0V
wn

=

g %0 Jalal ad-Din ,,Abd al-Rahman ibn Abi Bakr as-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazair,
@marang: Taha Putra, tt), h. 83. Lihat juga Muhtar Yahya dan Faturrahman, Dasar-dasar

&

mbinaan Hukum Figih Islam, cet. ke-1, ( Bandung : Ma'arif, ), h. 527.

51 Lihat Kamal Mukhtar, Ushul figh,( Jakarta: Jasa Usaha Mulia, 1995), h. 101-107

52 Qaidah hukum ini banyak diungkapkan oleh para ulama dalam berbagai redaksi.
aksional seperti diatas diungkapkan lbnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwdgi in, Juz 111, h.
-15. Lebih jelas akan diuraikan pada bab kedua.

&y Ju1

s

nery w



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
(L

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

29

@)

el .

® “Berubahnya hukum disebabkan oleh perubahan zaman, tempat,
23 keadaan dan adat”

(]

©  Dalam disertasi ini qaidah di atas menjadi landasan pikir dalam menganalisa
4]

bagaimana pergeseran hukum kewarisan Islam terutama dalam hal konsep harta

hinggalan sehingga dapat menggunakan prinsip figh mawaris melalui qaidah

INg

lakum dalam penetapan hukum positif. Hal ini diperlukan karena dalam

S

ggrkembangan syari’at Islam setelah Nabi Muhammad Saw pada hakikatnya
~

n%rupakan perluasan dan penjabaran terhadap prinsip-prinsip umum yang telah
c@etapkan Allah dalam al- Qur’an, kemudian diterapkan kepada peristiwa-peristiwa

baru yang muncul dihadapan umat Islam.>

Dengan demikian dalam menghadapi tuntutan perkembangan hukum Islam
untuk menjawab ketetapan hukum atas persoalan yang muncul (furu' figh)
pemahaman asas-asas hukum yang terhimpun dalam kaidah fighiyah maupun

ushuliyah sebagaimana Imam mazhab terdahulu menjawab berbagai persoalan umat
7

ﬁmasa mereka. Endang Saifuddin Anshari menegaskan hal ini dengan menyatakan
o

L)

Hahwa persoalan furu’ sama pentingnya dengan persoalan ushuliyah.®* Keberadaan
t+¥]

Hukum adat yang mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum

=
agat, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hak ulayat merupakan bagian dari

m
p:é_rsoalan furu’ figh yang berkembang dari asalnya yaitu hukum kewarisan Islam.

-
Rerkembangan hukum kewarisan Islam semestinya menyentuh berbagai dinamika

7))
tErmasuk disparitas masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia terkait

W
=

N

f %3 Perkembangan hukum Islam secara lebih lengkap dapat dilihat di antaranya Abdul Wahab

Khlaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (Jakarta: , Rajawali Press, 2003) h.
1:23.

& 54 E. Saifuddin Anshari, Wawasan Islam; Pokok-pokok pikiran tentang Islam dan Umatnya
(¥akarta: Rajawali Press, 1986) h. 76
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©

l%beradaan hak atas tanah ulayat yang memiliki ciri-ciri khas tersendiri dalam
-~

r_gengatur penguasaan dan pemanfaatan hak ulayat. Keberadaan tanah ulayat bagi

lgasyarakat adat keberadaannya sudah diakui kedaulatannya menurut hukum adat,
%nana secara turun temurun sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Adat
déam masyarakat adat yang pernah berkuasa dan memerintah. Ulayat adalah

vg?layah hak yang mempunyai daulat yang mengandung pesumpahan untuk
w

rﬁrﬁnjaganya dan tidak boleh dilangggar oleh siapapun. Hak Ulayat tersebut dimiliki

A
persekutuan masyarakat hukum adat dan dikuasai sepenuhnya oleh kepala suku baik
=

yang digunakan untuk kemakmuran anak keponakan tanpa memandang sukunya,

sehingga anak keponakan bisa hidup dibawahnya dengan mengelola tanah ulayat.>®

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat keberadaan tanah ulayat tidak terlepas
dari sistem hukum kewarisan Islam yang harus dipahami sebagai sistem hukum yang
dinamis dan terus berkembang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di setiap

vg)uéktu dan tempat. Pengembangan hukum kewarisan Islam ini dapat berlangsung

-

o
bffa hukum kewarisan Islam mengadaptasi model penalaran hukum yang

[

5]

r@@mberikan ruang terhadap perubahan sesuai dengan kaedah hukum yang tepat.
]

a tidak maka keberadaan tanah ulayat akan masuk dalam rezim hukum positifistik

Al

yang mengedepankan ketentuan yuridis normatif negara sebagai pembentuk

1S

raturan perundangan sebagai mana yang terjadi saat ini. Dalam perspektif yuridis

laeAg uejng jo

J

% Rika Lestari dan Djoko Sukisno, Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam
@'spektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM NO. 1 VOL. 28 JANUARI 2021, h. 109
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el . . .
normatif pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat
-~

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

Peraturan perundangan dimaksud dimulai dari ketentuan dari konstitusi

1w eyd

mc‘gara yang ditemukan dalam UUD 1945 amandeman kedua, Pasal 18 B ayat (2),
dan Pasal 28 I ayat (3). Selain dalam konstitusi diatur juga dalam berbagai undang-
L%dang sektoral lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
t%tang PokokPokok Agraria (UUPA), Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Igr;dang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat salah satunya

dengan peraturan daerah.

Beberapa pemerintahan daerah di Indonesia, di tingkat daerah sudah

B1 218318

ngatur tentang hak ulayat dalam bentuk peraturan daerah. Salah satunya di

Fure

bupaten Kampar, hak ulayat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

&N

mor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Selain itu dikeluarkan beberapa

18924

putusan Bupati antara lain, Keputusan Bupati Kampar Nomor: 660 — 327 / IV /

B

19 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat

Bis J

negerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar

1 Hulu Kabupaten Kampar. Walaupun hak ulayat diakui dalam peraturan

% Dyah Ayu Widowati, Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum
t Di Kawasan Hutan, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah
Tihggi Pertanahan Nasiona, 2014), h.32

By Jlredire)
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el .
perundang-undangan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mampu memberikan
-~

sérlindungan hukum.5’
Pg g

4]
3 Berdasarkan uraian-uraian di atas maka disertasi ini dibangun atas postulat
b%gaiamana penalaran hukum kewarisan Islam dapat menjadi salah satu model

1N

dalam hukum positif di Indonesia dalam hal pengakuan terhadap hak ulayat
lcﬁnasyarakat hukum adat melalui kaedah hukum “Berubahnya hukum disebabkan
O%h perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat”, dalam sebuah disertasi yag
lgrjudul: Pengakuan Atas Hak Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Kewarisan

Islam.

B. Penegasan Istilah
1. Figh Mawaris adalah Hukum yang membahas tentang peralihan harta
peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang

yang meninggal dunia berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam.

N

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan- kesatuan kemasyarakatan yang
bersifat tetap, mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri,
mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup

berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

98]

Hak Ulayat adalah hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat adat atas
kawasan tertentu dan apa yang terkandung di dalam dan di atasnya yang
kepemilikan, tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan

Hukum adat.

" 1bid., h. 97
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o

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat
suatu masyarakat hukum adat tertentu yang meliputi meliputi Tanah atau
daratan, perairan (kali, danau, pantai, serta perairannya), tumbuh-
tumbuhan yang hidup secara liar pohon buah-buahan, pohon untuk kayu
pertukangan atau kayu bakar serta binatang liar yang hidup bebas didalam

hutan.

Rumusan Masalah

N1y exsng NINY!Iw e1dio YeH @

1. Identifikasi masalah

Persoalan tanah ulayat merupakan persoalan kontemporer yang tidak dikenal
dalam khazanah figh turats. Secara teoritik persoalan ini dapat didekati dengan
pendekatan figh mawaris karena pada dasarnya merupakan bagian dari diskursus
keilmuan figh dalam bidang hukum keluarga yang menyangkut harta yang

diwariskan. Dalam penalaran figh mawaris harta peninggalan harus dibagi sesuai
f+¥]

d%ngan ketentuan al-Quran dan Hadis namun tidak ada satu nash pun yang
wn

lgenjelaskan bagaimana harta warisan komunal diwariskan. Di samping itu harta

(=

@inggalan dalam figh mawaris diwariskan dengan sebab kematian sedangkan
=

(=

cﬁlam persoalan tanah ulayat kepemilikan hak tidak diwariskan akibat kematian dan

e
w

j@a tidak dapat dipindahkan melalui bab muamalat lainnya seperti jual beli maupun

o
Iﬁ“l?ah dan hadiah. Untuk itu secara teoritis kajian tentang pengakuan negara atas

ulayat masyarakat hukum adat berbeda dengan prinsip dasar dalam hukum

&g ug[n

warisan Islam diperlukan pendekatan epistimologis maupun ontologis®® dalam

%8 Aspek epistimologis ilmu adalah aspek yang paling sering menyebabkan ilmu dipandang
agai suatu yang bebas nilai, karena metode logis yang diusungnya tidak kenal batas sistem nilai.

nery wiseyy|yure
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A .
memahami konsep pengakuan hak ulayat tersebut dengan pendekatan hukum
-~

Kéwarisan Islam yang berbeda.

— Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah dalam identifikasi di atas, maka
masalahan pengakuan hak atas tanah ulayat dalam perspektif hukum kewarisan
Istam ini dibatasi dengan mengarahkan penelitian ini pada implementasi gaidah
;?érubahan hukum berdasarkan perubahan tempat, waktu, keadaan dan adat sebagai
landasan berfikir perubahan sebagai dasar dari perubahan hukum Islam dalam aspek

hukum tata negara dan hukum adat untuk dipahami kembali (rekonstruksi) sebagai

persoalan hukum kontemporer.

Rumusan Masalah

un srwejsy af¥ig

Iﬁlam filsafat barat dikenal dua prinsip sumber ilmu pengetahuan yang valid sebagai dasar
epistimologis dari ilmu pengetahuan, yaitu rasio yang mendalilkan bahwa akal yang mengembangkan
dan mengesahkan pengetahuan manusia; serta empirisme yang berprinsip bahwa segala pengetahuan
bérasal dari pengalaman. Lihat Harun Hadiwijoyo, Sari Sejarah Filsafat Barat, (Yogyakarta:1980,

taka Kanisius) /.32. Di sisi lain secara epistimologis ajaran Islam mendalilkan sumber ilmu
pengetahuan dari Allah SWT. Naquib Alattas dalam krritiknya terhadap filsafat ilmu Weber yang
r&ngklaim prinsip value-free ilmu pengetahuan yang menjadi ciri pengetahuan barat, dengan
ménguraikan berbagai kerentanan dari konsep sekulerisme ilmu pengetahuan demi menunjukkan
keutamaan ilmu pengetahuan Islam. Lebih jelas lihat Muhammad Naquib Alattas, The Concept of

cation in Islam: A frame work for an Islamic Philosophy of Education, ferjemahan oleh Haidar
Baghir, (Bandung : 1994, Mizan) Sedangkan secara ontologis pandangan realisme dan idealisme
setingkali menempatkan pemikiran agama yang berorientasi eskatologis propetis berbeda dengan
sans empiris. A inilah yang kemudian menciptakan dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan
rgcliern. Lihat M. Nazir, Membangun IImu dengan Paradigma Islam, (Pekanbaru: 1999 , Susqa
PBfess) A. 89-90

nery w



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
(L

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

35

Berdasarkan batasan masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini

muskan sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan tanah ulayat dalam perspektif figh mawaris?
Bagaimana implikasi hukum terhadap pengakuan hak atas tanah ulayat dengan

pendekatan figh mawaris dalam konstruksi hukum tanah ulayat di Indonesia?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

neiy™ysns NINsili@ e1dgo NeH o

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

membangun diskurusus landasan filosofis dari:

1. Kedudukan tanah ulayat yang tidak dikenal sebelumnya dalam hukum
kewarisan Islam menjadi kajian kontemporer berdasarkan penalaran yang
didukung dengan ilmu hukum positif di Indonesia.

Penalaran ushuliyah dalam melakukan rekonstruksi hukum kewarisan Islam
sehingga melalui identifikasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam
tranformasi negara Islam menuju sistem negara modern tersebut dapat menjadi
dasar filosofis pengakuan negara atas hak tanah ulayat di Indonesia.

Dengan dijelaskannya berbagai hal di atas maka disertasi ini diharapkan

I2ATU) dTUIR[S] ?je}g

memiliki nilai pragmatis sebagai salah satu model integrasi disiplin keilmuan ushul

-
figh dengan piranti keilmuan hukum tata negara sehingga berbagai aspek lainnya

7))
dapat ditelaah menggunakan pendekatan dan hasil temuan disertasi ini. Di samping

e

penulis berharap penelitian ini dapat memenuhi sebagian dari persyaratan

nyelesaian studi penulis di Program Doktoral (S3) Pascasarjana Hukum Islam

Beis

iversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu upaya

nery wrisgdy j
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pengembangaan kapasitas penulis sebagai tenaga pengajar di Prodi Ekonomi Islam
-~

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Sistematika Penulisan

Disertasi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang

sNS NIN ¥F1w ed

Masalah. Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,.

Igjian Pustaka dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab II merupakan tinjauan
=
teoritis berupa kajian pustakan dan penelitian yang relevan terkait dengan persoalan

yang menjadi permasalahan dari disertasi ini yaitu konsep pengakuan hak atas tanah
ulayat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sebagai dasar

konstruktif dari teori perubahan hukum yang menjadi fokus disertasi ini.

Pada Bab III akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam

pényusunan disertasi ini yang mencakup Setting Penelitian, Jenis dan pendekatan
-~

p%nelitian , Sumber Data, Teknik Pengumpukan Data, dan Teknik analisis data. Pada

wn

[

%b IV akan diuraikan temuan dari penelitian ini yakni penalaran hukum kewarisan

-
g}

I§lam terhadap pengakuan hak atas tanah ulayat serta Analisa yang penulis lakukan

melalui komparasi hukum Islam dan Hukum Positif di Indonseia. Penulisan disertasi

ATU

I

w
i selanjutnya ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan dan saran peneltian

diakhiri dengan lampiran berupa Daftar Pustaka.
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BAB I

TINJAUAN TEORITIS

Kajian Pustaka

— Teori tentang Hukum Adat dalam Perspektif Qawaid Fighiyah

Dalam persepktif hukum kewarisan Islam keberadaan tanah ulayat harus

sNS NI Y!1®u e1d19 YeH ©

dipahami dalam meta ushul figh yang mengedepankan penalaran bayaniyah
tgthadap dalil-dalil nash terkait hukum kewarisan Islam. Namun karena keterbatasan
c
jumlah nash hukum sementara persoalan hukum yang akan muncul sangat banyak,
bervariasi dan tidak terbatas, Asy-Syahrastani mengatakan bahwa sesuatu yang tidak
terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas.>® Menyikapi keterbatasan kuantitatif
nash-nash hukum, pada gilirannya para sahabat dan ulama terkemuka melakukan
interpretasi-interpretasi terhadap kedua sumber hukum yang jumlahnya terbatas itu,
Rg_;ra mujtahid melakukan ijtithad untuk menemukan hukum syariah dari sumber-
o

sambernya dengan mengembangkan batas-batas pemahaman Al-Qur an dan Sunnah
wn

sgta menggunakan al-giyas dan al-maslahah.®®

!

Dalam perkembangan tasyri’, penetapan hukum Islam dilakukan melalui dua

un 2

'tode, yaitu: Pertama, ushul al-figh, yaitu kaidah-kaidah yang digunakan para

e

w
@ma untuk menetapkan hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan aspek

o
l{g‘;l:)ahasaan, maupun berkaitan dengan metode-metode penalaran yang terlepas dari
=

LE,i.sur kebahasaan secara langsung. Kedua, disebut gawa ‘id fighiyah, yaitu kaidah-
=1

kaidah yang mencakup sebagian besar cabang masalah-masalah fiqih yang dapat

%9 Asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal. (Beirut: Dar al-Fikr.t.t.) h. 202)
80 Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Figh. (Kairo: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1958) juz Il, h. 23

37
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(ﬁ)edomani dalam penyelesaian hukum berbagai peristiwa yang tetap muncul dalam
-~

Q
masyarakat.5!

Pendekatan gaidah fighiyah merupakan pendekatan yang memproyeksikan

lw eyd

n;_rasalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqih yang

ngenampungnya. Secara bahasa kata +$ merupakan jama® dari 32 yang berarti

cg’sar ataupun pangkal dari sesuatu.®? Dalam kamus Mu jam Magayiis al-lughat kata
w

58 dimaknai sebagai tetapnya sesuatu atau inti dari sesuatu.®® Secara terminologi
A

kata gawa'id berarti :%*

=

JA Al Gl gal) B dale Lany 1l Lalsal padali 4y ) g 8 94 a2 A8 dgl ) guc

e a9 il

ushul figh kulliyah (yang bersifat umum) yang berlaku sebagai nash yang

menjadi dasar bagi aturan yang mengandung hukum syariat secara umum
dalam berbagai perkara yang masuk dalam cakupannya.)

An-Nadwi mendifinisikan gai’dah sebagai aturan umum atau universal

7

(@liyyah) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-
o

bagiannya (juziyyah).®® Menurut Muhammad Utsman Syanir qai'dah adalah
t+¥]

kgetetapan umum yang berlaku secara kuat dalam setiap bagian hukum. ®® Sedangkan
=

enurut Muhammad Aziz Abdul Azam qai'dah adalah ketetapan umum yang
<

=

w

:I

<

o

wn 61 Ibrahim Duski, Al-Qawa’ld Al-Fighiyah, (Palembang: Amanah, 2019), h. 9

£ 62 Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-ma’ruf, Al-Mufradat fi ghariib al-Quran,

(Kairo : Al-Maktabah At-Taufikiyah , t.th) h. 409

=} 83 Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu‘jam Magayis al-Lughah, juz V, (Kairo: Dar
l;?ya‘i al-kitab al-Arabiyyah, 1949) h. 5
5;;:;1 64 Musthafa al-Zarga, al-Madkhal ila al-Fighy al-"aamiy, (Beirut : Dar al Figr., 1968 ), juz.

. 2340

8 Ali Ahmad an-Nadwy, al-Qawaid al-Fighiyyah, (Damaskus, Daar al-Qalam:1994) 90
6 Muhammad Utsman Syanir, al-Qawaid Kuliiyah wa dhawabith al-Kuliiayh, (Yordan, Dar
al2Nafaais, 2002) h. 12

ey J
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A . . .
mencakup bagian yang besar untuk mengetahui hukum dari kaedah tersebut yang
-~

biasanya berlaku dalam kebanyakan bagiannya.®’

Dengan menetapkan gawa ’id para ulama dan fugaha dapat menyiapkan garis

lw eyd

pp?rnduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu
=
d%n tempat ke tempat. Dalam ilmu ushul figh penggunaan qawa'id dilakukan dengan

cgfa pendekatan yakni pendekatan kebahasaan (gawa'id ushuliyah) dan juga

w
p?gndekatan hukum (gawa’id fighiyah). Qaedah Usuliyyah dalam ilmu ushul figh

A
berfungsi sebagai prinsip-prinsip, metode, manhaj, cara dan kaedah- kaedah yang
=

dirumuskan oleh para mujtahidin sebagai panduan untuk melakukan istinbat hukum-
hukum Syara’ melalui dalil-dalil yang tafshili dan tidak terlepas dari penggunaan
kaedah ushuliyah. Qawaid Usuliyyah ini sebahagian merujuk kepada bahasa Arab
dan sebahagian yang lain merujuk kepada akal.®®

Coulson menggambarkan bagaimana pentingnya gqaidah ushuliyah dalam

menggali hukum dari nash al-Quran dan hadits. la mengungkapkan bahwa konsep-
f+¥]
k®onsep al-Qur’an tidak lebih dari merupakan pendahuluan atau pengantar kitab
wn
@kum Islam yang dioperasikan selanjutnya oleh para ulama di berbagai generasi

yréng selalu mengalami perkembangan sesuai dinamika peradaban dan kajian
=

Igam.69 Dengan pendekatan qaidah ushuliyah para ulama’ Ushul akan konsisten

e
w

dé'lam memprioritaskan dalil-dalil yang tafsili ketika mengambil hukum-hukum

o
S&ara’. Penggunaan qaidah ushuliyah tersebut juga memberikan kontribusi pada

=

e

o

=

o)

f 67 Muhammad Aziz Abdul Azam Al-Qawaid al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadis, t.th.) h.12
e 8 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushulivyah dan Fighiyah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), h. 105- 106.

& 89 Coulson, N.J., Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M,
1987), h. 24
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@)
l?{kayaan khazanah hukum Islam karena pada umumnya perbedaan dalam
r_genetapkan Qawa’id Usuliyyah merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan
ightilaf dalam hukum-hukum furu’.”® Disamping qaedah ushuliyah dikenal juga
é-anya qaedah fighiyyah. Qaedah fighiyah dicetuskan oleh ulama figh yang dalam
aélkasinya merupakan juklak atau oprasionalisasi dari kaidah ushuliyah tersebut,
sgilingga kadang-kadang terjadi tumpang tindih mana yang disebut sebagai kaidah
f%hiyah, yang jelas keduanya merupakan patokan dalm mengistinbathkan oleh
rgéngijtihadkan suatu hukum.
c

Berdasarkan beberapa definisi di atas secara istilah ga'idah merupakan salah
satu metode ushuliyah dengan mengedepankan pemahaman secara umum yang
dideduksi dari berbagai nash syara® (al-Quran maupun hadits) dalam upaya
menemukan hukum suatu peristiwa yang berdasarkan keumuman prinsip dasar
tersebut terkait dengannya. Ada beberapa istilah yang sering diidentikkan dengan
q'_a'_gidah namun sebenarnya di kalangan ulama ushul istilah tersebut dipahami
‘;Erbeda. Istilah tersebut di antaranya adalah dhabit atau dhawabith. Di kalangan para
1§-ama ushul istilah ini berbeda dengan ga‘idah karena istilah ga'idah lebih umum
lgrena mencakup seluruh cakupan hukum Islam sedangkan istilah dhabit atau
=

c@awabith hanya mencakup satu bidang tertentu saja dalam kitab figh. "

Istilah lain yang sering diidentikkan dengan qa'idah adalah nazhariyaat

§y0 Lysx

aammah. Di kalangan ulama kontemporer seperti Abu Zahrah beranggapan

=

bdhwa gqawa'id mencakup hukum-hukum juziyah sehingga identik dengan
=

w

<

T

e 0 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushulivyah dan Fighiyah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), h. 105- 106.

& T Umar Abdullah Kamil, al-Qawa’id al-Fighiyawa Atsaruha fi al-Mu'aamalaat al-
Maaliyah, Disertasi pada Universitas al-Azhar, (Kiro: Universitas al-Azhar, t.th), h.23
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2k
ngzhariyaat al aammah. Namun ada yang membedakannya dengan bahwasanya
-~
i_%zzhariyaat al’aammah adalah studi terhadap hukum figh dalam kajian ilmiah

—

l%())ntemporer yang menghimpun kajian figh dengan qanun dan hukum positif serta
p;Fr-rbandingan keduanya.”® Istilah lain yang sering diidentikkan dengan gawa'id
fghiyah adalah al-asybah wan Nazhair sebagaimana dalam ungkapan an-Nasafy

lg‘nwa apabila ada peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya maka kembalikan
w

dia kepada yang semisal (asybah) dari peristiwa hukum yang sudah ada ketetapan
A
hgkumnya.”®
=

M. Hashim Kamaliy menjelaskan bahwa beberapa fugaha memperlakukan
gawaid fighiyah sebagai cabang dari ilmu maqashid syari'ah. Hal ini didasarkan
pada hakikat gawa'id adalah berbagai pernyataan mendasar yang diturunkan
(derivatif) dari pembacaan rinci dari berbagai ketentuan figh dalam berbagai
persoalan hukum. Hukum figh dikembangkan berdasarkan penalaran individual

yiang terkait dengan berbagai partikel tema hukum dan berkembang dalam sejarah
f+¥]

sghingga ketetapan hukum Islam berbeda antara satu zaman dengan yang lainnya.
wn

Igsngan demikian gawa ‘id fighiyah digunakan para fugaha pada level yang lebih

(=

r%ju dalam mengembangkan nalar ijtihad, untuk mereduksi hukum figh menjadi
=

(=

pﬁ-rnyataan abstaktif yang mendasar. Qawa’id fighiyah dipresentasikan dalam

e
w

@'rbagai bentuk sebagai proses kumulatif yang tidak dapat dilakukan dengan

o
talapan pengembangan nalar hukum Islam (ijtihad) pada umumnya.’

2 Ibid., h. 25

3 Ibid., h. 31

4 M. Hashim Kamalli, Qawa ‘ld Al-Figh: The Legal Maxims Of ISlamic Law, Papaer
esentasikan pada The Association of Muslim Lawyers, h. 1
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Salah satu pengertian qawaidul fighiyah yang diungkapkan para ulama

£ jeH O

alah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam tajjudin as-Subki: "

Lodie 4de @i sl IS g0y

(use) d

Ledo LgolSo>i pgin byuds

"Suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juziyah yang yang banyak
yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyat itu".

nely exsng NN Al

Berdasarkan perbandingan dengan qaidah ushuliyah diatas dapat dilihat
bahwa qaidah fighiyyah merupakan kaidah yang disimpulkan secara general dari
materi figh dan kemudian digunakan pula untuk untuk menentukan hukum dari
kasus-kasus yang baru yang tidak dijelaskan hukumnya secara tafshiliy dari nash.
Oleh karena perbedaan ini kaidah ushul sering disebut dengan takhrij al-Ahkam
(mengeluarkan hukum dari dalil al-Quran dan sunnah) sedangkan qaidah figh
cgsjebut tathbiq al-ahkam (penerapan hukum atas kasus yang timbul di tengah

@
umat.”® Dengan demikian perbedaan dalam gaidah ushuliyah dibangun secara

[

<]
@_duktif dengan merumuskan berbagai pernyataan yang digali dari berbagai dalil

]
L@‘-um sedangkan qaidah fighiyyah berangkat dari berbagai persoalan figh (furu’).
2-
Namun demikian kedua pendekatan ini sama-sama diakui sebagai metoe dalam

1S

peénetapan hukum.

(0]

Pendekatan deduktif ini merupakan kebalikan dari metode penetapan hukum

ng disebut dengan Istigra’. Istiqra’secara etimologi berarti pengikutsertaan, terus-

> Tajuddin as-Subki , al-Asybah wan-Nazhair, (Mesir, Markaz Buhutsul 'lImi, t.th.)
6 Ali Haidar, Durar al-Hukkam ; Syarh Majalah al-Ahkam sebagaimana dikutip dalam A.
azuliy, Kaidah-kaidah Figh, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 4

nery wigey ylredg ®ejng j
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menerus (at-tatabu’). Dalam istilah populer, istiqra’ disebut juga dengan induksi
-~

(gebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu

l%ékhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang

k;u:-rang umum menuju pada yang lebih umum. Dalam istilah ilmu hukum Islam,
= . . " .
i&zﬂ'qm’ (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang

cg?lasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Figh untuk

w
rmenetapkan suatu hukum. 7/
A

© Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) mengatakan, jika kesimpulan itu didasarkan

c

atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut Istigra’ tamm (induksi
sempurna) dan jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya
disebut Istigra’Masyhur atau Istigra’ Nagis (induksi tidak sempurna). Istigra’ Tamm
biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu-ilmu kealamian yang karakteristik objek-
objeknya yang diteliti bersifat konstan, sedangkan istigra’ masyhur sering

ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Adanya istilah istigra’ masyhur ini di
f+¥]
dalam ilmu-ilmu sosial disebabkan karakteristik tingkah laku manusia dan pranata
wn
sgsial tidak konstan, begitu pula makna (dilalah) ayat al-Qur’an dan hadis riwayat

yréng mendukung jarang disepakati kepastian maknanya. Karena itu, hanya dapat
=

(=

cﬁiakukan dengan istigra’ masyhur yang menghasilkan kesimpulan zanni

SI

(gémungkinan besar benar). 8
Untuk itu ijtihad dapat dilakukan dengan identifikasi terhadap berbagai

tode yang disepakati para ulama maupun metode yang hanya dipegang oleh

" Hasan Mu’arif Ambary, “Istigra’, Suplemen Ensiklopedi Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan,,
1, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.256
8 Ibid.
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ima kelompok tertentu di kalangan umat Islam. Dalam periode-periode awal,
-~

sgariah merupakan alnusus al-mugaddasah dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang
lgutawatir dan belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud

sg_;perti ini syariah disebut al-tarigah al-mustagimah, yang mencakup aqidah,
=
a%aaliyah, dan khulukiyah. Ali al-Sayis mengatakan syariah adalah hukum-hukum
}g’ng diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan
w

mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. 7
A

o Di samping pengambilan hukum dari aspek kebahasaan, maka penting pula
(=

diperhatikan pengambilan hukum dari aspek magqdshid al-syari’ah, baik tujuan itu
menurut perumusnya atau menurut pelakunya sehingga sebagian ulama
membahasnya dalam kajian magashid. Dalam perspektif maqashid tujuan
dibentuknya syari’at adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di
akhirat kelak. Pengetahuan terhadap magdshid al-Syari’ah amat besar pengaruhnya

tethadap pembentukan hukum Islam. Dengan mengetahui maksud-maksud syari’at
f+¥]
s€cara baik maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum Islam melalui giyas
wn

(%alogi) untuk menjawab masalah-masalah baru yang belum ada di zaman Nabi,

d&n dengan mengetahui magqdshid syari’ah itu pula akan dapat diketahui apakah
=

(=

sﬁéltu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau sudah tidak

e
w

@ak lagi untuk diberlakukan karena tujuan hukum atau </lat yang mendasarinya

o
s@ah tidak ada lagi. Wahbah al-Zuhaily, tampaknya juga cenderung sependapat

=

s

o

=

9p}

<

o

Hn

=

5 9 Ali Al-Sayis,, Nasy'ah al-Figh al-Ijtihadi wa Atwaruh, (Kairo: Majma’ al- Buhus al-
I§lamiyyah, 1970), h.8
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@
cgngan Abdul Wahab Khalaf, sehingga dia memahami penalaran hukum melalui

A

c_%wa‘ id hukum adalah: &°

° s 1 - o 8 % . . 0o % oi foe P °‘
408> Ao phrain e ol Gl
- 5

° 2 1 - oﬂao - oE 0'7:0’ ‘

P
o w o
POS.’?_‘ ' 2_1.9 : L»O-@.S’ | ’)_Lu.’“ " .i
A - ‘A = - ’
s %

Menghubungkan suatu peristiwa yang tidak disebutkan nash dengan peristiwa
yang disebutkannya, karena ‘illat hukumnya sama.

Nely eXsnS NIN X1 el

Berdasarkan pemahaman di atas maka memahami hukum melalui
pendekatan qawa'id fighiyah pada dasarnya sama dengan mengambil hukum dari
furu® ataupun persoalan figh. 4/-far'u dalam disiplin ilmu takhrij adalah hukum
syara’ yang bersifat amaliyah yang diistinbathkan dari dalil yang tafshil. Namun bila
persoalan baru tersebut diambil melalui penalaran ushuliyah maka disebut dengan
téjchriij al-furu® “ala al-ushul. Beberapa ta'rif ulama tentang al-far'u antara lain
d:%umpai dalam syarh al-Badakhasyi, yaitu berbagai masalah yang diputuskan
&

Iilljtahid setelah mencapai tingkatan ijtihad. Dalam al-taqrir wa al-tahbiir al-far u

(g_)ahami sebagai masalah-masalah ijtihadiyah dari persoalan figh, sementara dalam

<
]%zsyr al-Bunudal-far'u dipahami sebagai hukum syara’ yang terkait dengan sifat

1

fgrbuatan mukallaf,8!
=,

wn

=

=

~

=

wn

<

-

e 80 Wahbah al-Zuhaily, Ushiil al- Figh al-Islamiy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Juz I, h.
% 81 Utsman Muhammad al-Ahdhar Syausan (selanjutnya disebut Syausan), Takhrij al-Furu’
“dla al-UShul, (Riyadh, 1998, Daar al-Thayyibah) h. 58
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@)
© Untuk itu ada beberapa istilah lain yang sering dikaitkan para ulama dengan
-~
istilah al-far'u ini. Yang paling sering digunakan para ulama® adalah istilah al-wajh

1d

itu hukum yang dinukilkan dalam berbagai masalah oleh imam mujtahid dan

wise

tlaku berdasarkan kaedah imam tersebut®®. Ibn Taimiyah dalam al-Maswaddah

N 33!

mzenambahkan al-wajh adalah perkataan para ashahb al-mazhab dan takhrij mereka,
ef_ﬁu dari petunjuk dan dalil mereka, atau penerapan illat atau uslub bahasa (siyaq
w

Kalam) mereka. Dalam Nasyrul Bunud dikatakan bahwa al-wujuh adalah hukum-
A

hykum yang dijelaskan berdasarkan nash para imam dan makan takhrij al-wujuh
c

adalah istinbath dengan mengkiyaskan hal yang yang tidak disebutkan nash atasnya
karena adanya makna yang dinahskan tersebut pada yang tidak disebutkan nashnya,
baik nash imam tersebut berdasarkan makna atas masalah yang tidak disebutkan,
atau dengan menggali hukum dari perkataan imam tersebut. Bisa jadi al-wujuh juga

diistinbathkan langsung dari nash syara® namun terkait dengan istinbath tersebut

dengan metode imam dalam beristidlal dan menjaga kaedah hukum dan syarat-syarat

1e)

dalam istidlal tersebut.®*

Dalam mengelaborasi istilah al-far*u tersebut dikembangkan dalam beberapa

dTUIe|S|

kategori. Kategori pertama adalah al-far'u al-manquul, yaitu persolaan furu’ yang

u

digali hukumnya dari nash para imam dan dinukilkan kepada masalah lain yang

e
w

@rip dengannya dengan hukum yang berbeda dari nash imam tersebut. Jika seorang

o
r@kharrij bertaklid pada imam maka hukum yang diambil dalam persoalan tersebut

5 ueyn

82 Seperti Ibn Shah dan al-nawawiy dalam kitab al-Majmu’ serta Ibn Hamdan dalam kitab
ifat al-Fatwa yang sering menggunakan istilah ini.

8 Pengertian ini diungkap oleh Muhammad bin al-fath dalam kitabnya al-MAthla’
agaimana dikutip Syausan dalam Ibid., h. 491

8 Ibid., h. 492

jGek

[%2)
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tgak dianggap al-far'u al-manquul.® Kategori kedua adalah al-riwayah, yaitu
s_gmua yang diriwayatan dari imam mazhab berupa hukum dari berbagai masalah
bga{ik nash imam itu sendiri maupun makna dari pendapat imam tersebut. Dalam hal
11;1; ada dua model al-riwayah yaitu riwayat al-mukharrajah yaitu masalah yang tidak
lagagsung diambil dari nash imam tetapi diistinbathkan dari nash imam dengan salah
sgfu metode istinbath yang dipakai imam dalam berpendapat. Kedua yaitu riwayat
»

m?;tkharrajah al-manquulah yaitu yang memiliki dua hukum yang berbeda salah

A
safunya diambil melalui kutipan langsung Imam dan yang kedua dari istinbath dari
=

pendapat Imam tersebut..®

sedangkan kaetegori ketiga adalah gaul al-mukharrij,
yaitu hukum furu’ yang diambil hukumnya dari nash imam baik pada persoalan
tertentu dengan nash yang sudah ditentukan imamnya, ataupun pada persoalan yang
tidak ditentukan imam nashnya dan dikeluarkan hukumnya berdasarkan ushul yang
digunakan Imam tersebut.®’

Penggunaan metode takhrij al-furu’ "ala al-ushul tersebut di kalangan ulama

rupakan suatu kemestian dalam melakukan ijtihad karenanya tidak sah istinbath

1S123e318

lgkum yang didasarkan pada dalil-dalil fafshiliyah tanpa gaedah ushuliyyah. Hal ini

Bl

disebabkan upaya penggalian hukum tanpa menggunakan qaidah menyalahi manha;
=

(=

qﬁii sunnah dalam beristidlal dan istinbath dan hal ini merupakan jalan ahli bid ah
=

w
dgn orang yang memperturutkan hawa nafsu. Di samping itu sangat mungkin terjadi

o
lg?)salahan dan keraguan dalam penetapan hukum yang akan menyebabkan dosa,
=

fgrtikaian dan perpecahan karena sesungguhnya ilmu ushul figh dalam rangka
=1

8 lbid., h. 497
% 1bid., h. 498
8 1bid., h. 499
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el . . .
penetapan hukum adalah sebuah kemestian agar terhindar dari kesalahan dan
-~

Kéraguan dalam istinbath. Ibn Subkiy mengatakan bahwa ijtihad dalam hukum figh

1d

secara mutlak mensyaratkan mengetahui ushul dalam berijtihad dan tanpa ushul

w

sg_réeorang akan menjadi taklid dalam berbagai masalah. Dengan demikian ijtihad
=
t%pa mengembalikan persoalan pada gaidah ushuliyah sama halnya dengan

I]E_{%mbangun sesuatu tanpa dasar (pondasi), karena ushul merupakan dasar dari
w

hukum figh maka furu’ figh yang tidak dikeluarkan dari qaedah ushul tidak sah

A
wglaupun benar. Bahkan dapat dipahami tidak mungkin melakukan tashawwur
=

(identifikasi dan deskiptisasi) dari furu® fighiyyah tanpa mengeluarkannya dari
qaedah ushuliyyah.®

Namun demikian kesulitan yang dihadapi para mujtahid sejak masa taqlid
adalah semakin hilangnya kemahiran ushuliyah sehingga proses penemuan hukum
melalui akar waidah ushuliyah menjadi sangat menyulitkan. Hal ini yang mendorong
para ulama di periode taklid ini untuk membuat kaedah figh yang tidak lagi

f+¥]
d'-ﬁ)ulangkan pada penalaran ushuliyah (ashal) tapi pada furu’ yang sudah ditetapkan

wn

[

I%ra ulama. Maka tidak heran dalam hal ini makanya penggunaan qawa'id fighiyah

[
g}

sering juga disebut dengan takhrij al-furu’ “ala al-furu’. Kaidah-kaidah fighiyah
=
tgrsebut dibuat secara sistematis dan terbagi pada kaidah asasiyah dan ghairu
=

w
Qiésiyah. Kaidah asasiyah adalah kaidah yang disepakati oleh Imam Mazhab

o
tg’;jumlah 5 macam (panca kaidah) yaitu: segala masalah tergantung pada tujuannya,
=

%lé.madharatan itu harus dihilangkan, kebiasaan itu dapat dijadikan hukum, yakin itu
=1

tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, dan kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

8 |bid., h. 513-514
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%lanjutnya sebagian fugaha menambahkan dengan satu gaidah asasiayah lain yaitu
-~

““lada pahala kecuali dengan niat”. Qaidah asasiyah ini dibantu oleh gaidah ghairu

1d

dSasiyah yang jumlahnya diperdebatkan dikalangan fuqaha.
Salah satu prinsip dalam penalaran ijtihad adalah mengembalikan seluruh

persoalan hukum pada al-Quran dan sunnah sebagai dalil utama dalam hukum Islam.

Nen 1w

@) Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama yang
2]

rﬁrﬁrupakan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Pada garis besarnya

A
Al Qur’an menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia
=

dengan Tuhannya (ibadah), hubungan manusia dengan manusia (muamalah) atau
hubungan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Sedangkan sunnah merupakan
sumber kedua bagi hukum-hukum Islam dan hukumhukum yang dibawa oleh
Sunnah sebagai penguat hukum yang dimuat dalam 4/ Qur’an, penjelas (keterangan)

terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh A/ Qur’an, serta pembawa hukum baru

yang tidak disinggung oleh A/-Qur’an secara tersendiri. Untuk sampai pada kedua
f+¥]
sitmber hukum tersebut diperlukan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat
wn

Lgtuk berusaha, beriktiar dengan seluruh kemampuan yang ada untuk memahami

l%idah—kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al Qur’an dan

g

sfinnah.®

=

= Keberadaan al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum bahkan dimulai
o

saak kelahiran ajaran Islam dimana Ijtihad Rasul dipandang sebagai pengungkapan
=

iidm ilahi dan pemahaman mendalam terhadap semangat hukum (rih at-tasyri’),
=1

%ﬁngingat apapun yang diucapkannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu melainkan

8 bid., h. 101
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@
wiahyu Allah kepadanya. Dengan demikian Rasul pada hakikatnya memproyeksikan

-~
E;éristiwa hukum dengan pemahaman yang ada dalam Alquran.?® Khudhariy Bik

lgengatakan bahwa ijtihad para sahabat terhimpun dari interpretasi tentang peristiwa
hikum dan koneksitasnya dengan wahyu. Di masa ini kreasi ijtihad menjadi lebih
=

l%as disebabkan kuantitas nashsh hukum terbatas, sedangkan kasus hukum yang

lgflncul tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang
2]

terbatas.®!
o)

© Oleh karena itu sejak masa sahabat dengan sempurnanya sumber hukum
=

utama dalam Islam (al-Quran dan hadis) maka sahabat sudah memulai upaya
penalaran hukum Islam dalam beristinbath dengan metode al-istigra™ alma'nawi.
Dalam al-Muwdfaqgat, asy-Syatibi menggambarkan bahwa al-istigra”™ alma'nawi
adalah suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dengan satu dalil saja
tetapi dengan beberapa dalil yang digabungkan antara satu sama lain sehingga

tetbentuklah suatu hukum berdasarkan gabungan dalil tersebut. Para ahli hukum
f+¥]
I$lam, ungkapnya lebih lanjut, tidak boleh menetapkan tujuan asy-Sydri' hanya
wn
‘t%rdasarkan dalil tertentu secara terpisah-pisah. Tujuan tersebut akan mereka

(=

d&patkan hanya dengan meneliti semua dalil yang relevan, baik sifatnya zhdhir,
=

L%uftm, mutlaq, mugayyad, juz'i. Selain itu, haruslah mempertimbangkan gard ‘in
=
w
@'wdl (indikasi-indikasi keadaan), baik yang dinagskan (mangiilah) maupun yang
o

ta‘ak dinasskan (gairu mangilah).%

S frej[n

9 Saefuddin al-Amidi al-Thkdm fi Usil al-Ahkdm, jilid 3, (Beirat: Dar al-Kutub al-Timiyah,
83), h. 141.
91 Muhammad Ab( Bakar asy-Syahrastani, a/-Milal wa an-Nih, (Beiriit: Dar al-Fikr, t.t.), A.

&

92 Abii Ishaq Ibrahim ibn Msa asy-Syatibi, al-Muwdfaqat fi Usiil asy-Syari’ah, jilid 2,
(Beir(t: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), h. 39.
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@)
2l . . . . PP
© Istilah al-ma'nawi yang merupakan kata sifat dari al-istigra " dalam konteks
-~

r_getode ini, dipinjam dari konsep mutawatir ma'nawi dalam ilmu hadis, yang dalam

l%&nteks ini mengandung pengertian ungkapan berbeda tetapi semuanya menuju
k;?pada satu makna tertentu.”® Metode pengembangan hukum Islam yang telah
déetakkan oleh Tmam Mujtahid (Abu Hanifah 699-767 M, Malik bin Anas 714-795

1§z_ﬁ Muhamad Idris Asy-Syafi“i 767- 819 M, dan Ahmad bin Hanbal 780-855 M) dan

2]
dijadikan dasar pijakkan untuk menemukan hukum dan penerapan hukum, maupun

A
memberlakukan hukum dalam suatu negara. Metode yang dijelaskan secara rinci
=

dalam Ushul Figh menurut Tahir Muhmood merupakan asas hukum di berbagai
negara Islam dan di dalam pembaharuan hukumnya, yaitu metode musawati
mazhabib al-figh, istihsan, mashalih al-mursalah, siyasah syari“ah, istidlal,
taudhi’, tadwin dan lain sebaginya.%

Dengan perkembangan penalaran hukum sebagaimana di atas dapat

dipahami bahwa aturan hukum Islam yang bersumber pada kehendak Allah yang
f+¥]

t&iuang dalam al-quran dan sunnah yang membutuhkan upaya maksimal (ijtihad)
wn

[

Lgituk mengimbangi fakta dan peristiwa hukum yang selalu muncul selaras dengan

;{érkembangan dan dinamika kehidupan manusia. Ulama melahirkan berbagai
=

Iﬁétodolo gidan pendekatan kajian hukum Islam untuk menjangkau nash yang belum

e
w

@as didasari oleh dalil-dalil yang menjadi acuan mujtahid. Dalam teori istidlal,

o
rﬁhqtode jma’ dan Qiyas merupakan dalil yang disepakati para mujtahid dalam
=
penetapan hukum. Selain dari dua metodologi di atas, metode istidlal yang dilakukan

Agu

9 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usil al-Figh, (Beirat: Mu'assasah ar-Risalah,1998), h.

=T

% Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History Teks and Comparative
alysis, (New Delhi For the Academi of law and Religion, 1987), h.13.

e
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©

(%h para mujtahid untuk mencari solusi penyelesaian masalah pasca kenabian
-~

Q . .. N
bermunculan seperti metode istihsan, mashlahat al-mursalah, urf, syar'un an
@)

=

%’zblana, istishhab, syaddudz dzari’ah dan madzhab sahabat yang keseluruhan dari
n;_rétodologi tersebut memiliki kaidah-kaidah sendiri yang menjadi acuan dalam

=
pémecahan masalah dan semua mengacu kepada semangat nash (al-Qur“an dan al-

Hadits).®

w
5 Untuk kepentingan tersebut maka para ulama menyusun berbagai kaedah

A
tum dalam hukum islam sebagai jalan untuk mendapatkan maslahat dan menolak
=

mafsadat.”

Dengan adanya berbagai kaedah tersebut berbagai persoalan baru akan
lebih mudah untuk diselesaikan dan memberikan keputusan hukum karena para
mujtahid akan memiliki pedoman yang berlaku umum dalam menghadapi berbagai
peristiwa hukum yang variatif.'* Metode penemuan hukum dengan menggunakan
kaedah umum ini bahkan menurut Imam al-Juwayni dapat dijadikan sebagai dalil
@kum mandiri, yaitu dengan menjadikan gawa’id fighiyyah sebagai dalil hukum

)

y%ng berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alquran dan
wn

S'gnnah.19 Dengan begitu bila berdalil dengan satu gawa 'id fighiyyah berarti telah

% Kamal Mukhtar, Ushul figh,( Jasa Usaha Mulia: Jakarta, 1995), h. 101-107
Bkaedah umum dalam memahami hukum Islam tersebut terkategori dalam dua bentuk.
Pertama kaedah dalam memahami nash secara tekstual (gqawa’id ushuliyah) dan kaedah dalam
nfemahami prinsip umum yang berlaku dalam perbuatan hukum (qawaid fighiyah). Lebih lanjut lihat
Abu Muhammad Izz al-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd al-Salam, Qawa ’id al-Ahkam fi Mashih al-Anam,
(Mustafa Muhammad, ttp., tt), Juz I, h. 9.
0 4lmam al-Qurafi memandang bahwa keberadaan berbagai kaedah hukum adalah sebagai
gikat persoalan-persoalan furu’ yang bervariasi dan berserakan. Dengan demikian meskipun
persoalan baru akan sangat dinamis namun kaedah hukum akan mengantarkan seorang muijtahid
gan lebih mudah pada hukum yang dituju. Lihat Al-Qarafi, al-Furug, (Beirut : ‘Alam al-Kutub,
tt),'h. 3.

Jo AJISIaATU) OT

YIbid., h. 329.
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HO

berdalil dengan beberapa ayat Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang

A

tgrcakup dalam kaidah tersebut.

Pemahaman gawa’id fighiyyah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu

w e)

ij;_?g-'had. Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah
n%ermtls disiplin ilmu gawa 'id melalui karya-karya mereka yang sampai kini masih

tgglihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern. Para ulama
2]

dari keempat madzhab figh tersebut menyusun gawa id dalam jumlah yang begitu

A
banyak, sebagiannya sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya
=

secara pasti. Qawa’id fighiyyah terbentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri
secara berangsur-angsur. Di samping itu dalam pembuatannya pun para fugaha
membentuknya secara bertahap. Pada awalnya, hanya berupa pemikiran tentang
suatu persoalan, kemudian setelah pemikiran tersebut mantap, baru mereka bentuk
menjadi sebuah Qaidah. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan gawa’id telah
d;'_jzjumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Ash-Shiddieqie

)

ﬁemandang qa’idah sebagai sebuah perangkat yang cukup penting sebagai panduan
wn

[

Lgituk menurunkan kaidah yang memerlukan pembuktian. %

!

Para fuqaha terdahulu menyusun gawa 'id dalam berbagai karya yang dengan

un 2

adah dikenal dari judul kitab mereka yang menggunakan dua istilah yaitu gawaid
=

w
qz-'Ahkam atau al-Asybah wan-Nazhaair. Istilah al-Asybah wan-Nazhaair dipakai

o
R?;tama kali oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika menunjuk Abu Musa al-
=

‘Esycari menjadi Qadhi di Bashra, dengan menyatakan “Fahami tentang
=1

p%-}nampakan dan kemiripan suatu masalah (al-Asybah wan-Nazhaair), kemudian

e

% Hasbi as-siddiqy, Pengantar Hukum Islam, Jakarta bulan bintang 1975. h. 25.
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©

t;%apkan qiyas untuk masalah yang serupa.” Para fuqaha sepakat bahwa proses
E;émahaman dan penurunan gawa id ini sama dengan proses yang dilakukan oleh
p;z):ra usuliyyun dalam menurunkan panduan hukum berupa Qawa’id al-Usuliyyah
b;?r-rdasarkan metode qiyas. %’

g Pengembangan disiplin ilmu ga’idah fighiyah tersusun melalui suatu proses
}g’ng panjang dan tidak terbentuk sekaligus, melainkan secara bertahap. Menurut
»

Jazuli, sebelum al-Karkhi dari madzhab Hanafi, sebelumnya telah ada pengumpulan
A

ga’idah, namun tampaknya tidak tersusun menjadi karya sistematis, oleh seorang
c

ulama madzhab Hanafi lainnya, yaitu Abu Thahir ad-Dibasi hidup diakhir abad ke 3
Hijriyah sampai dengan awal abad ke empat. Sebanyak 17 ga’idah telah disusun
oleh ad-Dibasi, yang kemudian juga disampaikan kepada seorang ulama madzhab
as-Syafii yaitu Abu Sa’id al-Harawi. Dari sumber ad-Dibasi, al-Karkhi
mengembangkannya lebih lanjut menjadi 36 ga’idah (an-Nadwi, 1997) atau 37
q?'_;’ idah (Jazuli).®®

Dalam beberapa literatur sejarah perkembangan tarikh al-tasyri’ al-islami

ST 23e

tidak diuraikan gawa’id fighiyyah secara komperhensif dan khusus. Menurut Ali

dTUR

Ahmad al-Nadawi, perkemabngan qawa’id fighiyya dapat dibagi kedalam tiga fase,

u

fase pertumbuhan dan pembentukan; fase perkembangan dan pengkodifikasikan;

e
w

dgn fase pemantapan dan pesistematisan. Fase Pertumbuhan dan Pembentukan

o
@wa 'id fighiyyah dimulai pada periode Nabi Muhammad, otoritas tertinggi dalam
&

fgngambilan hukum dipegang oleh Nabi. Masa kerasulan dan masa tasyri’

Jlaedg u

7 Ibid.
% Djazuli, H.A.. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
salah-masalah Praktis. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
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@)
el . . .
merupakan embrio kelahiran gawa’id fighiyyah. Nabi Muhammad SAW

=

r_genyampaikan hadits-hadits yang singkat dan padat. Hadits Nabi Muhammad SAW

di samping sebagai sumber hokum, juga sebagai gawa’aid fighiyyah. Beberapa

w

h_?dits Nabi yang singkat dan padat mendukung stetment ini, diantaranya adalah

b

%ﬁd\-} z Al (hak menerima hasil karena harus menanggung kerugian), = slexall

é@% ( kerusakan yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan ganti

w
ragi), dIl. %
A

© Periode ini berlanjut di masa sahabat yang ditandai dengan atsar sahabat
=

yang dapat dikatagorikan gawa;id fighiyyah diantaranya adalah pernyataan Umar
bin Khatab ra (w.23 H) : aie (sl alalis Ly ,4 (penerimaan hak bdasarkan kepada
syarat-syarat) dan juga pernyataan Ali bin Abi Thalib ra (w. 40 H) yang
mengungkapkan :4de Glea 3 = 3l 4l e (orang yang membagi keuntungan tidak
harus menanggung kerugian). Di masa tabi'in beberapa kaidah juga muncul seperti

pernyataan Qadhi Syuriah bin Haris al-kindi seperti; <)l (» Il mU) (orang yang
f+¥]
membantu kelahiran binatang lebih utama dari pada orang yang mengaku
wn

;gmiliknya). Di masa ini para Imam mazhab juga telah memulai pengungkapan

(=

c;'gwaid fighiyah seperti Imam Syafi’i dalam kitabnya al-Umm, diantaranya 13} k¥
=

‘\%. sl s L i Ll (e i (apabila yang besar gugur, yang kecilpun gugur); dan
=
w

j@a pernyataan Ahmad bin Hambal yang diantranya 4l 48 jsad anll 48 s L JS

o
d}}?)lb 481y.all 5 (setiap perkara yang boleh diperjualbelikan boleh pula dihibahkan,
&

(E._'Sodaqohkan, digadaikan).!® Dengan demikian, peletakan batu pertama
=1

9 Ali Ahmad an-Nadwy, al-Qawaid al-Fighiyyah, (Damaskus, Daar al-Qalam:1994) h. 90-

100 1hid,
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@)
pembentukan gawa’id fighiyyah telah dimulai sejak tiga abad pertama Hijriyah,

=

r_geskipun dalam bentuk yang sederhana. Ini karena pada saat itu qawaid fighiyyah

bgc)lum begitu perlu dibentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.
= Pada fase perkembangan dan pembukuan qawaid fighiyyah menjadi disiplin
i%u tersendiri dan dibukukan pada abad ke 4 H dan terus berlanjut pada masa
sgfelahnya. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taqlid mulai tampak dan semangat
ij%ihad telah melemah karena saat itu figh mengalami kemajuan yang sangat pesat.
I-_i";il ini berimbas terhadap terkotak-kotaknya figh dalam madzhab.dan ulama pada
c

saat itu merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh figh pada saat
itu. Pembukuan figh dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan
pendapat yang terjadi diantara madzhab sepertinya telah memuaskan mereka,
sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi setelahnya kecuali merujuk pada
pendapat-pendapat madzhab itu dalam memutuskan dan menjawab persoalan-
pgrsoalan baru. Pada saat itulah para ahli figh membuat metode baru mula-mula

)

rfietode ini diberi nama dengan al-QOawa’id atau ad-Dlawabith, al-Farugq, al-Alghaz,
wn

@thorohat, Ma’rifat, al-Afrod, al-Hiyal dan istilah lainnya. Hal inilah yang

d?gakukan oleh Abu Hasan al-Karkhi (w.340 H) dalam risalahnya (ushul al-Karkhi),

u

dan Abu Zaid al-Dabbusi'® dalam kitabnya Ta’sis al-Nadhar dengan memakai

jo [K3181

101 Imam Abi Zaid Ubaydilah bin Umar bin Isa al-Dabusi al-Hanafi adalah salah satu fuqaha
besar dan ulama terakhir dari Bukhara dan Samarkand. Nama al-Dabusy dinisbahkan pada sebuah
kﬁnpung yang yang terletak antara Bbukhara dan Samarkand. terang pertama yang menulis kitab
yang berisi tentang perbedaan pendapat dalam figh. Ia lahir 367 atau 978 M dan wafat 430 H atau
1839 M dalam umur 63 tahun. Biografi singkat ini dapat dilihat dalam Tarikh fi Tarjim al-HAnafiyah
62 1:12, Al-A'lam al-Zarkalliy: juz 4:109, Mu'jam al-Muallifin juz 6:96 sebagaimana dalam
seftware maktabah al-Syamilah. Utsman Bin Muhammad al-Ahdhar Syausyan mengungkapkan
bahwa para ulama dan peneliti kitab figh menganggap Kitab TAsis al-Nazhar karya al-Dabusiy
sebagai salah satu kitab yang paling penting dalam upaya takhrij hukum dalam % periode penulisan,

ode, serta kemasyhuran pengarangnya. Meskipun kitab ini memuat dhawabit fighiyyah, namun
dari segi metode penulisannya ketika menjelaskan dampak penerapan ushul secara umum dalam

nery w
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©

igllah ushul. Apabila ushul tersebut mencakup berbagai masalah figh, maka disebut
-~

Kaidah, sedangkan kalau hanya mencakup satu masalah figh, disebut dhabit.1%?

Pada abad ke-7 H gawa 'id fighiyyah mengalami perkembangan yang sangat

lw eyd

sgniﬁkan. Diantara ulama yang menulis kitab qawa’id pada abad ini adalah al-
‘%llamah Muhammad bin Ibrahin al-Jurjani al Sahlaki (w.613 H) ia menulis kitab

cg’ngan judul “al-Qawa’id fi Furu’l al- Syafi’iyah” , kemudian al-Imam Izzudin Abd

w
al-Salam (w. 660 H) menulis kitab “Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam”. Dari

A
kglangan madzhab Maliki Muhammad bin Abdullah bi Rasyid al-bakri al-Qafshi
=

(685 H) menulis “al-Madzhb fi Qawa’id al-Madzhab” dan masih banyak lagi. Karya-
karya ini menunjukan bahwa gawa ’id fighiyyah menglami perkembangan yang pesat
pada abad ke-7 H. Qawa’id fighiyyah pada abad ini nampak tertutup namun sedikit
demi sedikt mulai meluas. Pada abad ke-8 H, ilmu gawaid fighiyyah mengalami
masa keemasan, ditandai dengan banyaknya bermunculannya kitab-kitab Qawa ’id

f@hiyyah. Dalam hal ini, ulama Syafi’iyyah termasuk yang paling kreatif. Diantara
@rya-karya besar yang muncul dalam abad ini adalah al-Asyabah wa an-Nadhair
l<§.rya Ibnu al-Wakil al-Syafi’i, kitab al-Qawa’id karya al-Maqqari al-Maliki, al-
@jmu’ al-Mudzhab fi Dhabt al-Madzhab karya al-‘Ala-i al-Syafi’iy. Karya-karya
=

b%-sar yang mengkaji gawa 'id fighiyyah masih berlanjut pada abad IX H di antaranya
=
w

QEQawa’id karya Ibnu al-Mulaqqin, Asnal Maqashid fi Tahrir al-Qawa’id karya

Ins jo

berbagai furu’ dengan secara global para ulama meyakini kitab ini sebagai bidang yang terkait dengan
penerapan qaedah ushuliyah. Bila dibandingkan kitab Ta'sis al-Nazhar karangan Abu Laitsi al-

argand kitab ini nyaris persis sama, namun bila dibandingkan dengan kitab al-Khamsin atau
yang dikenal dengan Ushul al-Syaasyi karya al-Syaasyi dalam /4 penerapan qaedah ushuliyah atas
futu' figh keduanya diyakini adalah penulis yang lebih dahulu dalam upaya takhrij furu' atas ushul.
man Bin Muhammad al-Ahdhar Syausyan, Takhrij al-Furu® ‘ala al-Uhsul Dirasah Tarikhiyah,
Manhajiyah wa Tathbigiyah, (Riyadh, Dar Thayyibah, 1998) , h. 293

102 | pid.
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@
ﬁuhammad bin Muhammad al-Zubairi, serta al-Qawa’id karya Taqiyuddin al-

=

Hishni, 103

Pada fase pemantapan dan penyempurnaan terjadi pengkodifikasian gawa id

lw eyd

fﬁhiyyah yang mencapai puncaknya dengan Majallat al-Ahkam al-*Adliyyah pada
ngasa Sultan al-Ghazi Abdul Azis Khan al-Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad
)@II H. Kodifikasi figh dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan
p%ndapat yang terjadi diantara madzhab dengan munculnya Majallah al-Ahkam al-
zglliyah sebagai bentuk aplikasi dari ide tagnin (kodifikasi hukum) yang muncul
c
pada masa pemerintahan Abu Ja’far al-Mansur ketika masa Daulat Abbasiyah, atas
inisiatif dari Ibn Mugaffa’. Namun ide ini belum terwujud karena penolakan dari
para ulama seperti Imam Malik dengan alasan, bahwa perbedaan pendapat ulama
dalam persoalan furu’ merupakan suatu hal yang positif.'%* Majallah al-Ahkam al-
Adliyah merupakan kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari
lqg;tentuan—ketentuan Islam yang berasal dari mazhab Hanafi di samping pendapat

)

&in dengan melihat perkembangan dan kondisi umat. Artiya dalam majallah ini
wn

tgak ditemukan perbedaan pendapat sehingga produk hukum yang dihasilkan

(=

beragam. 109

D

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam memberikan

ISI9ATU

kg]uasan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan
o
p@nikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk
=

rﬁnterpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam.
=

9p]

‘et

T

s 108 1hid.

; 104 Salam Madkhur, op.cit., h. 116.

- 105 M. Atho Mudzhar (ed), Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern studi Perbandingan
dfin Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1

nery w



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
(L

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

59

©

%cara historis, hal tersebut melahirkan dua kelompok aliran besar dalam sejarah
-~

@mikiran Islam, yaitu: 1) aliran skriptual (juga disebut dengan aliran tekstual atau

a%ﬂl al-hadis), dan 2) aliran konstektual (ahl al-ra’y). Penalaran merupakan proses

yang wajib diikuti bagi setiap orang yang ingin mencapai hukum syar'i dari

n

s%mbernya yakni nash al-quran dan sunnah Rasul SAW. Hal inilah yang

rﬁénunjukkan identitas dan karakter hukum Islam dibanding sistem hukum manapun

S

yiang pernah ada dan berkembang di muka bumi ini.1%

Nalar dan ijtihad merupakan dua buah term yang dalam prosesnya tidak

neny

dapat dipisahkan karena nalar — yang dalam kosa kata Bahasa Indonesia berarti
pemikiran/cara berfikir logis atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari
beberapa fakta atau prinsip'®” — terkristal dalam metode ijtihad. Prinsip logis ini
merupakan pra syarat dalam ijtihad. Ijtihad sendiri menurut Fazlu rahman adalah :
“the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the
past, containing rule, and to alter that rule by extending or restricting or
otherwise modifying it in such a manner that a new situation can be subsumed
under it by new sosulition.”*%®

Ijtihad tidaklah berarti mengabaikan warisan fikih klasik atau tidak

nghargainya dan tidak memanfaatkannya. Namun ijtihad dapat dilakukan dengan

lakukan peninjauan kembali terhadap kekayaan warisan fikih klasik dari berbagai

SIFATU [ dTUre|S] 3}8)G

aﬁran (madzhab) dan berbagai pendapat yang terpandang (terutama pendapat

o
salabat dan tabi’in) sepanjang masa untuk diseleksi manakah pendapat yang lebih
=

S fresy

i§ 106 Andersson, Islamic Law in Moslem Wolrd, (New York: New York University Press,
56) h. 24
s 197 Tim Penyusun Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
('Iikarta: Sinar Harapan, 1988) h. 42

& 198 Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of Intelectual Tradition
(€hicago:P Chicago University Press, 1980) h. 8
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at dan lebih tepat untuk mewujudkan maksud-maksud syari’t, yang dapat

0 NEH O

merealisasikan kemaslahatan umat di zaman kita ini sesuai dengan situasi dan

1d

l%(’)ﬂdisi. Di samping itu dalam prinsip ijtihad harus dikembalikan ke sumber asli,
yfarkni nash al-Quran dan Sunnah Nabi, lalu memahaminya dengan baik dalam
=

kérangka maksud-maksud syari’at secara umum. Dengan demikian dalam

lg%lakukan ijtihad terhadap berbagai masalah baru yang belum dikenal oleh para

2]
fiqaha terdahulu dan mereka belum pernah menetapkan hukum yang mirip dengan

A
masalah tersebut, yakni dengan menarik kesimpulan yang umum dan dapat berlaku
=

bagi berbagai persoalan figh lain yang memiliki kesamaan.'%°

Salah satu qaidah fighiyah yang menjadi alat utama sebagai pisau analisis

dalam penelitian ini adalah kaidah 9525 JIs=Y1s 28015 &Y poy PSS s

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ka'idah figh dirumuskan ulama dalam
dua kategori yaitu ka'idah asasiyah dan ka'idah ghairu asasiyah. Ka'idah asasiyah

Igrencakup lima ka'idah dasar dan dari kelima ka'idah asasiyah tersebut, qa‘idah ini
f+¥]

rflenurut al-Sadlaan merupakan cabang dari qaidah asasiyah daSaa 32dl, yang
wn

[

lgemiliki 10 kaidah turunan ghairu asasiyah sebagaimana berikut:*'°

199 ygsuf al-Qardhawi, Madkh Li Dirdsah al-Syari’ah al-Islamiah, (Kairo: Maktabah
bah, 1991), h. 275, 276.

110 shih Bin Ghaanim al-Sadlaan, al-Qawa’id al-Fighiyah al-Kubra wa maa tafarra’a
bhu, (Riyadh, Daar al-Balanisiyyah, 1417H), h . 390

)@[115 Ag ue}ng jo A}IsIaArup) o1

Be
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neiy e)sng NiN !jiw ejdio yeH o

Ka'idah 4aSaw 33da dalam syarah gawaid fighiyyah karya Abu Zarqa
dipahami dalam istilah syara® bahwa adat dapat berposisi sebagai hukum syara’

ketika ada peristiwa hukum yang khusus terkait dengan hukum-hukum tertentu dan

tidak ada dalil nash yang bertentangan dengan adat tersebut.!!

Kaidah asasiyah 4aSas 3aall, dipahami al-Du‘aas berdasarkan adanya

sebagian hukum syara’ yang terkadang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan

7))
raanusia. Ketika adat berubah dari satu masa yang lalu maka kayfiat ataupun tata
-~

(¢

oE_ra beramal sesuai dengan kehendak penetapan hukum. Dengan demikian hukum
t+¥]

s?ara‘ jjtihadiyah dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan

c T
kemaslahatan dan mencegah kerusakan dan berdasarkan prinsip ini suatu penetapan
<

m
hpkum bermanfaat di masa tertentu saja akan tetapi pada waktu lain justru hukum

—~

%baliknya yang dapat meeujudkan tujuan syariat tersebut. Maka tidak heran banyak

&

Ag uejng j

11 Ahmad Al-Zarga®, Syarh al-Qawa’id al-Fighiyah, (Libanon: Dar al-Ghurab al-Islamiy,

th.) h. 165

nery wigeyy|yure
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©

fn:fqaha dalam berbagai mazhab yang menetapkan berbagai persoalan justru berbeda
-~

déngan mazhab-mazhab pendahulu mereka.?

Terkait dengan ka'idah ~U'sdls JIs>Y15 &SNy 2V o pSNI a5 g

[1w exd

Du’aas memahami bahwa hukum syara’ yang berubah dengan perubahan zaman

n

n%erupakan prinsip dasar dalam pembinaan hukum dalam rangka mewujudkan

lgcg?maslahatan dan menolak kemafsadatan. Inilah rahasia mengapa hukum syara’
w
tidak menyebutkan berbagai metode dan tata cara dalam mencapai kemaslahatan
A

agar setiap umat di setiap zaman dapat memilih cara yang paling maslahat bagi
=

kehidupan mereka.!*

Perubahan tersebut dalam gaedah ini berlaku akibat perbedaan yang terjadi
dalam hal waktu, tempat dan keadaan. Karena itu ajaran Islam ada yang bersifat
statis (gath’iy) yang tidak berubah sepanjang zaman, dan ini porsinya sedikit,
sedangkan mayoritas ajaran Islam itu bersifat elastis (Zhanniy), dapat berubah sesuai

dg_ngan dinamika zaman. Untuk itu perubahan yang terjadi dalam fenomena social
f+¥]

Iﬂ:encakup kebiasaan yang berlangsung terus dan dikenal dengan istilah adat. Adat
wn

cglam pengertian bahasa dapat diartikan sebagai “ &%) yang bermakna sesuatu

-
g}

yang berlangsung secara terus menerus (istimrar) dan dinamakan dengan adat karena
=

pelakunya mengulang-ulang terus menerus, jama' dari ‘adat adalah g1
=

w
@'mentara itu pengertian adat dalam istilah fuqaha dihimpun oleh al-Sadlaan sebagai

g0
2

5 ueyn

112 |1zzah Ubaid al-Du’aas, al-Qawa’id al-Fighiyah ma'a Syarh al-Muujiz, Beirut: Daar al-
rudziy, 1989) Ibid., h. 56-57
113 |zzah Ubaid al-Du‘aas Ibid., h. 60
14 1bn Manzhur, Lisaan al-"Araby al-Muhith, (Libanor: Darul Lisan Arab, ) j. 1, h. 959
115 Spih bin Ghanim al-Sadlaan, op.cit. h. 333-334

glek
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@)

§ a. Al-Hamawy mengatakan sesungguhnya kata “al-'aadah” menghendaki
g- berulangnya sesuatu dalam jumlah yang banyak sehingga dapat dikatakan
g sebagai sebuah kesepakatan.!®

;_r: b. Dalam kitab Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkaam al-"adliyyah
g disebutkan bahwa ‘adat merupakan seuatu yang tetap dalam diri dan diterima
& oleh tabi'at yang benar."’

»

& c. Imam al-Qarafi menyebutkan bahwa “adat adalah sesuatu makna yang umum
g dikenal di berbagai negeri atau sebagiannya.''8

c

Berdasarkan berbagai pengertian di atas al-Sadlaan menyimpulkan bahwa
‘adat mencakup makna yang sangat umum karena mencakup seluruh hal yang
diulang-ulang berupa perkataan maupun perbuatan baik muncul dari perseorangan
maupun suatu kelompok baik terkait dengan kondisi alam seperti iklim yang panas
bahkan kata “adat mencakup juga akhlak dalam berbagai perbuatan yang dianggap
bajk maupun buruk.'*®

Di samping kata ‘adat para ulama juga mengkaitkan definisi ini dengan

uEp|s] 33e)

i§tilah ‘urf yang lebih khusus maknanya dibanding ‘adat. Al-Nasafy mengatakan

at dan ‘urf adalah dua kata yang muradif (sinonym) karena mencakup makna

E!

JATU

suatu yang sudah memiliki ketetapan dalam diri berdasarkan penalaran akal dapat

1@151

ferima sebagai karakter yang baik baik berupa perkataan maupun perbuatan dan

e}pS jo

116 Ahmad Al-Hamawi, Ghamz ‘Uyun al-Bashair sharh kitab'al-Ashbah wa-al-nazair li-
l\mawlana Zayn al-Abidin Ibrahim al-shahir bi-lbn Nujaym al-Misri (Libanon: Dar al-Kutb al-
[@lyah 1985)

117 Haidar Ali, Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkaam al-"adliyyah, (Libanon: Dar Al-
kﬁtub Al-ilmiyah, t.th.)
118 Syihab ad-Din al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi anwa' al-Furug, (Kairo: Dar al-Kutub al-.

@abiyyah 1334 H).
119 1hid,
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@)
(%andarkan pada apa yang dianggap baik oleh akal dan tidak dibantah oleh akal

=

y;a)ng sehat seperti akad istishna’, memindahkan harta wagaf ataupun syarat-syarat
(%ﬁlam akad jual beli. Namun beberapa ulama membedakan antara adat dan ‘urf
k;_a:-rena adat mencakup karakter yang tidak baik menurut penalaran akal yang sehat

= :
sedangkan “urf hanya terbatas pada karakter yang baik menurut akal yang sehat.!?

"Urf atau adat juga memiliki makna yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh

ASNS N

masyarakat yang merupakan kebiasaan diantar mereka baik berupa perkataan

d

maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian ,,urf dengan adat.
c

Oleh karena itu ,urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh
masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perlataan maupun
perbuatan.'?

Ka'idah fighiyah bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, namun didasarkan
pada sebuah upaya konstruksi yang biasa disebut dengan taq'id yaitu upaya
ngrewujudkan dan mengistinbatkan kaedah dari sumber-sumbernya yang utama yaitu
ﬁQuran maupun hadis.*?? Beberapa ayat al-Quran yang dijadikan oleh para fuqaha
r.n

sgbagal dasar konstruksi kaedah ini antara lain:

"\G Surat Annisa’ ayat 115

G Lo 50 [JEH0 1 B3 s
C_)_L_)ﬁ 6A_€_l| 4]

120 |bid., h. 336

21 Alaidin Koto, Ilmu Figh dan Ushul Figh: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Raja Garfindo
sada, 2011), h. 103

122 Muhammad al-Ruugiy, nazhariyaat al-taqid al-fighy wa atsaruha fi ikhtilaaf al-fugaha,
isertasi Universitas Muhammad al-Khamis, kerajaan Maroko, 1994) h.31

P IIeAf uejng jo AjrsraAru
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Helup pher wdbdy J55 Lo adss

ejdiojeH @

Ban Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa
térhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam
Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah biarkan mereka
bergelimang dalam kesesatan.

Firman Allah dalam surat Anisa’ ayat 115 ini dikalangan para fugaha

B)YsSng

dijadikan dalil syara' dengan dasar pemikiran bahwa makna Jw- dalam ayat diatas
a%alah sama dengan thariq (cara). Dengan demikian sabiil al-mukminin artinya
adalah cara yang mereka tempuh yang mereka anggap baik. Maka janji Allah
berkenaan dengan kewajiban mengikuti jalan orang yang beriman di atas
menjadikan hukum wajib beramal dengan cara-cara orang yang beriman bila tidak

maka ada “iqab atau hukuman di sisi Allah. 23

b. Surat Al-Maidah Ayat 89

190}
RS Lanl S gxlIly &l pSistis Y
Glaoyl  pSike  Lay Pjvulﬁ_j [,s: | %

POLAST BHLAS L ddy Lo
gi”i :,\_l.'x_i Pﬁ_}u\_}‘ ‘7}!’/00‘5 é@)io.’],

035555 pSdad il a8 4
Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak

dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpabh itu,

123 \wadh an-Najjar, Atsar al-"urf fi Tasyri" al-Islamiy, h. 175
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@)

© ialah memberi makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa
5 kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau
= memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang
= demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah
2 kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan
3 jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-
;:— hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

=

i Dalam menjelaskan batasan hukum tentang kafarat sumpah pada ayat di atas
=

tgak ada nash yang menjelaskan secara rinci batasan yang jelas tentang pakaian dan
©

makanan yang biasa diberikan kepada ahli keluarga yang dimaksud dalam ayat

el

ddatas. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan tersebut diserahkan pada "urf yang
berlaku untuk menjelaskan ketetapan tentang batasan yang dituntut Syari® dalam

menunaikan kafarat dalam ayat di atas.*?*

c. Surat Al-Nur ayat 58

}X_J_u P_l U_,J__xlﬁ 95_,1_0_,1 S8

}MJJJU_AQJ_AUJ_APS_»JP_L%_H

T oo & -,

u_,o pS_:L_)_) O 9=u2 u—’r?ﬁ )_7:_51_H
&y g A3 s i | 03_L¢> LR u—M

f;cl’.ﬂ ;;_g_o ’], }jb ; ] ]

D e pSiaks Ps_u_; L4815
P_@P_i_l_c |3u_)§l|;:§_’1¢m|ui_,}_>

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita)
yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu,
meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum
sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah
hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada
dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka

stwem*am

‘o

t \
ol
\
«®
0

‘e
\

o
\

cé

124 Al-Jashshash, Ahkam al-Quran, j.1, h. 487
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melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang
lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat diatas persoalan memimnta izin untuk mauk ke dalam rumah

am waktu yang tiga didasarkan pada tiga macam waktu yang biasanya di waktu-

1B 11w eydio yeH @

\gtktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan
azak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada
;@ktu-waktu tersebut. Waktu tersebut secara lebih jelas tidak dirinci dalam al-Quran
ghingga diserahkan pada kebiasaan manusia kapan yang dimaksud oleh ayat
tersebut.!?®

Di samping ayat al-Quran, dalil yang digunakan dalam mengkontruksi

kaidah ini juga bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Salah satu dalil yang banyak

digunakan ulama dalam hal ini adalah hadis Rasul SAW:*2

w - s ° 3 A
¢ Low gooeduwadl ofy Log ¢ (uo 4l e gg9d
E s Al we
=3 Hadis di atas banyak dijumpai dalam kitab figh serta gawaid fighiyah dan
<
®

dpadikan dasar oleh para fugaha sebagai dasar "adat atau ‘urf sebagi landasan

1

anetapan hukum dan metode penalaran umum terhadap hadis ini tidak menyalahi
Lo o

W o
penalaran ushul pada umumnya.'?” Pemahaman para fuqaha ini diantaranya

e o

»
dinyatakan oleh Imam Nawawy dalam syarah Muslim bahwa hadis ini merupakan

125 Al-Qurthuby, Tafisr Al-Qurthubiy, j. 12 h. 304
126 Shohih Bukhariy, hadis no. 5364 dan Muslim hadis no. 1714
127 Al-Sadlaan, op.cit., h. 342
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©

(gsar untuk berpegang pada ‘urf dalam berbagai urusan yang tidak dibatasi secara

A

tggas oleh syara*.1%8

Izzudin Abdu Salam menyebutkan salah satu dalil yang digunakan dalam

W e)

n;t_renerima ‘urf sebagai hujjah adalah hadis Nabi tentang kewajiban memberi natkah
=
y%ng dibebankan kepada suami semakin dipertegas oleh pengaduan Hindun Binti

[gfaibah atas keengganan suaminya Abu sufyan memberi nafkah untuk dirinya dan
w

a?grak mereka dalam hadis Nabi :
A

o 1 - . B % . - % > - . -
Cﬁgbo boroadLs Lgde A ) e (e
s

% - % kS ' :‘;E"— a' . % 2% 2
- Lo w S
= oL = 31 3 e ddg Jo

R R e T i e T e v
9 A_o..l.c iy 4L u.ou.l_>| Lo Y|
00 ‘gd_; : JLis € ;LL.?u,oJ_!b | £

23

dadl KD Liy duadSD L dairally s
129{

ISI 23¥3S

Al-Qurthubiy sebagaimana dikutip ibn Hajar menjelaskan perintah Rasul

pada Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan dalam hadis di atas bermakna

>Rue

¥

ahah (kebolehan). Yang dimaksud dengan ma’ruf dalam hadis di atas adalah bahwa

&oAT

dar yang diketahui dengan adat kebiasaan cukup baginya.’*® Al-Syahih dalam

1

6‘&

dis diatas berarti lebih umum dari bakhil karena bakhil hanya berkenaan dengan

ta sedangkan al-Syahih mencakup seluruh keadaan. Dikaitkannya istilah ini

128 A-Nawawy, Syarh Muslim, juz. 2 h. 7-8

129 1pn Hajar, Fath al-Bariy fi Syarh Shahih al-Bukhariy, (Beirut: Dar al-Kutub al-IImiah,
0) Juz 9, h. 628,

130 Ibid, h. 635
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8&H O

ada Abu Sufyan karena ia tidak hanya menahan harta dari nafkah keluarganya

o

it

api juga dari dirinya. 3! Menyikapi hadis di atas Izzudin mengatakan bahwa

=1 d

indun dalam hadis tersebut tidak mengetahui berapa kadar yang ma'ruf

Iwl

sebagaimana diperintahkan Rasul SAW apakah satu atau dua mud. Namun demikian

n

pémahaman kata ma'ruf dapat dipahami dengan 2 mud bagi orang yang kaya, 1 mud

Lf_@tuk orang miskin atau 1 mud setengah bagi golongan menengah.*?
w

Berbagai ayat dan hadis di atas bila dirangkum akan menghasilkan satu
A

piinsip hukum bahwa segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam hukum
=

syara’ dapat disandarkan pada hukum kebiasaan yang berlaku sebagai dasar dari
berbagai peristiwa hukum lain yang tidak diatur oleh nash. Untuk itu diperlukan
sebuah pemikiran tentang bagaimana hukum Islam dibentuk (konstruksi hukum
Islam) dalam berbagai masa. Kontruksi hukum Islam secara garis besar terdiri dari
tiga pola yaitu bayani, ta'lili dan istishlahiy. Pola penalaran bayani (kajian semantik)

lebih menitikberatkan pada kajian bahasa dalam bentuk penafsiran gramatikal,
f+¥]

s§perti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau majazi, bagaimana cara memilih salah
wn

[

sﬁtu arti kata musytarak, mana yang qath’i serta mana ayat yang zanni dan

s?&aagainya. Sementara pola ta’lili (penentuan illat atau faktor hukum) lebih
=
menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor hukum yang menjadi

e
w

t%'mbatan hukum) yang secara prosedural dibahas cara-cara menentukan illat,

o
s@rat—syarat illat, penggunaan illat dalam qiyas serta perubahan hukum jika
=

@mudian ditemukan illat yang baru. Selanjutnya, pola Istilahi (pertimbangan
=1

kemaslahatan atau kepentingan masyarakat) lebih menitikberatkan pada kajian yang

181 |bid, h. 635
132 1zzudin Abd Salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashih al-Anam, juz 1 h. 61
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hubungan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al-Qur’an dan

£ % 8H o

nnah Nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.3

Proses penalaran hukum berdasarkan kaedah fighiyah pada hakikatnya

lw eyd

rg?erupakan lanjutan dari proses penalaran bayaniyah, ta'liliyah dan istishlahiyah
= . ..
t%sebut karena pada hakikatnya mendasarkan sesuatu hukum atas kaedah ini sama

cg’ngan mendasarkannya pada dalil umum syara’ karena menggunakan prinsip yang
w

dikandung dalam hukum syara' tersebut. Perkembangan syari’at Islam setelah

A
wafatnya Nabi Muhammad SAW. merupakan perluasan dan penjabaran terhadap
=

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah dalam al- Qur’an, berupa kaidah-kaidah
hukum, kemudian diterapkan kepada peristiwa-peristiwa baru yang muncul
dihadapan umat Islam.*** Hal inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan akan
ilmu ushul figh. Para sahabat Nabi yang menyaksikan dan berinteraksi langsung
dengan turunnya Al-Qur’an dan mengetahui sunnah Nabi Saw, merupakan ahli
b?'_hasa dan memiliki kecerdasan berpikir serta kebersihan fitrah yang luar biasa.

)

S"-éhingga sepeninggal Nabi Saw. mereka tidak memerlukan perangkat teori (kaidah)
wn

Lgtuk berijtihad, meskipun kaidah-kaidah yang tidak tertulis telah ada dalam dada-

(=Y

d&da mereka yang dapat digunakan. 13

Setelah meluasnya futuhat Islamiyah, umat Islam Arab banyak berinteraksi

Ag'(sxaA;u

gan bangsa-bangsa lain yang berbeda bahasa dan latar belakang peradaban. Hal

it menimbulkan melemahnya kemampuan berbahasa Arab di kalangan sebagian

Ej0

133 M. Amin Abdullah, dkk., Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi (Yogyakarta: Sunan
lijaga Press, 2000), h. 275.
134 perkembangan hukum Islam secara lebih lengkap dapat dilihat di antaranya Abdul Wahab

af, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (Jakarta: , Rajawali Press, 2003) h.
3.

11g{g freyn

—

135 Abdul Wahhab al-Khlaf, ‘7im Ushul Figh, Cet. XIl, (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), h. 12
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©

umat Islam, terutama di Irak. Namun di sisi lain, kebutuhan akan ijtihad sangat
-~

mgendesak, karena banyaknya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi dan
lg%merlukan kejelasan hukum Islam. **® Untuk itu berbagai mazhab figh lahir pada
n;_ésa keemasan peradaban Islam, yaitu dari abad ke-2 H hingga pertengahan abad
%4 H dalam rentang waktu 250 tahun di bawah Khilafah Abbasiyah yang berkuasa

s¢jak tahun 132 H.'¥" Pada masa ini, tercatat telah lahir paling tidak 13 mazhab figh

2]
(di kalangan Sunni) dengan para imamnya masing-masing, yaitu: Imam Hasan al-

]g'shri (w. 110 H), Abu Hanifah (80 - 150 H), al-Auza’i (w. 157 H), Sufyan ats-
c
Tsauri (w. 160 H), al-Laits bin Sa’ad (w. 175 H), Malik bin Anas (93-179 H), Sufyan
bin Uyainah (w. 198 H), asy-Syafi’i (150-204 H), Ahmad bin Hanbal (164-241 H),
Dawud azh-Zhahiri (w. 270 H), Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H), Abu Tsaur (w. 240
H), dan Ibn Jarir ath-Thabari (w. 310 H).*%®

Dengan demikian persoalan yang terpenting dalam menghadapi tuntutan

perkembangan hukum Islam tidak hanya terletak dalam menjawab ketetapan hukum
f+¥]

atas persoalan yang muncul (furu® figh) tetapi juga dalam memahami asas-asas
wn

[

@kum yang terhimpun dalam penalaran epistimologis hukum (ushul figh)

(=

sebagaimana Imam mazhab terdahulu menjawab berbagai persoalan umat di masa
=

(=

Iﬁéreka. Perkembangan hukum syara® membawa konsekwensi pada perubahan
=

w
@butuhan akan hukum di tengah masyarakat. Untuk menghadapi perubahan

136 Zaki al-Din Sya’ban, Ushul al-Figh al-Islami, (Kuwait: Muassah Ali Shubhi, 1988) h.

18-19

ueding jo

187 Abdul Wahab Khlaf, Sejarah..., loc.cit. Mazhab menurut Huzaemah Tahido berarti Jalan

fikiran, fahaman dan pendapat yang ditempoh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum

Islam dari sumber al-Qur’an dan al-Sunnah. lanya juga bererti sejumlah fatwa atau pendapat-

pendapat seorang alim besar yang bergelar Imam dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah
pun lainnya. Lihat : Huzaemah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab (Logos Wacana limu;

Jakarta, 1997), h. 71-72.

138 Ali al-Sais, op.cit., h. 146
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©

= . . .
tersebut problem utama yang dihadapi hukum Islam adalah menemukan sistem
-~

h_;ﬁkum yang dapat merespon tuntutan realitas zaman modern yang sering kali

(%Jlematis. Di satu sisi, sebagai perwujudan hukum Allah, hukum Islam harus tahan
téhadap gempuran modernitas, sementara di sisi yang lain, ia harus mampu bersikap
agomodatif terhadap tuntutan perkembangan. Jika dua hal tersebut tidak dijalankan

ggéara tepat, hukum Islam akan jatuh pada dua kondisi. Pertama; menjadi hukum
w

yang kuno, kaku dan ditinggalkan masyarakat. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu
A

memegang sifat kekokohannya dan anti perubahan. Kedua; kehilangan jati dirinya
=

sebagai hukum Allah. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu bersemangat menerima
perubahan.*3®

Keberadaan gaidah asasiyah secara umum urgen dalam mewujudkan
kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut hanya
dapat diwujudkan dengan senantiasa menjaga ‘urf yang berlaku secara benar dan

“adat kebiasaan yang dianggap baik. Terkadang dalam mengakomodir kemaslahatan
f+¥]
térsebut tidak dapat dihindari adanya perubahan hukum sehingga terkadang

wn

c%t-emukan berbagai peristiwa yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat

sféaagai kebutuhan. Dalam hal ini dibutuhkan penyesuian sehingga perlu pergeseran
=

h%kum syara’ menjadi hukum yang berbeda untuk mewujudkan kemaslahatan dan
=
w

(Eénghindar dari kemafsadatan yang dimaksud.**

Ibn Abidin menambahkan bahwa berbagai peristiwa hukum adakalanya

etapkan berdasarkan nash dan adakalanya dengan ijtihad. Seringkali para

139 1bnu Rusyd al-Khafid, Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-
r, 1995), h. 378.
140 Shih bin Ghanim al-Sadlaan, op.cit., h. 326
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mujtahid menetapan hukum di masanya dipengaruhi kebiasaan yang terjadi di kala
-~
i_@} dan ketika ia menemukan keadaan yang berbeda ia menetapkan hukum yang

bgc)rbeda. Dengan demikian di antara syarat mujtahid adalah mengetahui adat
k;%biasaan manusia karena penetapan hukum syara’ juga dipengaruhi oleh perubahan
=

z%man. Dalam perubahan zaman tersebut muncul pergeseran ‘urf yang

lg%munculkan kemudharatan bagi masyarakat pada masa tersebut jika diberlakukan
w

hukum yang sudah ada sehingga memunculkan masyaqqah (kesulitan) pada umat

A
manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip qawa'id hukum yang dibentuk dalam
=

rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia. !

Untuk itu dalam berbagai perkara hukum Islam terdapat pergeseran norma
hukum akibat perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada waktu yang berbeda.
Hal ini terlihat dalam perkara mengambil upah dalam melaksanakan kewajiban
agama seperti menjadi Imam sholat, khathib maupun guru membaca al-Quran. Para

ulama dahulu melarang pengambilan upah atas kewajiban yang demikian sementara
f+¥]

dalam kebiasaan ulama mutakhirin mereka berpandangan hal ini merupakan bagian
wn

[

cgri syi'ar yang muncul di tengah masyarakat maka mereka membolehkan untuk

(=Y

r&engambil upah dari perkara yang demikian. Hal itu juga berlaku dalam hal syarat
=

(=

cﬁt-erimanya kesaksian dari orang yang adil yaitu orang yang mampu menegakkan

e
w

sg'luruh kewajiban agama serta memiliki sifat jujur dan amanah. Namun perubahan

o
(ﬁ:tengah masyarakat dengan semakin sulitnya ditemukan orang yang memenuhi
=

syarat keadilan yang sempurna para ulama mutaakhirin membolehkan kesaksian

u

%) : . I
erang yang tidak memenuhi syarat tersebut secara sempurna karena bila dipaksakan

141 Risalah Ibn Abidin sebagaimana dikutip dalam Ibid., h. -327
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=k . . .
persyaratan tersebut justru akan mengakibatkan hilangnya hak orang yang
-~

berperkara di pengadilan. 42

d

Di samping itu juga dapat dilihat dalam berbagai perkara hukum Islam

W e)

tgdapat pergeseran norma hukum akibat perubahan yang terjadi dalam masyarakat
=
p%da tempat yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan kebiasaan dan adat

lg&syarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai perkara seperti yang
2]

disebutkan Asy-Syarkhsy. Asy-Syarkhsy menyebutkan bahwa segala hal yang

A
berlaku berdasarkan kebiasaan manusia dan dibiarkan oleh syara® sama dengan dalil
=

yang manquul dan dibolehkan menetapkan hukum berdasarkan ‘uruf seperti
penyelenggaraan jenazah dalam hal cara mengafankan serta kapur ataupun kadar air
yang digunakan dalam memandikan jenazah ditetapkan berdasarkan ‘urf. 43

Pergeseran nomra hukum Islam juga dapat dilihat dalam hal rukhshah

dengan mengqashar shalat dimana al-Qur’an menjelaskan:

~

o & 8 '°'~ < N ~
‘}MU‘CMESJLWEUAJY‘@F‘QA‘JU
)Sﬁ\u‘\jjss JJ‘PS.\.\S.\u“’u‘ ajln.aj‘w
Cmaa | 532 PSJ | 5
“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu
menqgashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orangorang kafir.”
(An-Nisa : 101)
Ayat ini secara lebih rinci dipertegas dalam beberapa hadits diterangkan,

ara lain:

142 |bid., h. 58
143 Al-Sarakhsyi, al-Mabsuuth, juz 12 h. 45
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(s
3 (<
7__6 Abu Nu“im telah menceritakan kepada kami : ia berkata Sufyan dari
= Muhammad bin Mankadir, Ibrahim bin Maisarah dari Anas redha Allah ke
= atasnya telah menceritakan kepada kami. Ia berkata : Saya bershalat Zhuhur
W beserta Rasulullah saw di Madinah empat rakaat dan di Dzil Hulaifah dua
= rakaat.”.(HR. Bukhari) .}
w
~
©
A Dalam masalah ibadah adanya rukhshah shalat qashar bagi musafir
©
=

2

engandung mashlahah sehingga dapat dipahami bila dikaitkan dengan kondisi
zaman sekarang maka doktrin figh yang telah berkembang dalam pemikiran klasik
Imam mazhab perlu untuk dikembangkan terutama dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan. Ukuran marhalah yang digunakan Imam mazhab semestinya
dipahami sebagai bagian dari kebiasaan umat terdahulu yang menyulitkan bagi
mereka untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, maka ketika keadaan

7
-
t?;ansportasi pada hari ini menjadikan ukuran tersebut menjadi tidak menyulitkan

L)

Iﬁaka tidak semestinya menjadi dasar bagi kebolehan mengqashar shalat pada hari

Dalam hukum pernikahan Islam dipahami bahwa pencatatan perkawinan di

Brasrun Bjuw

angan fuqaha klasik tidak dijadikan syarat sahnya nikah. Namun kondisi ini

beda dengan keadaan hari ini, karena perkawinan yang tidak tercatat, dapat

ng B £

menghilangkan maksud dari pernikahan itu sendiri dan memungkinkan terjadinya

ue

pengingkaran tanggungjawab dari salah satu pihak. Termasuk perkawinan yang
<

S|yrre

144 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, Shahih Bukhari, (Juz-1, Cet,1 Beirut-
panon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1992), him.332.

Ise
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memakai saksi tapi diarahkan untuk menyembunyikan dan tidak memberitahukan
-~

l_%pada orang lain tentang perkawinan tersebut juga bertentangan dengan tujuan
%saksian dalam perkawinan.*® Perkawinan tidak tercatat, termasuk wilayah hukum
@-am modern karena pembuatan akte nikah sebelumnya tidak dikenal dalam figh,
sébab tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah. DiIndonesia saja, pencatatan

H%’rkawinan baru diwajibkan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1
w

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum

A
Is]lam dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,
=

setiap perkawinan mesti dicatat. Sedangkan pada Pasal 6 ditegaskan bahwa

perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak

mempunyai kekuatan hukum.#®

Untuk itu Syaltut menyatakan perkawinan seperti ini disebut dengan nikah
‘urfi yang telah memenuhi syarat dan rukun. Oleh sebab itu, akad nikah ‘urfi’ adalah

algad perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan mengikat dan suami isteri
-
f+¥]

ﬁempunyai hak dan kewajiban menurut syara’. Namun Syaltut berpendapat bahwa
wn

[

@rkawinan perlu dilakukan pencatatan akte nikah. Sebab hal ini berkaitan dengan

(=

l{émaslahatan umat. Banyak kasus terjadi laki-laki yang ingin menghindarkan diri
=

(=

cﬁ-ri kewajiban-kewajiban perkawinan atau hendak mencari kebebasan agar pihak

ISI

Lg'n tidak dapat membuktikan perkawinannya di depan Pengadilan. Akibatnya, isteri

ud}[ng jo

145Tujuan kesaksian sesungguhnya adalah agar perkawinan tersebut bisa diketahui orang
yak dan menghindari terjadinya fitnah. Ada hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan:
“Tmumkanlah pernikahan ini dan pukullah rabana karenanya”. Umar berkata tentang hadis ini: “Ini
adalah nikah sirri, dan andai aku memperbuatnya, tentu aku dirajam. Lihat: lon Rusyd, Bidayah al
@jtahid, (Beirut: Daar Al Fikr, tth)
& 148 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,

(¥akarta: Gema Insani Pers, 1994) h. 79
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tﬁak mendapat nafkah dari suaminya, sedangkan suaminya tidak berhak untuk

2 )

mentaatinya. 4’
Dari berbagai perkembangan dan dinamika sosial umat Islam di atas terlihat

wa perubahan hukum menjadi sebuah kemestian bila dikaitkan dengan

N glw eyd

pérubahan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka

I]E_{%njaga kemaslahatan masyarakat yang dapat terwujud hanya dengan perubahan
w

Hukum tersebut. Untuk itu gaidah ini merupakan dasar penalaran yang digunakan

A
dalam penelitian ini untuk merekonstuksi ulang berbagai hukum yang terkait dengan
=

kondisi umat Islam .

Berbagai pemaparan tentang adat maupun ‘urf sebagaimana dihimpun al-
Sadlaan di atas banyak ditemukan dalam berbagai kitab ushul yang ada di kalangan
ulama. Namun demikian berbagai pemaparan tersebut tidak banyak menjelaskan
bagaimana teori yang menjelaskan tentang proses perubahan dalam kebiasaan atau

‘adat itu sendiri. Untuk itu penulis menggunakan teori sosiologi dalam perspektif
-
f+¥]

filsafat sosial. Dalam perspektif ini dalam ilmuwan barat menguraikan teori tersebut
wn

[

c@ngan teori perubahan sosial. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa istilah adat

(=

d&n hukum adat bukanlah suatu yang sinonym karena istilah hukum adat tidak
=

c@-(enal didalam masyarakat dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau
=

w
@biasaan. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari “Adat Recht’ yang
o
@ahami sebagai Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum
=

Kebiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adata
=1

d?ngan alasan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul

14"Mahmud Syaltut, al Fatawa, (Kairo: Daar al Qalam, tth), h. 269

nery wisegy[ Ji



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
(L

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

78

=

ena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah

u menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang

=

erima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan hukum adat pada

811wee1dE YEH 0

sarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat yang mencakup konsep

g luas. 8

Terkait dengan proses perubahan dalam adat atau kebiasaan, dalam

¥sns NEN ¥

perspektif ilmu sosiologi perubahan merupakan sesuatu yang terjadi setelah jangka

d

waktu tertentu, yang memfokuskan kajian pada keadaan yang diamati antara
=

sebelum dan sesudah jangka waktu tersebut. Untuk dapat menyatakan perbedaan
maka ciri-ciri awal unit analisis harus diamati dengan cermat dalam seluruh bentuk
perubahannya. !4

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep perubahan sosial pada
dasarnya mencakup tiga gagasan, yakni perbedaan ciri-ciri dasar; perbedaan waktu;

dan terjadi antara keadaan sistem sosial yang sama. Dalam bahasa lain Farley
-
f+¥]

ﬁengungkapkan perubahan sosial mencakup perubahan pola perilaku, hubungan
wn

sgsial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.’®® Cepat atau lambatnya

(=

]
proses perubahan sosial dalam masyarakat tergantung pada dominasi antara faktor
=

(=

pé-ndorong dan yang penentang. Soerjono Soekamto menyatakan faktor-faktor yang

e
w

(Eﬁndorong terjadinya perubahan sosial adalah pendidikan yang maju, toleransi

o
tgghhadap perubahan-perubahan yang menyimpang, sistem yang terbuka dalam

Ag uejn

148 Untuk lebih jelas dapat dibaca dalam Van Dijk, R, Pengantar Hukum Adat Indonesia,
ndung, Sinar Bandung, 1982).

149 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: 2005, Prenada Media). ,h. 3

150 Ibid.,h. 5
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2k, . .
lapisan-lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat
-~

terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu,serta disorganisasi dalam masyarakat.*!

Bentuk khusus dari perubahan sosial ini dapat dilihat dalam dua bentuk.

w e)d

I%rtama adalah bentuk perkembangan sosial yang melukiskan proses

n

pérkembangan yang terkandung dalam sistem sosial. Hal ini mencakup tiga bentuk

H%’rkembangan, yaitu, perkembangan menuju arah tertentu dalam arti keadaan sosial
2]

yang tak terulang sendiri di setiap tingkatan. Kemudian perkembangan dalam bentuk

A
Kkgadaan sistem pada waktu berikutnya yang mencerminkan tingkat lebih tinggi dari
=

struktur sosial, seperti peningkatan diffrensia struktur, kenaikan out put, kemajuan
ekonomi atau pertambahan penduduk. Selanjutnya perkembangan dengan
kecenderungan yang berasal dari dalam, sistem seperti pertambahan penduduk yang
diikuti dengan kepadatan.*®?

Kedua, peredaran sosial yang bercirikan mengikuti pola edaran dimana

keadaan sistem pada waktu tertentu kemungkinan besar akan muncul kembali dalam
L
%]

waktu mendatang dan merupakan replika dari apa yang telah terjadi di masa lalu.

e
wn

[

I?rulangan ini disebabkan kecenderungan yang permanen di dalam sistem karena

(=

s&atnya berkembang dengan cra bergerak ke sanan ke mari. Dengan demikian maka
=

p%rubahan yang terjadi dalam jangka pendek, untuk jangka panjang tidak dipandang

e
w

sg'bagai sebuah perubahan bila dalam perubahan sistem tersebut terjadi pengulangan

o
(@h kembali kepada bentuk sebelumnya.'>®

151 Soerjono Soekamto, Sosiologi; Suatu Pengantar, (Jakarta: 1982, Rajawali Press) h. 333-

152 Piotr Sztompka, op.cit., h. 7
158 |bid.,h. 18
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Perubahan sosial terkadang menjelma dalam bentuk kemajuan sosial yang

O)YBH ©

menurut Nisbet adalah peningkatan yang dialami manusia secara lambat, bertahap

1d

(%)m berkelanjutan dari kondisi awal kultural yang lemah, kebodohan dan kondisi
t;ig-ak aman ke tingkat peradaban yang lebih tinggi, dan kemajuan ini akan terus
=

b%rlanjut hingga masa akan datang. Dalam menganalisis aspek kemajuan sosial

@erlukan pemikiran tentang waktu yang mengalir menurut garis lurus dan berlanjut
w

dari masa lalu, kini dan masa akan datang; proses yang kumulatif yang meningkat

A
pada setiap tahap secara revolusioner melalui lompatan kualitatif secara periodik,
=

adanya perbedaan tipe ‘tahap penting’ dari proses yang dilewati dengan penekanan
pada faktor endogen (bawaan,internal) sebagai penyebab proses perubahan yang
muncul dalam bentuk perbaikan dan kemajuan.*>*

Dalam studi perubahan sosial, waktu tidak hanya merupakan dimensi yang
universal tetapi merupakan faktor inti yang sangat menentukan karena pada

kenyataannya perubahan dan waktu selalu bergandengan. Dalam hal ini waktu
f+¥]

b%rﬁmgsi sebagai kerangka eksternal untuk mengukur peristiwa dan proses, menata
wn

[

%serampangan aliran peristiwa dan proses untuk mengkoordinasikan tindakan

(=

™
sesial. Waktu secara kuantitatif seperti ini dinyatakan secara konvensional dalam
=

(=

bﬁ-ntuk jam dan perhitungan kalender lainnya yang memungkinkan manusia

e
w

@ngenali perbandingan kecepatan, interval, rentangan dan lamanya berbagai

o
R?;istiwa sosial terjadi. '*° Bila waktu kuantitatif tersebut dipadukan dengan
=

p'grubahan sosial maka yang muncul adalah waktu kualitatif. Perpaduan ini

154 1bid.,h. 28
155 1bid.,49
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@)

(%lyatakan dalam bentuk kesatuan kerangka konvensional dan dimensi eksternal
-~

dari proses sosial.%®

@)

g Masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, dalam persepktif perubahan
s;g_r-sial mengalami perubahan dalam semua tingkatannya. Dalam tingkatan makro
=

d%at dilihat perubahan dalam ekonomi, politik dan kultur. Secara mezo dapat

cﬂ?ihat perubahan kelompok, komunitas atau organisasi. Dalam tingkat mikro dapat
w

dilihat perubahan interkasi dan perliku individual. Dalam masyarakat kini tercermin

A
pengaruh, bekas, dan jiplakan masalalu serta bibit dan potensi untuk masa depan.
=

Apapun yang terjadi dalam masyarakat kini harus dilihat sebagai akumulasi produk
dari apa yang telah terjadi sejak awal kehidupan manusia dan sebagai hasil
keseluruhan sejarah manusia. Dengan demikian maka tradisi merupakan bagian
penting dari perubahan masyarakat. Tradisi merupakan kumpulan benda material
dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi berubah

ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu
-
f+¥]

d"gnmengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu
wn

[

cgn mungkin lenyap bila materi atau gagasan tersebut ditolak atau dilupakan. Namun

(=

t?gdisi yang hilang tersebut masih mungkin untuk kembali bila terjadi pembentukan
=

(=

Iﬁ%.lteri atau gagasan yang menerima kembali tradisi tersebut.’® Hal inilah yang

SI

dﬁebut dengan pola perulangan yang dikenal dalam peredaran sosial.

Pembicaraan mengenai kebudayaan mempunyai acuan kepada suatu

Bng jo

mahaman konvensional yang dimanifestasikan dalam tindakan dan artifak, yang

mberikan ciri kepada masyarakat tertentu. Meskipun jika dua kebudayaan

156 1hid., h.50
137 1bid.,h.71
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A .. . . .
mempunyai tindakan dan artifak yang identik, namun makna yang melekat pada
-~

@sur-unsur tersebut berbeda maka kebudayaan tersebut dianggap berbeda.
I;érbedaan antara kebudayaan dilihat dari perangkat nilai dan keyakinan yang

éentukan oleh kebudayaan ketimbang objek manusia.'®® Oleh karena itu, manusia

sébagai objek sosiologi berperan penting dalam pembentukan kebudayaan. 1>

w
c
(7))

dari kerangka berfikir ajaran Islam yang eskatologis. Hal ini disebabkan umat Islam

A
hari ini tidak dapat melepaskan diri dari realitas modern sehingga perubahan sosial
=

Berbagai perubahan sosial dalam teori sosiologi di atas membutuhkan respon

dalam masyarakat Islam dipastikan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama
sejak era kelahirannya sampai perkembangannya di masa sekarang. Dalam rangka
menyelesaikan problem modernitas bagi hukum Islam, terdapat tiga kecenderungan
di kalangan masyarakat Islam. Pertama; aliran ortodoks yang menolak segala bentuk
pembaharuan hukum Islam. Bagi aliran ini, hukum Islam sudah mampu menghadapi

realitas apapun. Realitas yang ada harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang
f+¥]

telah ada. Kedua; aliran reaktualisasi yang berpendapat bahwa hukum Islam bisa
wn

[

rgenerima pembaharuan pada bidang-bidang yang masuk dalam kategori zanni,

(=

t{ékan bagian-bagian gat’i yang memang tidak boleh menerima perubahan apapun.
=

(=

Iﬁétiga; aliran sekuler yang menganggap hukum Islam tidak siap pakai, sehingga

e

w
t%'rus digantikan oleh hukum lain yang lebih baik, yaitu hukum Barat.'®°

18 Bert F. Hoselitz, Panduan DAsar limu-ilmu Sosial, ed., (Jakarta:1998, Rajawali Press)
14-115

159 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur MAsyarakat (Jakarta:
3, Rajawali Press) h. 107
& 160 Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam:70 tahun Prof. Dr. H.
Munawir Sjadzali, MA. (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 889.

1184g {rejng jo
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1BH @

-Kerangka Teoritis Perkembangan Sistem Kewarisan Islam Dalam Hukum Positif

dro

di Indonesia
Salah satu norma hukum islam menyangkut kehidupan manusia adalah
soalan hukum kewarisan. Persoalan warits!®® di dalam Al-Quran merupakan

rsoalan yang cukup banyak diungkapkan. Kata-kata yang seakar dengan kata <

¥s&S NgN 11w e}

g

lam berbagai bentuk pengambilannya disebutkan 22 kali. Dalam bentuk fi'il al-

d

Madhi baik mujarra maupun mazid disebut sebanyak 10 kali. Dalam bentuk fi'il al-
(=
mudhari® disebut sebanyak lima kali dan dalam bentuk mashdar empat kali, serta

dalam bentuk ism al-fa'il sebanyak tiga kali.®?

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang
memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat
létjbungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan
Ig;anusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah
}%_ristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir
(g_ri perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang

<
dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut

1S

v\garisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang

elns J

161 Ada tiga kata yang muradhif dengan kata <5 dalam al-Quran yaitu kata (=%, & 53 dan
5. Ketiga lafazh tersebut berbeda alam menunjukkan fokus kajian dari ilmu warits tapi tidak dalam
stansi pembahasannya. Kata s berorientasi pada sebab hubungan kewarisan, kata o=l
berorientasi pada ketetapan bagian ahli waris dan kata < i berorientasi pada kewajiban terhadap harta
peninggalan. Lihat Husein Muhammad Makhluf, Al-Mawarits fi al-Sayri'at al-Islamiyah (Mesir:
1976, Mathbaat al-Madany) h. 33-35
- 162 Abu al-Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahany, Mu jam Mufradat
azh al-Quran, (Beirut: t.th, Dar al-Fikr) h. 555-556

o
o
=
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éinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi
wgarisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan,
%ngurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia,
d:_;,tr?;tur dalam hukum kewarisan.

g Dalam prakteknya Hukum kewarisan dalam Islam di Indonesia merupakan
sg)stem hukum yang datang dan berhadapan dengan system hukum yang telah ada di
»

\glayah tertentu yang dikenal dengan hukum adat. Meskipun pada dasarnya Islam
A

telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur’annamun
c

dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan
belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.'®® Untuk itu
dalam perkembangan hukum kewarisan di berbagai wilayah ataupun negara, hukum
kewarisan menjadi semakin kompleks termasuk yang menjadi focus dari disertasi
ini yaitu keberadaan tanah ulayat sebagai hak yang diwariuskan turun temurun
d'gglam sebuah masyarakat hukum adat.

Dengan demikian hukum kewarisan adat telah ada jauh sebelum agama Islam

suk dan mewarnai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum

DTURPS] 23

arisan Islam yang telah berproses sejak awal kedatangan Islam di Indonesia

°

'gga diakui secara resmi sebagai hukum di kerajaan-kerajaan Islam, telah

GhrsiEru

ngakar dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga terlihat dapat menggantikan

Bjo

ma-norma hukum lain yang berlaku sebelumnya. Fenomena ini berlangsung

am waktu yang relatif lama yaitu sampai datang dan berkuasanya orang-orang

Ag ugn

163 Muchit A. Karim, Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia,
arta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), h.

B e

—
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8H o

rat, terutama kolonial Belanda. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pada masa

kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang

1d%0

b(ggrkembang dalam mayoritas masyarakat Indonesia.%
; Pada awal proses masuknya Islam di Indonesia, pengembangan hukum Islam
p%da yang dilakukan oleh para saudagar melalui perkawinan menjadi titik awal dari

;ﬁbses penyerapan hukum Islam dalam norma hukum adat.'®® Ketika saudagar
w

rauslim yang terdiri dari orang-orang Arab hendak menikah dengan wanita setempat,
Py

Wanita tersebut diislamkan lebih dahulu dan pernikahannya dilangsungkan menurut
c
aturan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini mengatur hubungan
antar anggota-anggotanya dengan kaedah-kaedah hukum Islam atau kaedah-kaedah
lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.%®

Dalam penyerapan (resepsi) hukum adat dan hukum Islam dalam hal

kewarisan, dapat dilihat dalam penggunaan kaedah hukum mana yang dikedepankan

dalam penyuelesaian kasus ketika seseorang meninggal dunia, dan bagaimana
-

e

p"-émbagian harta peninggalannya. Oleh karena itu antara hukum adat dan hukum

Is1

I8lam baru bisa dilihat mana hukum yang berlaku jika ada sengketa dalam

Bl

pembagian harta melalui instrumen lembaga hukum yang ada. 167 Dengan demikian,

pada saat sengketa hukum kewarisan diselesaikan menurut hukum kewarisan Islam

u

ISI

maka dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan telah berlaku di Indonesia sejak

=)

Lo o

g 164 Departemen Agama RI, Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia,
(Jakarta : Depar RI, 1985), h 5.

185Naquib al-Attas (ed.), Islam dan Sekularisme, (Bandung: Pustaka, 1981), h. 247
16Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo
sada, 1997), h. 190
171bid, h. 190-191. Lihat juga Uswatun Hasanah, Kaitan Hukum Islam dengan Undang-
Jndang Nomor 35 Tahun 1999, Makalah Sarasehan Sehari, "Eksistensi dan Peranan Peradilan
ama dalam Pelaksanaan Hukum Islam di Indonnesia Pasca UU. Nomor: 35 Tahun 1999 (Tinjauan
Historis, Yuridis, dan Futurologis", (Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syahid, 10 Pebruari 1999), h. 3

LBAg u
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e L : —
awal terjadinya proses islamisasi. Setelah Islam berakar dalam masyarakat, peranan
-~

sgudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak

sBbagai guru atau tokoh agama, khatib, dan maupun hakim yang memutus

rkara.168

Keberadaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat tersebut yang telah

NIN X

rﬁémiliki norma hukkum adat didasarkan apda proses internalisasi nilai hukum Islam
w

dalam berbagai pranata sosial yang tersedia didalam masyarakat. Terjadinya proses
Py

alpkasi hukum Islam kedalam pranata sosial itu, menjadi landasan dan memberi
c

makna serta arah dalam kehidupan masyarakat. Sebagai hasil dari proses itu, yang
terjadi dalam rentang waktu yang relatif lama, maka berkembanglah berbagai
pranata sosial yang sudah menerima nilai keislaman.®® Pranata sosial itu dapat
dilihat sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi
sosial yang mengalami pergumulan dengan kaedah-kaedah lokal (adat istiadat) yang
(i'_'@nut masyarakat. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara

f+¥]
hakum Islam dengan kaedah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan

IS

igStitusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaedah-

kaedah lokal yang dianut.'™

Bl

188Muhammad Daud Ali, Op cit, h. 191
169Zaini Ahmad Noeh melakukan kajian terhadap naskah kepustakaan Jawa yang dijadikan
smber untuk memahami perkembangan hukum Islam di Jawa. Inti pengkajiannya meliputi pengaruh
hlkum tata negara Islam, mulai berlakunya hukum Islam, dan pendelegasian wewenang (tauliyah)
Raja Pakubuwonol X kepada Penghulu Ageng. Baca Zaini Ahmad Noeh, "Kepustakaan Jawa Sebagai
Samber Sejarah Perkembangan Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad SF, dkk (Penyunting),
Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 69-81
=} 0nteraksi antara hukum Islam dengan budaya lokal (adat) memiliki pola yang beragam. Di
ghangkabau, interaksi itu sekurang-kurangnya mengalami tiga tahap. Tahap awal, adat dan syara'
jalan sendiri-sendiri dalam batas yang tidak saling mempengaruhi. Hal ini tergambar dalam
pepatah: "Adat bersendi alur dan patut, dan syara' bersendi dalil". Tahap kedua, salah satu pihak
penuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya diperlakukan sama tanpa menggeser kedudukan
g lain; bahkan dalam pelaksanaannya, salah satu diantaranya menyandar pada pihak lain. Tahap
Kédua ini tergambar dalam pepatah: "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi Adat. Pada tahap ketiga

JISIgATU
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Di sisi lain keberadaan hukum Islam dalam masyarakat adat merupakan

1BH @

@rwujudan interaksi sosial didalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan

rgdup mereka. Interaksi sosial itu mengacu kepada keyakinan, nilai, dan kaedah yang
rg_réreka anut.!’* Hal ini berlangsung dengan adanya adaptasi dan modifikasi antara
hg&um Islam dan budaya lokal, sehingga terjadi peresapan hukum Islam dalam

tgfanan masyarakat, terutama hukum perkawinan dan kewarisan Islam berupa
w

ifitegrasi maupun sinkretisme dari beberapa norma yang berbeda. Proses peresapan

py
hokum kewarisan Islam dalam masyarakat Indonesia tidak sama, tergantung dari
=

system hukum adat yang berlaku di masyarakat.’?

Dalam system hukum adat yang berlaku di Indonesia ada proses penyesuaian
yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini yang menyebabkan
keberadan masyarakat hukum adat yang terhimpun dari suku yang mendiami
wilayah tertentu. Dalam perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara dan

Nusantara, sejarah menunjukkan terjadi perubahan kebudayaan dan peradaban
f+¥]
masyarakat yang telah mendiami kawasan tersebut baik dari segi gagasan (ideofak),
wn

egtivitas (sosiofak), dan benda (artefak). Sebagian sejarahwan berpendapat, bahwa

(=

I&am masuk ke Nusantara sejak sekitar abad permulaan kelahiran Islam (abad ke-

73, pendapat lain abad ke-11, dan berkembang semakin cepat pada abad ke-13 karena

u

ah dapat menguasai sebagian Melayu Nusantara dengan berdirinya kerajaan

¢ Jo Agrsx

térjadi kompromi dan penyesuaian antara hukum Islam dan adat, sebagaimana tergambar dalam
pepatah: "Adat bersendi syara’, syara' bersendi Kitabullah, syara’ mengata, adapt memakai*. Uraian
mendalam, lihat Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
l@hangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 169-179

o 1Cik Hasan Basri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1997), h. 7-8

i 12Mengenai asal usul dan sistem Adat Temenggong dan Adat Perpatih ini diuraikan secara
rigci oleh Amir Luthfi. Baca: Amir Luthfi, Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan
Htikum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, (Pekanbaru: Susga Press, 1991)
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Iﬁam. Secara umum, Islam dapat diterima dengan mudah oleh bangsa Melayu
-~

l_gglrena karakternya yang igaliter dan populis. Islam tidak mengenal sistem kasta dan

l%épendetaan, sehingga memungkinkan keterlibatan semua lapisan masyarakat

d;i%-lam seluruh aspek kehidupan.'’®

= .. 4 .
= Pengaruh Islam ini terdapat dalam mayoritas masyarakat Melayu terlihat

cg’lam integrasi peradaban Islam dan peradaban Melayu yang melahirkan corak
2]

p_'gradaban Melayu Islam yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus dan

A
berbeda dari peradaban Islam di wilayah-wilayah lain di dunia seperti kawasan Asia
=

Timur, Afrika bahkan semenanjung Eropa yang juga telah bersentuhan dengan
penyebaran Islam mulai abad ke 7. Secara umum integrasi bisa diartikan sebagai
kondisi atau proses mempersatukan bagian-bagian yang sebelumnya saling
terpisah. Proses ini berjalan melalui tahapan yang dilalui, merupakan landasan
terselenggarakannya tahapan berikutnya.'’* Integrasi sosial merupakan proses sosial

dari suatu anggota masyakarat tertentu terlepas dari keragaman budaya dan agama
-

f+¥]

y%ng dianut mereka, menyadari kewajiban dalam membangun solidaritas yang di
wn

cgsari oleh hubungan yang kuat dalam membangun bangsa,!” Integrasi sosial

(=

d&pat terwujud jika terjadi saling ketergantungan antara  bagian  yang

=
tgrspesialisasikan Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam
=
w
@'percayaan dan nilai saling tergantung secara fungsional dalam masyarakat
o
y@g heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai ini akan memberi kesadaran
=
&
~
i%? 173 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES,
87

174 Mas’oed, Mohtar. Politik dan Pemerintahan di Asia Tenggara. (Yogyakarta: Program
ca Sarjana UGM 1991). h.2.

15 Dalhat, Yusuf. Islam and the Problem of Social Integration in the West.
ernational Journal of Education and Research. Vol. 3, 7. ISSN: 2411-5681.
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ektif untuk menciptakan kesatuan. Integrasi dapat terjadi karena nilai-nilai

-

sama yang dapat dilihat dipahami dari aspek fungsionalnya. Integritas dalam

1do YEH 6

ini menitikberatkan pada fungsi di dalam suatu masyarakat. Menurut
-rkheim, praktik keagamaan dapat dipahami sebagai peran bagi integrasi dan

bilitas masyarakat. 1’

Dengan demikian konsep integrasi Agama dalam kehidupan masyarakat

sNS NEN N | wse

@pat dipahami sebagai ekspresi dari suatu masyarakat yang terintegrasi pada

d

agama sumber integrasi masyarakat yang memiliki kesatuan ideology yang terikat
=

karena merupakan satu komunitas dengan kepentingan dan tradisi yang sama,
kemudian menyatu menjadi collective consciousness. Durkheim menjelaskan
bahwa konsep integrasi agama bukan berarti agama menghasilkan masyarakat
yang kohesif tetapi lebih kepada fenomena kohesi yang memiliki kualitas
keagamaan. Dalam konteks Islam, integrasi agama dan sosial tercermin pada

kensep pribumisasi yang mengacu pada proses terjadinya nilai-nilai Islam di
f+¥]

sBatu komunitas warga atau Dbangsa, tepatnya bangsa non-Arab. Istilah
wn

[

;gibumisasi ini selanjutnya lebih akrab dikenal dengan Islam Kultural.

(=

]
Beibumisasi sama halnya dengan transformasi unsur-unsur Islam pada unsur-
=

(=

q‘,ﬁl—sur budaya pribumi. Jika diperluas lagi, pribumisasi adalah kelanjutan dari proses

SI

qulturasi budaya.l’’
Dalam konsep integrasi dalam budaya dihadapkan pada tantangan mendasar

uk mengembangkan dialog antar budaya. Salah satu dari keberatan utama atas

176 Johnson, D. Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. (Jakarta: Gramedia, 1988), h 181-

17 1bid.
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©

2 | . . .

pemikiran yang dilontarkan oleh Samuel Huntington tentang ‘benturan peradaban’
-~

(glash of civilizations) adalah bahwa pemikiran itu berlandaskan pada afiliasi
lgasyarakat manusia sebagai suatu hal yang tunggal dan bukan afiliasi yang jamak

apﬁrtara masyarakat manusia dengan masyarakat manusia yang lain. Selain itu,
pé{mklran ini juga gagal dalam memasukkan unsur ketergantungan dan interaksi

‘q(.ﬁdaya. Budaya, sebagaimana halnya individu, hidup karena adanya hubungan satu
w

@ngan yang lain.

A

© Percampuran budaya terjadi sepanjang sejarah dan hal ini terjadi melalui
=

beragam bentuk dan cara seperti pinjam-meminjam dan pertukaran budaya (Jalan
Sutra) hingga penjajahan budaya melalui peperangan, penguasaan, dan penjajahan.
Bahkan dalam situasi ekstrem seperti perbudakan, pertukaran terjadi dimana proses
tertentu seperti enkulturalisasi terbalik tanpa disadari berasimilasi dengan budaya
yang mendominasi. Pengakuan atas hak-hak asasi manusia universal di masa kini

memungkinkan kita untuk berpikir (setidaknya secara teori) bahwa pertukaran
f+¥]

b'ﬁdaya terjadi berlandaskan kesetaraan antara semua budaya di dunia. Tantangan
wn

[

‘tgdaya yang dihadapi setiap masyarakat yang multibudaya adalah bagaimana

rﬁendukung pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap keunikan budaya
=
melalui pengakuan dan promosi nilai-nilai yang dianut bersama secara universal

e
w

}@:hg muncul dari interaksi yang saling mempengaruhi dari budaya-budaya yang

o
u;’-ﬁ')lk tersebut. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, ketegangan antara berbagai
=

i&ntitas yang berbeda dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembaruan
=1

%) : . .
persatuan nasional berdasarkan pemahaman bahwa kohesi sosial merupakan

ie

ifitegrasi dari berbagai komponen budaya yang beragam. Interaksi budaya berarti

Nery wiseyj
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@)
m:ljﬁoungan timbal balik yang saling mempengaruhi itu dilihat dalam kerangka budaya

=

mgasing-masing etnis. Istilah budaya atau culture dalam Bahasa Inggris mempunyai

p;éngertian yang kompleks. Dalam tulisan ini dicoba untuk melihat kebudayaan

sgk-)erti refleksi Raymond William, yaitu penggunaan istilah budaya itu paling tidak
=) . . . .
tgdm dari tiga hal: pertama, budaya mengacu pada perkembangan intelektual,

sﬁ)lritual dan estetis dari seorang individu, sebuah kelompok atau masyarakat; kedua,
w

h?ﬁdaya digunakan dalam pengertian pemetaan khazanah kegiatan intelektual dan
agt!istik sekaligus produk-produk yang dihasilkan, seperti film, benda-benda seni,
c
dan teater. Budaya dalam pengertian ini kerap diidentikan dengan istilah kesenian
(the arts); ketiga, istilah budaya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan cara
hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang,
kelompok atau masyarakat. 178

Konteks proses masuknya Islam ke berbagai wilayah nusantara

memperlihatkan corak yang berbeda di berbagai daerah.!’® Penyebaran Islam di
f+¥]
Ifidonesia di indikasikan dibawa oleh para pedagang dari berbagai negara,
wn
@rtumbumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan

]
penting di sumatera, jawa, dan daerah-daerah pesisir lainya. Kerajaan-kerajaan Islam
=

(=

yg-ng pertama berdiri di daerah pesisir, seperti kerajaan Samudera Pasai, Aceh,

SI

@mak, Banten, dan Cirebon.
Suku Melayu merupakan etnis yang termasuk ke dalam rumpun ras

stronesia. Suku Melayu dalam pengertian ini, berbeda dengan konsep Bangsa

178 Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan,(Yogyakarta: 2005,
erbit Kanisius), h. 8
179 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia, (Jakarta: 2001, Raja GrafindoPRess)

nery wgeygdds uBng jo



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

92

©

I&elayu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
-~

%}ku Melayu bermukim di sebagian besar Malaysia, pesisir timur Sumatera,

s%’keliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, Mindanao, Myanmar Selatan, serta
p;ﬁr:lau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata.

= . . . . .

— Di Indonesia, jumlah Suku Melayu sekitar 3,4% dari seluruh populasi, yang

sg?aagian besar mendiami propinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,
w

Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Provinsi Riau sendiri

A
sebagai salah satu rumah terbesar bangsa Melayu di Indonesia memiliki luas area
=

sebesar 8.867.267 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan
sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005'00” Lintang Selatan sampai
02025'00” Lintang Utara atau antara 100000'00” Bujur Timur-105005'00" Bujur
Timur. Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang

mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300

kim) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m,
f+¥]

S'-ﬁngai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri

Is1

(EOO km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan

Bl

dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu

u

dipengaruhi pasang surut laut.

Masuknya Islam dalam dunia Melayu, merupakan satu tahapan baru dalam

jo Aj1sx

pgrkembangan peradaban Melayu. Dalam pandangan al-Attas Islam telah
=
menimbulkan suatu semangat rasionalisme dan intelektualisme serta telah
=1

r%jenggeser pandangan-pandangan lama yang penuh dengan mitos dan mistis.

I

[y

dangan serupa juga diajukan oleh Najib, bahwa Islam telah mampu mengubah

Nery wiseyj
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©

l%hidupan sosio-budaya dan tradisi kerohanian masyarakat Melayu-Indonesia.
-~

I_gedatangan Islam merupakan pencerahan bagi kawasan Asia Tenggara, karena

I%’lam sangat mendukung intelektualisme yang tak terlihat pada masa Hindu-
]%dhha. Perpindahan masyarakat Melayulndonesia dari sistem keagamaan dan
= 5

b%daya Hindu-Buddha kepada Islam disamakan Najib dengan perubahan pandangan

cﬁfnia barat yang semula dipengaruhi mitologi Yunani kepada nalar dan
2]

-~
pencerahan. &

A
© Dengan datangnya Islam dalam dunia Melayu, menandakan orang Melayu
=

telah memasuki tahap moderen. Pengaruh Islam di dunia Melayu atau Asia Tenggara
umumnya memang luar biasa, di mana Islam mampu menggeser dan mengganti
kedudukan agama dan kepercayaan sebelumnya — animisme-dinamisme, Hindu-
Buddha — dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga Anthony Reid mengatakan
telah terjadi suatu “revolusi agama” di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Hampir

sgmua kerajaan di kawasan Melayu, mulai dari daerah pesisir sampai ke pedalaman

secara berangsur-angsur memeluk Islam, dan sekitar abad ke 15- 17, kawasan Asia
wn

[

"%nggara telah mencapai puncak Islamisasi.t

(=Y

81

Yusmar Yusuf menyatakan integrasi dapat dilihat dari ajaran Islam mencakup

HE;run >

mpir semua pola kehidupan orang Melayu yang telah diwarnai oleh agama Islam.

AFrsx

ri sinilah munculnya pandangan bahwa “Islam identik dengan Melayu”.

gkapan ini memiliki makna bahwa pandangan Islam identik dengan Melayu, bisa

§30

ithat dari dua sisi, yaitu dari sisi cara berfikir (the thinking way), dan dari sisi

1144 uggn

180 5. M. Naquib al-Attas, Prelimary Statement on a General Theory of Islamization of The
@Iay-lndonesia Archipelago, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969), him. 4-7

& 181 Anthony Reid, Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Perdagangan Global Asia
T€nggara 1450 — 1680 (terjemahan), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999)
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HO

berperilaku (attitude). Pada sisi pertama, kehadiran Islam dalam masyarakat Melayu

A

t_glah membangkitkan ‘mati ide’ dan ‘mati tamaddun’, sehingga munculnya suatu

sgmangat rasionalisme dan intelektualisme. Kebudayaan Melayu sebagai
k;%budayaan yang universal memiliki semangat toleransi yang tinggi, dan
ngenghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, aliran, pandangan, dan lain-lain
}g’ng dipandang sebagai suatu hikmah. Masyarakat Melayu juga mudah menerima
»

(@sive) berbagai pikiran dan tamaddun yang datang. Demikian juga halnya Islam

A
sebagai agama universal, juga mengarifi persoalan kepelbagaian (diversity) baik
=

berupa aliran, pikiran, pemahaman, pandangan, dan lain-lain yang dipandang
sebagai hikmah. 182

Dari segi cara berfikir konsep Melayu dekat sekali dengan Islam, sehingga
budaya Melayu mampu menampung ‘ide-ide’ Islam yang universal itu, dan akhirnya
mempermudah proses penerimaan Islam oleh orang Melayu dan terjadilah integrasi

aptara Islam dengan budaya Melayu, yang melahirkan pandangan Islam identik
f+¥]

d"gngan Melayu. Pertemuan Islam dengan budaya Melayu terjadi dalam keadaan
wn

[

}gng seimbang dan sulit diungkaikan mana unsur-unsur yang berasal dari Islam dan

-
g}

mana unsur-unsur yang berasal dari Melayu. Melayu bukan hanya semata persoalan
=

%-neologis, tetapi yang terpenting merupakan wilayah kultural. Pertemuan Islam
=

w
d@hgan budaya Melayu terjadi pada keseimbangan dalam memposisikan adat dan

o
aﬁ}"’}ran Islam sehingga tidak ada yang menjadi sub ordinat dari pertemuan peradaban
=

Itﬁam dan Melayu di sebagian besar wilayah nusantara dan Asia Tenggara. Memang
=1

d?pat dilihat ada perbendaan akulturasi budaya sebagaimana yang terjadi di Jawa

A|FER

182 Amir Luthfi, Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam
lam Kesultanan Melayu Siak 1901 — 1942. (Pekanbaru : Susqga Press, 1991)

Se
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©

(%nana pertemuan Islam dengan budaya Jawa menempatkan Islam berada di bawah
-~

(gttle tradition), sedangkan budaya Jawa berada di atas (great tradition).®

Terkait bagaimana adat dan ajaran Islam berintegrasi G.A. Wilken memiliki

w e)

p;Er-ndangan berbeda bahwa aturan-aturan adat hanya mempunyai akar yang kuat di
dgsa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama impor seperti Islam. Ia juga
lg%mandang bahwa ketundukan agama impor ini seperti Islam, tidak mampu
r%%engguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan ini, mereka juga
b;'gu'rpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah dalam arti yang kaku diaplikasikan
c

dalam masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan. %
Sejalan dengan pemikiran ini juga para ahli yang berargumen bahwa gelombang
masuknya Islam sejak periode awal antara abad kedua belas hingga abad keenam
belas, dan pembentukan keajaan-kerajaan Islam hanya memberikan pengaruh yang
terbatas pada peran hukum adat dalam administrasi peradilan di Indonesia. Atas
dg;sar inilah para ilmuwan tersebut terutama pada abad ke 19 dan 20 mempromosikan

)

adat tempatan sebagai sumber utama legitimasi hukum di Indonesia. Dalam
wn

[

;gndangan ini hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh ia bisa diterima oleh

A
sadah satu system hukum yang utama dari adat. Dari sinilah kemudian lahir teori

=

yang dikenal dengan receptie theori. *®

@

=

«

e

wn

=

o3

B 183 Rachmat Subagya, Agama Asli Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981)

wn 184 C. Van. Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandelandsh-Indie (Leiden: E.J. Brill,
1831) h. 555-609

s 185 teori ini mempengaruhi dasar pemahaman hukum umum yang dikembangkan dalam masa
eriode Republik Indonesia, yaitu dari tahun 1945 dan seterusnya. Lihat B. Ter. Har, Adat Law in
%onesia, terj. E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller, (New york: Institute of Pasific Relation,

®

48) h. 10-14
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Berbeda dengan para pemikir di atas, para ilmuwan belakangan seperti

1BH @

%W Andaya dan J. Johns meyakinkan doktrin Islam telah memainkan peranan yang

sgngat penting dalam kehidupan kerajaan. Hal ini dapat dilihat khususnya di Aceh
én Malaka selama masa-masa awal Islam di Asia Tenggara. Ajaran Mistis Islam,
=

n%enurut mereka telah membawa etos Islam ke dalam kehidupan, masyarakat

Ig’donesia, sehingga melahirkan symbol-simbol rasional untuk terbentuknya sebuah
2]

lq?grajaan yang bersatu dan teratur. Pandangan ini berpendapat bahwa walaupun

A
kekuatan adat lokal telah termanifestasi ke dalam masyarakat Indonesia, namun
=

hokum Islam juga efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan
beberapa praktek hokum, terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-
nilai social.’®®. Kelompok ini dengan demikian menyadari kepentingan yang laten
dan pengaruh yang luas dari kehadiran Islam pada tahun-tahun dimulainya masa
penjajahan. Para ilmuwan Indonesia modern menyetujui argumen ini dengan
Igrengajukan suatu klaim bahwa hukum Islam mempunyai pengaruh yang dalam dan

f+¥]
mengikat dalam kehidupan Islam dan merupakan faaktor yang independen dalam
wn

rgembentuk norma dan aturan sosia

(=Y

1 187

Dua kelompok di atas mewakili pandangan yang bevariasi tentang

n?2

-bungan antara hukum Islam dan hukum adat di Nusantara. Pergumulan anatara

ISIEATU

4

ua sistem hukum ini dapat digambarkan sebagai suatu spekulasi dimana satu

jo

tem berusaha mengalahkan sistem yang lainnya. Namun begitu kepercayaan yang

B

um ini sesungguhnya tidak merefelksikan realitas masyarakat Indonesia yang

18 A, Ibrahim, Readings on Islam in Southesat Asia, (Singapore: Institute for Southeast
an Studiaest, 1985) h. 20
187 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Tinta Mas, 1982) h. 7-10
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=l . .
sesungguhnya, dimana hukum Islam dan hukum adat mampu pada sebagian besar
-~

I_G;Q),SHS utnuk hidp berdampingan. Memang benar dalam beberapa aspek terdapat

p;érbedaan pandangan antara kedua sistem hukum, 8

8 suatu situasi di mana dalam
p;_réses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan
hél yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum Islam

ggéara tipikal berjalan berdampingan dengan lancarnya sesuai dengan jurisdiksinya
w

rgasing-masing, meskipun kadang-kadang keduanya saling beroposisi.*
A

© Secara sederhana orang Melayu dapat dibedakan dari sudut sejarah atas dua
=

89

macam, yakni Melayu tua dan puak melayu muda. Bangsa Melayu Ta atau Proto
Melayu merupakan nenek moyang bangsa melayu yang menurut para ahli datang
sekitar tahun 2500 SM. Golongan ini meliputi puak melayu sakai, talang mamak,
Bonai, akit, suku asli dan suku laut. Puak melayu tua bertumpu kuat pada resam
(tradisi) dan sebagian ada yang telah berkadar Islam dan dekat dengan tarikat seperti
sgkai batin selapan yang bercorak naqsabandiyah. Adat mereka mengatur persoalan

)

p%rgaulan, diantaranya nikah, tindak kejahatan, warisan dan hutan tanah dengan
wn

[

sgrangkaian tradisi upacara. 1%

Kelompok Melayu muda atau yang biasa disebut Deutro Melayu

un ot

merupakan gelombang yang datang pada 250 SM. Penerimaan agama Islam pada

I

S Jo Ajisx

18 contoh konkrit, misalnya di jawa anak perempuan didahlukan penerimaan harta
vi@risannya dari orangtua dan saudara laki-laki, meskipun tidak ada anak laki-laki. Namun demikian
ménurut hukum Islam anak perempuan sebagaimana orng tua dan saudara laki-laki hanya mewarisi
bagian tertentu dari warisan. Begitu juga adopsi yang terjadi pada adat jawa dan anak angkat mewarisi
@Narisi harta orang tua angkatnya hukum Islam dalam hal ini memandang adopsi sebagai praktek
kum yang sah dan menolak hak anak angkat ituk mewarisi. Lihat B. Ter Haar, op.cit., h. 163

189 M.B. Hoeker, Adat Law ini Modern indonesia, (Kuala Lumpur: Oxford University Press,
8) h. 97
19 yu. Hamidy, Cakap Rampai-rampai Budaya Melayu, (Pekanbaru, Unilak Press, 1997)

-
i

)
heo-11
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ar . . .
puak ini berlangsung lebih mapan dan berakselerasi dengan kemajuan peradaban
-~

r_gereka, sehingga menyebabkan nilai-nilai agama menajdi dominan dalam tata

l%éhidupan mereka. Pemujaan sebagai warisan aimisme dan dinamisme telah
gﬁ:inggalkan dan mantera hanya digunakan dalam bentuk pengobatan dan terjadi
91

asimilasi dengan ajaran Islam. !

Sejarah juga menunjukkan bahwa wilayah Melayu bukanlah wilaayh yang

ASNS NgN X

Kkosong peradaban. Sebelum Islam masuk mewarnai peradaban di negeri melayu

d

kekuasaan Sriwijaya bermula sejak tahun 517 s/d 683, dengan meliputi daerah
=

Sumatera tengah dan selatan dan berakhir pada penghujung abad ke 12.
Kemaharajaan Melayu yang dimulai dari Kerajaan Bintan Tumasik abad 12-13 M
dan kemudian memasuki periode Melayu Riau yaitu zaman Melaka abad 14-15 m,
zaman Johor-Kampar abad 16-17 m, zaman Riau-Lingga abad 18-19 M. Menurut
Sejarah Melayu tiga bersaudara dari Bukit Siguntang menjadi raja di Minagkabau,
"E'znjung Pura (Kalimantan Barat) dan yang ketiga memerintah di Palembang..Yang

f+¥]
ﬁenjadi Raja di Palembang adalah Sang Nila Utama. Sang Nila Utama inilah yang

wn

rgenjadi Raja di Bintan dan Kemudian Singapura.

!

Wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya pada awalnya juga

un 2

bﬁ-rada di bawah pengaruh agama Hindu-Buddha, terutama agama Buddha telah
=

w
(Eémainkan peranan yang penting pada masa Kerajaan Sriwijaya. Sebagai contoh

o
rﬁhqsuknya Islam di daerah Riau baik Kerajaan Riau-Lingga, maupun Kerajaan Siak
=

rﬁ‘?‘c:rupakan kelanjutan (mewarisi) tradisi Kesultanan Melaka Johor. Masuknya Islam
=1

dt dacrah ini, tidak hanya mengganti agama mereka yang sebelumnya, tetapi secara

191 1bid., h. 22-23
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®
b

xrangsur-angsur telah mempengaruhi budaya Melayu umumnya. Masuknya agama
I_glam ke wilayah Nusantara erat kaitannya dnegan keadaan dan letak geografis yang
lg%miliki banyak sungai yang memudahkan jalur perdagangan dari pesisir pantai
IF}{:lgga ke pelosok daratannya. Maka sangat mungkin bahwa dakwah Islam ke

b

Wélayah ini dilakukan dengan cara perdagangan. Hal ini berlangsung bahkan sejak
eﬁ_g’ad ketujuh Masehi, hingga pada abad ketiga belas masyarakat Melayu hidup
%lam pemerintahan Islam, atau tepatnya tahun 1295 dengan berdirinya Kesultanan
1\?’elaka.192 Keberhasilan agama Islam menjadi sistem nilai yang paling dominan
c

dalam pandangan hidup puak Melayu di Riua adalah dengan mengubah pola
kepemimpinannya. Pada mulanya tokoh Melayu adalah para raja atau bangsawan
kerajaan, datuk pembesar adat dalam suku atau anak puak, dan para dukun yang
disebut pawang, kemantan atau bomo. Inilah trias politika yang dianut bangsa

Melayu sebelum masuknya agama Islam, namun setelah Islam kokoh tokoh agama

merupakan tokoh yang amat berpengaruh melebihi semua tokoh adat, kerajaan

e

Igaupun para dukun. %

Keberadaan adat dan budaya Melayu dalam hukum kewarisan mengalami

dTure|s

perbedaan dari karakter hukum adat yang melandasinya. Sejarah mencatat tiga pusat

u

rﬁ'rkembangan kekuasaan Melayu yang melahirkan masyarakat hukum adat yaitu

@f'ldiko nan 44 yang berpusat di Muara Takus Riau; Minangkabau yang berpusat di

o
I%;garuyung; dan Budaya Melayu masyarakat Riau. Keberadaan pusat
=
5
=
@)
‘et
T
s 192 A, Hasjmy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam ke Indonesia, (Bandung: 1981,

-Maarif) h. 271
& 19 YU. Hamidiy, Potensi Lembaga Pendidikan di Daerah Riau, (Pekanbaru: 1994, UIR
Pfess)., h. 21
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perkembangan adat ini merupakan lanjutan dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya.'%*
-~

%ari peradaban ini lahirlah adat Perpatih dan Adat Temenggong'®® dengan hukum

I%Bwarisan Islam yang memilki perbedaan prinsip. Dalam adat temanggung berlaku
a)g_rés bilateral yang memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak
pgrempuan, merupakan aturan yang sama dengan sistem hukum kewarisan Islam. %
@rbeda dengan Adat Perpatih yang menganut asas kolektif dimana harta warisan
»

tidak dapat dibagi secara individual di antara para ahli waris yang berhak. Hal ini
Py

sgsuai dengan sifat kekeluargaan dalam masyarakat Perpatihn yang hidup
bcerkelompok dalam organisasi suku, yang tergabung lagi kedalam kesatuan
geneologis yang lebih kecil yang disebut paruik, jurai, atau rumah.*®” Dapat dilihat
bahwasanya Hukum kewarisan Islam sangat mempengaruhi system kewarisan adat

temanggung namun secara bertahap tetap membawa perubahan terhadap sistem

Adat Perpatih.t%

7))
= 194 Ali Akbar Dt. Pangeran (ed.), Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau (Pekanbaru:
LAMR, 2006) h.35-36
S 195 Adat perpatih disandarkan pada Dt. Perpatih yang lahir muncul dari Kerajaan
armasraya dimana bermula bala tentara Kartanegara dai Kerajaan Singosari yang berada di
masraya Melayu pulang hendak membantu raja Dharmasraya mereka mendapati adalah Raden
%aya telah menjadi raja. Pada saat itu raja Dharmasraya mengirim dua orang putri Melayu yang
ama Dara Petak dan Dara Jingga bersama bala tentara sebagai tanda persahabatan. Salah seorang
g bemama Dara Pitok diangkat menjadi permaisuri Raja Raden Wijaya dengan gelar Indraswati.
n melahirkan Pangeran Jayanegara. Sedangkan Dara Jingga diperistri salah seorang kerabat istana
K&mbali ke Darmasraya dalam keadaan hamil dan melahirkan Adityawarman (Dt. Tamanggung). Ada
juga dugaan bahwa ayah Adityawarman ialah RadenWijaya yang menghamili Dara Jingga di
rajaan Darmasraya. Dara Jingga kemudian menikah dengan Wismarupakumara yang menjadi
p@}abat Tinggi Kerajaan Darmasraya. Dari perkawinan mereka ini melahirkan seorang Putra yang
bernama Perpatih. Keterangan ini tercatat dalam arena Amoghapasa yang ditemui di Padang Candi
dekat Pagaruyung. Adityawarman bersama Perpatih mengembangkan kawasan Minangkabaudan
difluga ia adalah Perpatih nan Sebatang. Dt. Temanggung berkubur di Indragiri Hulu dan Dt. Perpatih
Nan Sebatang berkubur di Lubuk Ambacang Kuantan Singingi. Ibid. h. 70
wn 196|_jhat Hajar. M, Hukum Kewarisan Islam (Figh Mawaris), (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007),
<
ho12-13
s 197 Amir Syarifuddin, Op cit, h. 187
i 19%8peresapan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat yang menganut Adat Perpatih terlihat
b@jalan sangat lambat, dan selalu menimbulkan konflik. Hal ini misalnya terlihat dalam masyarakat
Minangkabau yang menganut Adat Perpatih. Ibid., h. 260-329
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Kedatangan Islam di wilayah kepulauan Melayu-Indonesia merupakan

OXEBH @

peri tiwa terpenting dalam sejarah kepulauan tersebut. Sebab itu, Melayu kemudian

}

lgenjadi identik dengan . Sebab, agama merupakan unsur terpenting dalam tamadun
@élayu. dan bahasa Melayu kemudian berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya
kgsadaran nasional. Al-Attas mencatat masalah ini:

(D (13 : M - . .
~ “Together with the historical factor, the religious and language factors began

® setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical
& conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the
-u Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its national
o language... The coming of constituted the inauguration of a new period in the
< history of the Malay-Indonesian Archipalego” *%°

Menyatunya ajaran Islam dalam sistem nilai orang Melayu berlangsung
secara top-down. Proses ini dimulai dengan pertemuan tata nilai melayu yang ditapis
dengan ajaran . Landasan adat yang semula berpijak pada hasil pemikiran manusia
berupa mitos kemudian diluruskan oleh sehingga muncul landasan baru. Hal inilah
ygjng disebut dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jika ada adat

-
y%.-ng tidak bersesuaian dengan syarak atau hukum maka ketentuan itu akan

ST

kehilangan kekuatannya sehingga akhirnya habis dikikis zaman. 2%

Sebelum kedatangan orang Eropah, undang-undang adat Melayu berkuasa di

Aun 1w

geri-negeri Semenanjung, undang-undang bumiputra berkuasa di Sabah dan
awak. Undang-undang adat Melayu yang berkuasa dipengaruhi oleh Hindu dan
ran Islam. Dalam undang-undangnya menunjukkan bahwa keadilan sudah ada

elum adanya unsur dari luar. Kedatangan pengaruh Hindu banyak mempengaruhi

199 Syed Muhammad Naquib al-Attas, and Secularism, (Kuala Lumpur: 1993 ISTAC), h.178

200 Y, Hamidi dan Rizal Dairi, Kerukunan Hidup Umat Beragama di daerah Riau, (2003,
kanbaru, UIR Press), h. 44d

M JuaeAg ueﬁng%@ &;géxa

I8¢
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s;%tem undang-undang dan kerajaan masyarakat Melayu yang ada. Pengaruh Hindu
-~

y;a)ng terdapat pada masyarakat Melayu seperti masyarakat matrilineal yang terbagi

enjadi dua satu enjadi masyarakat patrilineal (mengikut adat Temenggung) dan
g y y Yy p g ggung
yﬁng satu lagi masyarakat patrilineal (mengikut adat pertatih). Sistem ini telah
=

n%elahirkan undang-undang yang berbeda yaitu undang-undang adat Tumenggung

cg’n undang-undang adat pertatih. Dengan kedatangan agama Islam sistem
2]

patrilineal diperkokoh dan dipopulerkan lagi. Undang-undang adat Tumenggung

A
menjadi matang pada zaman kesultanan Melayu Malaka ketikan undang-undang ini
=

di ganunkan dalam ganun-ganun seperti hukum qanun Malaka dan undang-undang
laut Malaka. Kemudian undang-undang memperoleh kedudukan dalam hal keluarga
dan warisan. Undang-undang yang ada bukan dari secara keseluruhan namun di
gabung dengan undang-undang adat. Kemudian kedua undang-undang tersebut

menjadi undang-undang Malaysia?"*

. Kedatangan bangsa lain ke suatu negara sangat
mempengaruhi adat istiadat setempat.
-

Dalam masa kekuasaan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, penyerapan

ST 23e

@kum kewarisan Islam semakin berkembang. Perkembangan hukum kewarisan

Rl

Islam sudah menjadi system hukum yang dianut melalui pelimpahan wewenang
=
(fauliyah) kepada ahlu al-halli wa al-aqdi yang mengangkat hakim (gadli) Kerajaan

e
w

(Egéupun dalam bentuk peradilan Adat. Dalam peradila adat hakim diangkat oleh

o
r'é@)at marga, rapat negeri, dan sebagainya menurut adat kebiasaan setempat, seperti
=

yang terdapat di Aceh, Demak dan Banten. 22

201prof, Ahmad Muhammad lbrahim, Sistem undang-undang di Malaysia, (Kuala
pur:1997) . h.2-4

2027aini Ahmad Noeh, Op cit, h. 72
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Keberadaan peradilan yang memutus perkara kewarisan menuruit hukum

1BH @

@)

am juga ditemukan di Kerajaan Samudra Pasai dimana para ulama dan hakim pada

1d

asa Sultan al-Malik al-Zahir (1326-1346M) sempat berdiskusi dengan lbnu

tutah ketika singgah di Samudera Pasai dalam tahun 1345M. lbn Batutah

NI w

mzenjelaskan kekagumannya dengan sulthan tentang berbagai masalah hukum dan

iﬁhu figh. Hamka juga mencatat bahwa setelah berdiri kerajaan Islam Melaka (1400-

w
1500M), para ulama dan hakim Melaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta

py
fafwa tentang berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam kehidupan
=

masyarakat.?%®

Keberadaan hukum kewarisan Islam juga berlaku di kerajaan Islam yang ada
di Jawa dalam peradilan Pradata dan peradilan Padu.?®* Hal ini dilaksanakan ketika
kerajaan Mataram diperintah oleh Sultan Agung. Pada masa itu mulai diadakan

perubahan dalam sistem peradilan, yaitu dengan memasukkan unsur hukum Islam

dengan cara memasukkan orang-orang Islam menjadi hakim di peradilan Pradata.
f+¥]
[?:engan demikian Sultan Agung tidak merombak lembaga peradilan yang sudah ada
wn

agu membuat peradilan khusus untuk hukum Islam. Beliau tidak memakai cara

k&nfrontatif, tetapi justru integrative dan komplementatif terhadap hukum dan

u

rﬁ'radilan yang ada.?%

203Muhammad Daud Ali, Op cit, h. 190

204peradilan  Pradata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja
angkan Peradilan Padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan pradata
apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam
pepakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis, sementara Pengadilan Padu berdasarkan

a hukum Nusantara asli yang tidak tertulis. R. Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad,

(Jakarta:Pradnya Paramita, Cetakan Ketiga, 1978), h. 14-17
2057yffran Sabrie (Editor), Op cit, h. 3

A% uejrhg yo Lyisx
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Setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan

1BH @

@ng diambil Sultan Agung, maka peradilan Pradata yang ada diubah menjadi

p(gﬁradilan Surambi, dan lembaga ini tidak secara langsung berada dibawah raja,
t;a;épi dipimpin oleh ulama. Disebut sebagai peradilan Surambi, karena
diselenggarakan di Serambu Masjid Agung. Keputusan pengadilan Surambi

lﬁ’rfungsi sebagai nasehat bagi sultan dalam mengambil kebijakan, dan sultan tidak
w

pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasehat pengadilan
£rambi. Meskipun terjadi perubahan nama dari peradilan Pradata menjadi
peradilan Surambi, namun aspek hukum yang menjadi kekuasaan peradilan Pradata
tetap saja diberlakukan. Oleh sebab itu tidak dijumpai adanya gejolak dalam

masyarakat, selain karena sultan juga dikenal baik,taat, dan berwibawa di mata

masyarakatnya. 2%

Di wilayah Cirebon atau Priangan, hukum kewarisan Islam dilaksanakan

melalui lembaga yang disebut Drigama dan Peradilan Cilaga.?°’ Peradilan Agama
f+¥]
trlﬂak hanya mengadili hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam, tetapi
m

tgmasuk juga perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman

r@tl 208 Dalam aspek hukum kewarisan, pada umumnya para hakim menggunakan
=

@t-ab-kitab yang bermazhab Syafi’i, seperti Fath al-Muw ’in, dan sebagainya. Setelah
ot
w

@'pakem Cirebon disusun, maka perkara-perkara yang ada berpedoman kepada

o
I{ﬁpakem Cirebon. Materi Pepakem Cirebon tidak hanya memuat hukum-hukum

n

ISlam, tetapi juga berisi kumpulan hukum Jawa kuno, seperti hukum Raja Niscaya,

Agu

206Cik Hasan Basri, Op cit, h. 96

207 Fakultas Hukum Unpad, Struktur Organisasi Badan-Badan Peradilan di Indonesia,
ndung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, 1979), h. 62

208 R Tresna, Op.Cit, h. 21

nery wisgy yuiy



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

105

©
lﬁ) Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adidullah.?®® Dalam Pepakem

=

grebon itu terdapat istilah Agama dan Drigama, yang dimaksudkan untuk
rg’engadakan pemisahan diantara perkara-perkara yang harus di adili menurut aturan
hﬁkum yang berlaku. Sedangkan penjelasan isi Pepakem Cirebon tersebut terdapat
cglam bab Jaya Lengkara. Dalam bab itu diterangkan bahwa Igama atau Agama
aﬁ’alah perkara-perkara keagamaan, dan harus diselesaikan berdasarkan aturan
%kum Islam. Drigama adalah perkara-perkara yang mengenai keagamaan dan harus
c&gelesaikan menurut aturan adat. Sedangkan Toyagama adalah perkara-perkara
c

yang diselesaikan berdasarkan percobaan yang berat (godsgericht).?1% Di wilayah
Banten, hukum kewarisan Islam juga dilaksanakan dimana pada masa Sultan
Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas
lagi. Hal ini disebabkan bahwa Banten hanya ada satu lembaga pengadilan yang
dipimpin Qadhi sebagai hakim tunggal.?'*

Untuk kawasan Indonesia bagian Timur kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi

latan seperti Kerajaan Islam Tallo dan Kerajaan Gowa, kerajaan Bone, Kerajaan

IS1&1e1S

v%ajo, Kerajaan Soppeng dan kerajaan Islam Sidenreng hukum kewarisan Islam

Bl

rpendapat kedudukan resmi dalam wujud Lembaga peradilan Islam yang disebut
=

(=

cﬁ'ngan parawe syara’ (pengadilan syariat). Peradilan ini mempunyai kedudukan

e

@na dengan parewa Adek (pengadilan adat) yang telah ada sebelum Islam datang.

o
@a pejabat syara’ mendapat tunjangan dari Zakat Fitrah, zakat harta, sumbangan

Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan

209 M. Zainuddin, Op.Cit, h. 15
210 Apdul Halim, Op.Cit, h. 43
211 bid, h. 44
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p}inyelenggarang pernikahan.?'? Pelaksanaan hukum kewarian Islam berlaku secara
@nuh dan didorong oleh raja yang juga berkedudukan sebagai syaikh al-Islam,
sghingga hukum Islam berkembang secara pesat dan berlaku serta ditaati oleh
p;Fr-nduduk. Namun dalam pelaksanaannya dalam menyelesaikan perkara-perkara
kgwarisan hukum adat tetap diperhatikan sebagai hukum yang telah lama mengakar
c@am masyarakat.?®> Dengan kedatangan Islam, proses islamisasinya berjalan
s%cara evolutif dalam waktu yang relatif lama.?** Pada mulanya penyebaran Islam
rgasih relatif terbatas di kawasan pelabuhan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama,
c

Islam mulai diperkenalkan di wilayah pesisir lainnya dan pedesaan. Pada tahap ini,
para pedagang dan ulama yang sekaligus guru-guru tarekat bersama para muridnya
mulai memegang peranan penting dalam penyiaran tersebut. Mereka pada umumnya
memperoleh patronase dari penguasa lokal, dan dalam banyak kasus, penguasa lokal

juga tidak kurang perannya ikut secara langsung menyebarkan Islam.?

Reid mencatat bahwa konversi masyarakat kepada Islam pada masa

5

rdagangan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, portabilitas sistem

D10}

Is1

imanan Islam.?!® Faktor lain adalah asosiasi Islam dengan kekayaan. Dapat

ug

astikan bahwa masyarakat lokal adalah yang pertama kali bertemu dan

212 Taufik Abdullah, (Editor), Islam dan Perubahan Sosial, (Jakarta : Bhrata, 1973), hal 18
213 Zuffran Sabrie, (Editor), Op.Cit, h. 6

214Zaini Dahlan, "Kondisi Kesadaran Hukum Umat Islam Kepada Hukum Islam dan
Péradilan Agama", dalam Mahfud, MD. DKk, (Penyunting), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum
Isfam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Ull Press, 1993), h. 12

25Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 34

i 2163ehelum kedatangan Islam, sistem kepercayaan lokal yang berpusat pada penyembahan
aﬁ/ah nenek moyang, tidak portable atau tidak siap pakai dan tidak berlaku dalam segala kondisi.
Lhat, Azyumardi Azara, Ibid, h. 21

e}[ns jo AyrsraArugor
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rinteraksi dengan orang-orang Muslim pendatang di wilayah pesisir atau

NBH O

labuhan, dan mereka adalah orang kaya.?'

d®o

Azra menambahkan bahwa faktor penting lainnya yang menjadi daya tarik

W ej

bggi terjadinya konversi penduduk lokal kepada Islam adalah tentang introduksi
kébudayaan dan peradaban literasi yang relatif universal bagi penduduk Indo-

Nelayu.2® Faktor ini sering dikemukakan oleh para ahli, khususnya al-Attas.
w

Bahkan al-Attas dengan penuh semangat menyimpulkan bahwa pengenalan

py
Kgbudayaan dan peradaban literasi ini telah memunculkan semangat rasionalisme
=

dan intelektualisme tidak hanya dikalangan keraton atau istana, bahkan juga
dikalangan rakyat jelata.?'°
Setelah Islam diterima oleh sebagian masyarakat di wilayah Nusantara,

hukum Islam secara bertahap mulai pula diberlakukan. Pada mulanya pelaksanaan

hukum Islam adalah melalui pentahkiman.??°

Pentahkiman adalah dengan
mengangkat seseorang yang dipandang mampu memberikan solusi dan penyelesaian
f+¥]
hEkum, seperti para ulama dan muballigh. Para pihak yang mengangkat hakam
wn

(gendamai) secara sukarela menyerahkan perkaranya dengan ketentuan akan taat

271bid, h. 21-22
218 bid, h. 23
2I9SMN al-Attas, Islam dalan sejarah dan kebudayaan Melayu, (Bandung: Mizan, 1972), h.

A8 uejng yo A3rs1aArun d

220l embaga pentahkiman telah dikenal oleh orang-orang Arab sejak masa jahiliyah. Bila
adi suatu sengketa, para pihak datang ke Hakam, dan solusi yang diberikan harus didengar atau
erhatikan. Kebanyakan sengketa yang terjadi dikalangan orang Arab Jahiliyah adalah tentang
a yang lebih pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain. Lihat Hasbi Ash-
Shieddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 82

8
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@)
cfa!:n patuh pada keputusan hukum yang diberikan. Tradisi tahkim ini adalah sebagai

=

cikal bakal berdirinya Peradilan Agama dalam masa awal proses islamisasi.??

Berdasarkan uraian tersebut kedudukan hukum Islam tidak mengalami

w e)d

b)%r-nturan dengan hukum adat karena adanya penguasa raja atau sulthan yang arif
cglam melakukan internalisasi dan integrasi hukum Islam dengan hukum adat dalam
\@éktu yang relatif lama sampai datang dan berkuasanya orang-orang barat, terutama
Ig%lonial Belanda.??? Keberadaan pemerintah kolonial Belanda membawa pengaruh
t?g?Sar terhadap berlakunya hukum di Indonesia akibat politik hukum yang dijalankan
c
termasuk kewarisan. Politik hukum kolonial Belanda yang mencabut pelaksanaan
hukum kewarisan Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,
didukung oleh pihak yang mempertahankan dualisme hukum.?23

Era pembinaan hukum masa kolonial Belanda ditandai pada tahun 1596

dengan kedatangan perserikatan dagang Belanda (Verenidge Oastindische Civil)

uptuk Timur-jaun yang didirikan di negeri Belanda dalam tahun 1602.2%

e

Ketertarikan pihak kolonial Belanda terhadap kawasan nusantara, bukan hanya

N prureysy

2217uffran Sabrie (Editor), Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga
dan Proses pembentukan Undang-Undangnya, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
@ama Islam, 2000), h. 2
ks 222 Muhammad daud Ali, Op.Cit, h. 192
= 223 Sejak kedatangan Belanda sudah muncul dua paham tentang pelaksanaan hukum Perdata
dF Indonesia. Pertama disebut Liberalis Pragmatik yang beraliran Univerlisme. Aliran ini berusaha
aﬁqr hukum Perdata Barat (BW) diberlakukan di Indonesia untuk terwujudnya unifikasi hukum
Sementara aliran partukularisme berusaha merpertahankan dualisme hukum dan dengan mengadak
penggolongan penduduk. Uraian lebih lanjut, lihat antara lain Soetandyo Wignjosoebroto, Dari
Hikum Kolonial ke Hukum Nasional :(Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Polituik dlgam
Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1810-1990), Jakarta : Raja
g&éhfindo Persada, 1995.
P 224 Soepomo dan Djokosoetono, Sejarah Politik Hukum Adat (1609-1848, (Jakarta :
ambatan, 1955), h. 1. Lihat juga Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem
um Indonesia”, (selanjutnya disebut Kedudukan Hukum Islam) dalam Taufik Abdullah dan
ron Shiddigie (Editor), tradisi dan kebangkitan Hukum Islam di Asia Tenggara, (Jakarta : LP3Es,
1988), h. 211-212.
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c%ebabkan oleh semakin terdesaknya posisi Belanda dalam percaturan politik
-~

@ernasional, tetapi secara ekonomis daerah nusantara ketika itu menjadi kawasan

%&ng menjanjikan terutama bahan rempah-rempah. Namun secara sosiologis juga
k;glonialisme cenderung menjalankan misi ganda, ekonomi dan agama. Indonesia
éususnya kawasan dunia Melayu umumnya dalah komunitas muslim yang secara

tgﬁ)logis dalam persepsi mereka dianggap menyimpang dan perlu diluruskan. Ini
w

semakin meyakinkan karena di setiap misi dagang dan pemerintahan mereka

yy
mglibatkan para pastor agama Kristen.??®
(=

Misi VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Belanda mempunyai
dua fungsi, yaitu sebagai pedagang dan badan pemerintahan.??®® Sebagai upaya
pemamntapan pelaksanaan kedua fungsi tersebut, VOC menggunakan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda. Di daerah-daerah yang
kemudian satu persatu dapat dikuasai., kolonial Belanda membentuk badan

peradilan dengan memberlakukan hukum kewarisan Belanda. Ketentuan ini
f+¥]
ﬁerupakan instruksi dari pengurus VOC di negeri Belanda pada tanggal 4 Maret

wn

]§21. Isi instruksi itu adalah bahwa di daerah yang telah dikuasai oleh VOC harus

(=

d?ij)erlakukan hukum sipil Belanda, diantaranya hukum kewarisan menurut
=

(=

pé-ngumuman Road van State propinsi Holland, yaitu maklumat perihal
=

w
i ® .
QWEII'ISEIII.Z27

=)

Lo o

wn

=

=

~

=t

éﬂ 225 Apdul Halim, Op.Cit, h. 46

o 226 Mengenai perjuangan VOC dalam melancarkan misi perdagangan dan pemerintahan
tefah diuraikan secara rinci oleh D.G.E Hall. Lihat D.G.E. Hall, Sejarah Asia Tenggara, Alih Bahasa

Soewarsha dan M. Habib Mustofo (Penyunting), Surabaya : Usaha Nasional, t.th), ahli bahasa IP
warsha dan M. Habib Mustofa (Penyunting), (Surabaya : Usaha Nasional, t,th), h. 254-308
227 R, Tresna, Op.Cit, h. 28

nery wrs sy



‘nery e)sng NiN uizl edue) undede ynjuaq wejep Ul SN} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng Nin Jefem BueA uebunuadaey ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje 3y uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘venpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnueousw edue) iUl sin) AIRY yninjes neje ueibegses diynbusw Buelseq |

Buepun-6uepun 1Bunpuljig eydid xeH

110

Setelah VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 pemerintahan kolonial

anjutnya diserahkan ke”Bataafsche Republiek”. Lembaga ini mendelegasikan

1dé0 yeH o

K&kuasaan Belanda pada berbagai wilyah di dunia dan untuk Indonesiadiserahkan

RSV

k;pada Road der Aziatische Bezittingen en Establissementen sejak 1 Januari 1800.
Pgda masa pemerintahan yang baru ini, hukum kewarisan Islam tetap dilaksanakan

q(.‘_@lalui lembaga peradilan sebagaimana yang berlaku sebelumnya. Campur tangan
w

p?gmerintah Belanda baru di mulai di masa Gubernur Jendral Deandels (1808-1811).

A
Menurut pengamatan Daendels, masyarakat pribumi umumnya mengatakan bahwa
=

hukum kewarisan dan perkawinan Islam adalah hukum asli mereka.??®

Sewaktu Ingrris menguasai Indonesia (1811-1816), pelaksanaan hukum
kewarisan Islam tidak mengalami perubahan. Thomas S Raffles yang menjadi
Gubernur Jendral pada waktu itu, menyatakan bahwa hukum yang berlaku di
kalangan rakyat adalah hukum Islam.??® Dengan berakhirnya peperangan di Eropa
d'gjl jatuhnya Keizer Napoleon, maka menurut Conventie London, wilayah jajahan
o

Belanda yang diduduki oleh Inggris dikembalikan ke Belanda. Untuk itu pemerintah

wn

[

%geri Belanda mengangkat C. Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan

o1

AA. Buyskes sebagai Komisaris Jendral. 230

Pada era kolonial Belanda kedua ini keberadaan hukum Islam menjadi

AZ1sIaATU

feduksi dengan propaganda Belanda bahwa hukum Islam tidak mendalam

228

229 Mengenai hukum Adat, Raffles menganggap bawa (sesuai dengan perkiraan
%erintahan Inggris mengenai hubungan agama Hindu dan hokum orang India) hokum Adat adalah
a dengan hokum Islam. Pendapat ini dapat disimpulkan dari kata-kata belia : “The Koran....form
the general law of Jawa”, Lihat Zuffran Sabrie, OpCit, h. 8
230 Dalam pengumumannya tanggal 19 Agustus 1816 yang dimuat dalam Sthl 1816 Nomor
Sﬁiberltahukan secara resmi bahwa kekuasaan pemerintah di Indonesia telah kembali di tangan
pémerintah Belanda, Lihat R. Tresna, Op.Cit, h. 48-49.

ue}jpg jo
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ar : .
pengaruhnya pada aturan-aturan hukum adat terutama di Jawa. Propaganda ini
-~

@dasarkan pada argumentasi bahwa hukum kewarisan Islam yang berasal dari Arab

—

sgdikit sekali hubungannya dengan rasa keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia.
@él ini disebabkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah individualistik, sedangkan
hg&um adat lebih berbasis komunal dan kemasyarakatan. Adanya norma hukum

dﬁnbagian waris yang tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan
w

dianggap bertentanagn dengan adat yang berlaku di Jawa terutama Jawa Tengah dan

m -
Jawa Timur.2!

c

Hal ini disebabkan pandangan bahwa integrasi Islam dalam masyarakat di
Jawa berbeda dengan daerah lainnya. Clifford Geertz mengklasifikasikan
masyarakat Islam-Jawa ke dalam tiga varian, yaitu; abangan, santri, dan priyayi.
Klasifikasi ini disandarkan pada asumsi bahwa pandangan yang dihadapkan pada
sistem stratifikasi sosial di Jawa yang dipengaruhi oleh tiga inti struktur sosial

yaitu (desa, pasar dan birokrasi pemerintah). Dengan latar belakang sejarah
f+¥]

lgébudayaan yang berbeda maka strata Abangan memiliki karakter menekankan
wn

[

%pek-aspek animistik), sementara Santri menekankan aspek-aspek Islam dan kaum

(=

P%yayi menekankan aspek-aspek tradisi yang sedemikian lama dipengaruhi ajaran
=

(=

h@&dﬁ. Pengaruh agama dan ajaran Islam menjadi warna baru dalam sistem kerajaan

e
w

dgn masyarakat Jawa saat itu. Adanya keterlibatan para wali dalam

o
rﬁ%mperjuangkan sistem dakwah multikulturalnya, walaupun praktik dakwah para
=

\Eﬁ.li Allah ini masih mengadopsi sistem dakwah Hindu-Jawa yang sesungguhnya
=1

belum dapat dicerna oleh masyarakat Jawa, meskipun Islam telah menjadi

S|yrre

231 Daniel S Lev, Islamic Courts : A Studi in the Political Bases of Legal Institutions, Alih
hasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, t, th.). h. 35

Be
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kerajaan dan bagian dari masyarakat Jawa. Pada dasarnya masuknya Islam di

A

tgnah Jawa melalui proses damai dan penuh kearifan. Tidak ada peperangan,

t;dak ada penaklukan, serta tidak ada pemaksaan agama bagi pemeluknya selama

tetjadinya transformasi Islam berlangsung saat itu.?%?

=
= Hal inilah yang dimanfaatkan sebagai alat propaganda yang dibangun oleh

If__@merintah Belanda dalam mereduksi hukum Islam di Indonesia yang dikenal
w

dengan istilah Theori reseptie, dimana hukum Islam belum sepenuhnya diterima
A

sehingga harus dikembalikan kepada hukum kewarisan adat.?** Sewaktu Christian
c

Snouck Hurgronje (1857-1936) diangkat menjadi penasehat pada pemerintahan
Hindia Belanda tanggl 11 Januari 1899 untuk urusan Arab dan pribumi, ia
menyerang pendapat yang berkembang pada waktu itu tentang keberlakuan hukum
Islam melalui teori Receptie in Complexu yang dicetuskan oleh pendahulunya

L.W.C. Van den Berg. Kebijakan Snouck yang terpenting adalah memanfaatkan adat

utuk membatasi berlakunya hukum Islam, terutama untuk menghapus keberadaan

e}

Hakum kewarisan Islam yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.?**

Menurut Snouck, hukum Islam baru dapat diberlakukan dalam masyarakat

dTUIe|s

#Ha adat telah menerimanya. Pelaksanaan hukum Islam yang telah menjadi hukum

&

at itu, tidak diberlakukan atas nama hukum Islam, tetapi pemberlakuannya

Hru

232 Geertz, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab
hasin, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981). h. 8.
233 |bid, h. 36
234 pokok pikiran Snouck yang diusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda adalah (1)
Memberikan kebebasan yang kepada umat Islam Indonesia untuk beramal dalam ubudiyah. (2)
nghormati umat Islam dalam aspek ibadah. (3) Menolak ajaran Islam di bidang politik kenegaraan.
(49 Mengawasi dan membatasi penyelenggaraan ibadah haji yang akan enjadi penggerak dan
pemberontakan. Menurut perkiraan Snouck, jika hal itu dapat dilaksanakan dengan baik serta
mbah dengan assosiasi antara umat Islam pribumi dengan kebudayaan Belanda, maka tidak akan
agda lagi masalah-masalah bagi pemerintah Hindia Belanda. Lihat Roeslan Abd Gani, Sejarah
Péckembangan Islam di Indonesia, (Jakarta : Pusaka Antar Kota, 1983), h. 36.

e}ng§ jo [Kyrsx
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(ﬁlasarkan kepada hukum adat. Kebijakan inilah yang kemudian dinamakan dengan

A

I@ceptie Theorie.?®

Berlakunya teori resepsi ini didasarkan pada Pasal 134 ayat (2) 1S%% yang

w e)d

d?{’:uangkan dalam Stbl 1937 Nomor 116 dan 638 dan menjadi titik surut dalam

n

pgkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan

riﬁzairin memberikan pandangan terhadap teori resepsi bertentangan dengan prinsip

S

kierlakunya hukum Islam dimana tidak harus disandarkan kepada teori resepsi?%’

neny

25 Berdasarkan hasil penelitian Snouck di Aceh bahwa yang berlaku bagi orang Islam di
wilayah Aceh (Aceh dan Gayo di Banda Aceh) bukan hukum Islam, tetapi adalah hukum adat. Ke
dalam hukum adat itu memang termasuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai
pengaruh kekuatan hukum jika benar-benar telah diterima oleh hukum adat. Selain itu, menurut
penelitian Snouck, bahwa pada dasarnya masyarakat Aceh terdiri dari dua kelompok, yaitu adat dan
agama. Berdasarkan itu pula Snouck menganjurkan agar strategi penaklukan Aceh harus bertolak dari
manipulasi dua kelompok yang saling bertikai itu. Lihat Christian Snouk Hurgronje, Islam di Hindia
Belanda, Alihbahasa S. Gunawan, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1983), h. 4

236 Dalam Sejarah pemerintahan colonial Belanda di Indonesai ada tiga fase nerlakunya
ha@%i(um, yaitu masa Masa Besluiten Regering, Regerisn Reglement dan Indische Staatsregeling. Pada
masa Besluiten Regering (1814-1855) raja Belanda adalah satu-satunya yang berwenang mengurus

mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahannya dalam bentuk Koninklijk Besluit
(Keputusan atau penetapan). Pada masa ini kmite yang disebut Algemene Verordening melakukan
difikasi hukum antara lain Reglement op de Rechterlijke Organisatie (Peraturan Organisasi
radilan), Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Wetboek van Koophandel
(RUHDagang), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 1848-16/Peraturan Tentang
ra Perdata), Inlandsch Reglement (Peraturan Tentang Acara Perdata yang berlaku untuk bumi
tera) yang belakangan menjadi Herziene Inlandsch Reglement (HIR) pada masa Regerings
R@glement (1855-1926) terjadi perubahan Grondwet (UUD) di negeri Belanda sehingga sistem
pgmerintahan Belanda berubah dari sistem monarki menjadi sistem parlementer. Peraturan-peraturan
urtuk mengatur daerah jajahan tidak ditetapkan hanya oleh Kroon (Raja), tetapi secara bersama oleh
déngan Staten Generaal (parlemen). Peraturan terpenting pada masa ini adalah Reglement op het
beleid der regering in Nederlandsh Indie yang mengatur tentang kebijakan pemerintahan di Hindia
Belanda. Pada masa Indische Staatsregeling (1926-1942) berlaku Stb 1925-415 sebagai peraturan
yang mengganti R.R dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya I.S., pembentukan
peraturan di Hindia Belanda dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama-sama dengan
\folksraad (lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari orang Indonesia asli). Beberapa peraturan
ting pada masa ini antara lain Herziend Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement
Buitengewesten (Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), dan
Bédrijfsreglementerings Ordonnantie (Ordonansi Perdagangan). Lihat lebih lengkap : Sunaryati
Jartono dkk., Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-uandangan PEninggalan Kolonial
%randa, (Jakarta: Badan POembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2015), h. 10-12
237 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta : Tintamas, 1963, h. 4-6
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la-ly:ﬂuk itu syarat untuk dapat menjalankan hukum Islam "harus sudah diterima

A

Hukum Adat” seharunya dinyatakan tidak berlaku.?%®

Namun di sisi lain pandangan tersebut bertentangan dengan pemikiran dari

w e)d

@ak nasionalis yang menyatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS masih tetap berlaku
sgsuai dengan aturan Peralihan UUD 1945 pada pasal Il. Sementara Hazairin

rﬁényatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS tidak berlaku lagi sejak disahkannya UUD

w
145 pada tanggal 18 Agustus 1945. Hazairin menilai bahwa dengan berlakunya

Py
QD 1945, berarti dengan sendirinya menghapus atau mengganti IS sebagai UUD

c
yang berlaku sebelumnya. Hal ini terlihat secara nyata pada pasal 29 UUD 1945.
Dengan demikian, teori resepsi yang mencabut hukum kewarisan Islam dalam
peraturan perundang-undangan, diganti dengan teori receptie exit.2®

Pemikiran Hazairin di dukung oleh pakar hukum yang lain. Ismail Suny
misalnya, berpendapat bahwa pasal 134 ayat (2) IS tidak berlaku lagi. Hal ini
b:,rrdasarkan kenyataan bahwa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan

)

masional bangsa Indonesia adalah agama Islam. Kemudian, sebelum Belanda datang
wn

Ig Indonesia, hukum Islam telah berlaku sebagai satu-satunya hukum pada ketika

i@.z“o Tujuan diadakan teori resepsi oleh kolonial Belanda semata-mata untuk

u

rﬁérintangi berkembangnya Islam di Indonesia.?** Meskipun demikian, memang

238 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta : Bina Aksara, 1981), h. 37-38

239 Teori Receptie Exit artinya bahwa teori resepsi yang dikemukakan oleh Snouck
gronje dinyatakan hapus dan tidak mempunyai dasar lagi bagi berlakunya teori itu. Teori resepsi
tersebut dinamakan Hazairin dengan teori “iblis”, karena bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadist

Rasul.

A% ueyhg jo £31s

i 240 smail Suny, Bunga Rampai Teori Hukum, (Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana Jurusan llmu
Hikum, 1983), h. 472
o 241 1smail Suny, Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta : Yayasan Penerbit Ul, 1976), h. 19

I
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ar ) : . ) :
menurut Himawan bahwa hukum Islam itu banyak atau sedikit dapat dipengaruhi
-~

ofeh Common Low, Civiele Law atau Soviet Law dalam penerapannya.?*?

Menurut Amir Syarifuddin, bila ditelusuri sejarah mengadakan persiapan

w e)d

kemerdekaan Republik Indonesia dan ketika merancang UUD untuk Indonesia

n

mzeredeka, maka terlihat keinginan untuk mencabut teori resepsi yang dituangkan
c@am pasal 134 ayat (2) IS. Panitia sembilan yang anggotanya terdiri dari golongan
2]

dan agama berbeda yang mendapat kepercayaan untuk merumuskan rancangan
Py

peémbukaan UUD, telah berhasil menyusun suatu rumusan pada tanggal 22 Juni 1945
c

yang disebut Piagam Jakarta yang memuat ketentuan “Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Piagam Jakarta itu telah diterima dan
disahkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) dalam rapat yang terakhir pada tanggal 6 Juni 1945, sebagai rancangan
pembukaan UUD.?#

Berdasarkan rumusan Piagam Jakarta itu sudah jelas bahwa yang akan

erlakukan untuk umat Islam adalah hukum Islam, bukan hukum Islam yang

ISISe1S

ogresepsi oleh hukum Adat. Hukum Islam telah berdiri dengan sendirinya tanpa

rpenyandar kepada hukum apapun, dalam arti telah berhak disebut hukum. Inilah

Bl

u

a@hir hidupnya teori resepsi yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda?**
Dengan demikian ada dua kubu yang memperlihatkan kedudukan hukum

ris Islam dan menurut adat dalam hukum di Indonesia pada era kemerdekaan. Di

o £y1s

gn

mping kedua poros pemikiran tersebut juga terdapat pemikiran yang “moderat”

242 Dikutip dari M. Idris Ramulyo, Op.Cit, h. 68

243 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
angkabau, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 180

244 1bid
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té&tang keberadaan pasal 134 ayat (2) IS, yang mengatakan bahwa berlakunya teori
r_gsepsi berakhir sejak dikeluarkannya UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang
pgrkawinan.245 Pandangan ini juga menyatakan dengan lahirnya UU nomor 1 Tahun
I;_g:74 secara yuridis formal hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui
hg&um Adat. Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum Adat dan hukum
@rat, sehingga negara Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan
»

Hokum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum Islam
X

Khusus umat Islam dan berlakunya hanya bagi umat Islam. 24
c

Kelompok moderat ini berdiri pada konpsep bahwa pasal 134 ayat (2) IS
habis masa berlakunya setelah kemerdekaan namun peraturan perundang-undangan
yang muncul untuk menggantikan atau membatalkan pasal 134 ayat (2) IS belum
diundangkan. Oleh karena itu, tejadi kevakuman hukum, dan sementara menunggu
ketentuan aturan hukum baru, maka pasal 134 ayat (2) IS masih tetap
d('_}rlg)erlakukan.247

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum

warisan Islam dan kewarisan adat sangat terkait dengan dinamika kekuasaan yang

u@ sy aje

nah berlangsung di wilayah ini. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah

®or

rlaku dan dipatuhi oleh umat Islam Indonesia. Hanya saja harus diakui bahwa

Hru

S Jo Ajisx

245 Mahadi, “Hukum Waris bagi Umat Islam”, dalam Depag RI, Seminar Hukum Waris Bagi

Umat Islam, (Jakarta : Badan Peradilan Agama Depag RI, 1977/1978), h. 161

248 |bid, h. 75

=} 247 Memang ada rancangan UU tentang hokum kekeluargan yang pernah dirumuskan, yang
but Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun (1960). Rancangan tersebut diharapkan
keseragaman dalam hukum kewarisan di Indonesia dengan berpedoman kepada hukum kewarisan

bilateral. Tujuannya adalah untuk mengurangi keanekaragaman hukum waris Adat. Rancangan itu

nenjadi sasaran utama pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Akan tetapi rancangan itu belum
wujud UU. Baca Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta : Tintamas, 1982). Lihat juga

BPHN, jilid 1V, 1960), h. 2624

e}
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Ig:erberlakuan hukum waris tersebut sangat dipengaruhi ketentuan-ketentuan adat
-~

s_gtempat. Ketentuan hukum Adat yang diikuti dipandang oleh sementara kalangan

b(ggrtentangan dengan hukum Islam. Namun ketentuan yang dianggap menyimpang
ié disebabkan pendekatan dengan rasa keadilan masyarakat itu dapat ditempuh
dgngan mempergunakan lembaga hibah, islah (perdamaian diantara para ahli warsi),

\@ésiat dan wasiat wajibah melalui peraturan perundang-undangan atau dengan cara
w

rﬁ%mpopulerkan hukum kewarisan bilateral Islam yang memperkenalkan sistem

Py
pehggantian ahli waris (mawali) yang bersumber kepada ayat-ayat al-Qur’an.?*®
=

Pada zaman kesultanan Islam warisan dalam masyarakat pada umumnya
diselesaikan oleh Kadhi Sultan atau imam-iman distrik dan jumlah kasus waris ini
tidak banyak ditemukan. Hakl ini disebabkan para imam distrik selalu mengawasi
pembagian kewarisan di kalangan ahli waris dan mempunyai catatan tentang tirkah
pusaka dari orang yang baru meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk

memudahkan penyelesaian pembagian kewarisan di kalangan masyarakatserta untuk
f+¥]
n;?"engetahui bagian yang akan diserahkan ke bait al-maal sehubungan dengan tidak
wn
aganya ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan atau harta itu masih tersisa

s?gelah dibagikan kepada ahli waris. Kewajiban imam untuk memantau harta
=

(=

v@risan ini sebagai contoh tertuang dalam Pedoman Kerja Para Imam Kesultanan

aék_249

SI

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keberlakuan hukum waris

o
Lo oY
W
=
dipengaruhi oleh politik hukum Belanda yang membagi wilayah Indonesia di bagi
=
@)
‘et

248 |bid, h 65

J

249 pedoman Kerja Para Imam Kesultanan Siak seluruhnya memuat 10 pasal. Lihat Amir
Lthhfi Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan : Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan
Siak (1901-1942), Pekanbaru Susga Press, 1991),, h 208-209
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dalam dua bagian, yaitu wilayah yang diperintah secara langsung (sentralisasi),

n wilayah yang diperintah secara tidak langsung (desentralisasi) oleh Hindia

1d® Y8H 6

I%ielanda.250 Wilayah yang menjadi sentralisasi Pemerintah Hindia Belanda adalah
J)g_rwa, Madura, sebagian Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur. Selain
dgri keempat wilayah tersebut, merupakan wilayah yang diperintah secara tidak
I@gsung oleh Hindia Belanda. ! Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
»

Q?Emerintah Hindia Belanda tidak dengan sendirinya berlaku di wilayah
Py

dgsentralisasi yang mempunyai pemerintahan sendiri (zelfbestuur). Bila pihak
c

kolonial ingin memberlakukan peraturan yang diadakannya, terlebih dahulu
diadakan perundingan atau perjanjian dengan raja-raja tersebut untuk mendapatkan
persetujuan. Demikian pula jika ada peraturan-peraturan tentang Peradilan Agama
dan hukum Islam, maka peraturan tersebut tidak secara otomatis berlaku di daerah
yang dikuasai oleh raja-raja Indonesia.??

Berdasarkan pasal 134 ayat (2) Stbl 1929 Nomor 221, beberapa ketentuan

kum Islam dicabut dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Hukum

1s133e3S

am itu baru berlaku apabila telah menjadi hukum adat, yang pelaksanaannya

ue

asarkan kepada hukum adat. Artinya, bahwa hukum yang diterapkan bagi orang-

T

ang Islam adalah hukum adat aslinya atau hukum adat yang berasal dari hukum

RAru

am. Oleh karena dalam pandangan kolonial, ada sebagian hukum Islam yang telah

ABISI

erap dan menjadi hukum adat, yaitu perselisihan antara suami istri yang beragama

250 Stbl 1855 Nomor 2, pasal 27 dan 44 sebagaimana dikutip dalam Mahadi, “Kedudukan
adilan Agama di Indonesia : Sedikit Sejarah samapai tahun 1882”, dalam Depag RI, Kenang-
angan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Ditbinbapera Islam, 1985), h 106

51 |bid, h 107

22 | bid
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Ig—]'am, dan perkara-perkara lainnya seperi nikah, talak, ruju’ dan perceraian antara
-~

@ang Islam. Sedangkan perkara hukum kewarisan, dan perkara-perkara lainnya,
rg’enurut pandangan kolonial termasuk perkara dalam kategori hukum Islam, dan
@ak dapat diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Oleh sebab itu bila terjadi
sgngketa dalam perkara itu, maka kewenangan mengadilinya diserahkan kepada
Péngadilan Negeri dengan memberlakukan hukum adat.?3

% Pada periode awal kemerdekaan, hukum kewarisan Islam tetap
c&?)erlakukan.di beberapa daerah di Indonesia. Keberlakuan hukum kewarisan Islam
c

ini sangat terkait dengan adaptasi ajaran Islam dalam adat daerah tertentu seperti
tercermin dalam tagline beberapa daerah dalam bentuk pepatah seperti di Sulawesi
Selatan dengan pepatah “Adati hula-hulaa to syara, syara hula-hulaa kuniani.”
ataupun daerah Sumatera dengan adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah.
Pepatah ini mencerminkan eratnya hubungan antara hukum Islam dan Adat dan
Igremberikan warna terhadap keputusan lembaga syara’. Hal ini juga ditemukan di

)

vﬁlayah Bengkulu, Mataram, Kalimantan, Maluku maupun daerah lain yang
wn

@nyelenggarakan Pengadilan Agama dalam lembaga Peradilan Adat dan Swapraja.

P'éda umumnya di daerah-daerah tersebut tetap memberlakukan hukum Islam dalam

u

perkara kewarisan.?>*

Ayrsx

Setelah tahun 1949, dan dengan terbentuknya negara Republik Indonesia

@0

satuan) berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950,

erintah memandang perlu menyatukan bidang peradilan secara menyeluruh.

£g ug[n

253 R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1988), h 94
254 7aini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di
onesia, (Surabaya : Bina limu, 1983), h 56-59
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S-cghubungan dengan itu, dikeluarkan UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang

=

t_gldakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan

agara pada Pengadilan Sipil. Dalam pasal 1 ayat (2) dan (4) dinyatakan bahwa
p;Fr-radilan Agama yang berada dalam lingkungan Peradilan Swapraja dan Peradilan
éat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari
l%’dua peradilan tersebut, tidak turut terhapus, dan kelanjutan dari Pengadilan Agama
»

iftl akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2°°
73]

5 Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi dari hukum Islam,
c

hukum belanda dan hukum adat dalam sistem hukum waris yang berlaku. Dari
ketiga sistem hukum tersebut sistem hukum waris adat lebih dahulu ada
dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini dikarenakan hukum
adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal
dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-
renurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hubungan antara adat dengan
Igliam yang erat disebabkan oleh prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan

wn
%rkembang dalam masyarakat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan.?%

!

Di era orde baru legislasi hukum waris Islam dalam system hukum nasional

un 2

'empuh melalui legislasi dengan diundangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang
[ ]
wn
EErkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya
o
I'f]:pres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam
=

r§mahaman konsep unifikasi hukum, pelaksanaan hukum waris di Indonesia ini

25 7zuffran Sabrie (editor), Peradilan Agama di Indonesia : Sejarah Perkembangan
baga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya, (Jakarta : Ditbinbapera Islam, 2000), h 25

256 MB. Hoeker Adat Law in Modern Indonesia, (Kuala Lumpur: Oxford University Press,
78), h. 97.

En)g:}pe Agu
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8H 6

tentangan secara yuridis dengan UUD 1945 dan amandemennya yang tidak
ngenal lagi penggolong-golongan penduduk. Hal ini berakibat pada subyek

kum pengguna hukum waris yang berbeda-beda karena berpotensi untuk

lHwZe1dso

menimbulkan ketidak pastina hukum. Dalam hal ini masyarakat adat yang telah

n

mzemlliki system hukum kewarisan sebelumnya pasti menggunakan hukum waris

aﬁ’at, namun di sisi lain masyarakat adat yang beragama Islam mesti menggunakan
2]

Hukum waris adat. Bagi orang Islam, masalah penggunaan hukum waris tersebut
Igjih kompleks lagi, karena hukum yang ditujukan kepada mereka yang diciptakan
c
melalui legislasi nasional ternyata tidak memberi kejelasan aturan hukum yang
seharusnya untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Hukum waris Islam bukan
merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif bagi orang Islam.?’

Dengan demikian perbedaan system hukum tersebut dalam konteks legislasi
hukum kewarisan Islam dalam system hukum di Indonesia akan menghadapi
b'gnturan normative karena perbedaan-perbedaan prinsipal dimana dalam hukum

f+¥]
vlf'éris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan
wn

[gmbagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang

(=

c@oagibagi. Sedangkan dalan hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat menuntut
=

(=

rﬁmbagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. Di samping itu dalam hukum

wn

yzﬁris adat, harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan,

o
rﬁ%lainkan harus diperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-
=

kg'rang masingmasing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Sedangkan dalam
=

7 Amrullah Ahmad (Eds.) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional
ngenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), |. 147-155
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hs:Ekum waris Islam, semua itu merupakan satu kesatuan harta warisan.2®

Tinjauan teoritis dalam disertasi ini didasrkan pada adanya perbedaan antara

1d10 Y

ik persekutuan dan hak perseorangan. Hak persekutuan ini pada hakikatnya

Iwl

n;t_rembatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai
= . . .

pérseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan. Antara hak
H%’rsekutuan (hak ulayat) dan hak para warganya masing-masing (hak individual)
2]

ada hubungan timbal-balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan
A

aptara individu, warga persekutuan, dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih
c

teganglah, lebih kuranglah kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan terhadap
tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut
menjadi makin lama makin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian tidak/kurang
dipelihara, maka tanah dimaksud kembali masuk dalam kekuasaan hak ulayat
persekutuan. Obyek Hak Ulayat Menurut Van Vallenhoven adalah: tanah (daratan),
agj'_'i_s (perairan seperti: kali, danau, pantai beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan
y%ng hidup secara liar (pohon buahbuahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan

wn

%u kayu bakar dan lain sebagainya) dan binatang yang hidup liar.?*°

!

Hak Perseorangan atas Tanah Seorang warga persekutuan berhak untuk

ATU() D

iembuka tanah, untuk mengerjakan tanah itu terus-menerus dan menanam pohon-
w

I

p&ghon diatas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu. Hak milik
Lo o

iﬁ_i dapat diperoleh, meskipun yang mengerjakan tanah itu praktis tidak lebih lama

%8 Surojo Wignajodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT Toko
nung Agung, 1995) h.164

29 Wignjodipuro, S. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. (Jakarta: Gunung Agung,
83). h.199

SByayAs uey

we
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cgri satu atau dua tahun panenan. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak dapat
-~

lgoih lama daripada satu kali panenan saja, maka warga persekutuan yang

bgc)rsangkutan sesungguhnya hanya memperoleh hak menggunakan tanah itu saja

(’;,zgenotrecht”) dan bukan hak milik; hak menggunakan/memungut hasil untuk satu
= A . .
p%nen saja. Apabila kemudian tanah itu dipengaruhi lagi oleh hak ulayat. Hak milik

ef_ﬁs tanah dari seseorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah
w

ity pengertiannya adalah, bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuh-
A

penuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati: hak ulayat
=

desanya, kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah, peraturan-

peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah

pertaniannya selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.2°

Konsep tersebut tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam namun salah
satu prinsip yang dikenal dalam hukum Islam adalah bahwa Hukum Islam

%rjumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku

-
(g7

kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun

[

5]

l@_lompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama
]

Igam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh

<
d8ama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit
wn

ot »

%emahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.?®* Untuk itu
Lo o

t@ri ini akan menjadi pengembangan dari khazanah pemikiran hukum kewarisan

Islam yang didukung oleh penalaran waedah figh tentag adat yang terangkum dalam

260 1hid. h.202
%61 Taufik Adnan Amal, Islam dan tantangan Moderennitas , (Bandung : Mizan , 1994 ) h.
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o . U - A -l A& . 3 =
qaedah ) s)s J1y>= s S5 2 ;) s pS>Y1 & Dengan penerapan qaedah ini

=

y;gng sudah berkembang dalam pemahaman para ulama dalam berbagai kitab turats

—

%pat ditemukan konsep baru dalam memahami pengakuan atas tanah ulayat dalam

@rspektif hukum kewarisan Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional.
=

= Upaya menemukan hukum Islam dilakukan dengan metode istinbath untuk
w

memperoleh ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya dengan jalan penalaran
=

l%hasa yang dipergunakan terhadap dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul (bayaniy),
cgn dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung
dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan
ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum (qawa'id
maqashidiyah). Syarat untuk dapat beristinbath dengan jalan pembahasan bahasa
adalah harus memahami bahasa dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu bahasa
Arab. Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode
p?nemuan hukum al-bayan (ijtihad bayaniy) yang mencakup upaya memahami
@

sgmber pembinaan hukum atau fasyri‘ yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua

[

t+¥]
samber utama ini merupakan rujukan dalam menetapkan hukum.??

Di samping menggunakan qaedah kebahasaan, upaya instinbath juga

flakukan dengan melakukan implementasi qawaid fighiyah maupun ushuliyah.

AyBraAtun o1

@awaid fighiyyah memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan hukum

S

I§lam. Dengan menetapkan gawa’id fighiyyah para ulama dan fuqaha dapat

ue}

menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda

262 \Wahbah Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami jil. I, (Damaskus, Daarul Fikri, 2006) h. 204-
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cgri waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Dalam ilmu ushul figh penggunaan
-~

%Wa‘ id dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan kebahasaan (gawa ‘id

ughuliyah) dan juga pendekatan hukum (qawa’id fighiyah). Qaedah Usuliyyah
d;%lam ilmu ushul figh berfungsi sebagai prinsip-prinsip, metode, manhaj, cara dan
= . . .. .

k%edah- kaedah yang dirumuskan oleh para mujtahidin sebagai panduan untuk

lgélakukan istinbat hukum-hukum Syara’ melalui dalil-dalil yang tafshili dan tidak

w
tglepas dari penggunaan kaedah ushuliyah.
2
j8Y]
=

263

Beberapa fugaha memperlakukan gawaid fighiyah sebagai cabang dari ilmu
maqashid syari'ah. Hal ini didasarkan pada hakikat gawa'id adalah berbagai
pernyataan mendasar yang diturunkan (derivatif) dari pembacaan rinci dari berbagai
ketentuan figh dalam berbagai persoalan hukum. Hukum figh dikembangkan
berdasarkan penalaran individual yang terkait dengan berbagai partikel tema hukum
dan berkembang dalam sejarah sehingga ketetapan hukum Islam berbeda antara satu

zéj-man dengan yang lainnya. Dengan demikian gawa id fighiyah digunakan para

-

o
fuqaha pada level yang lebih maju dalam mengembangkan nalar ijtihad, untuk

[

<]
r@@reduksi hukum figh menjadi pernyataan abstaktif yang mendasar. Qawa ‘id

]

j@hiyah dipresentasikan dalam berbagai bentuk sebagai proses kumulatif yang tidak
2-

d3pat dilakukan dengan tahapan pengembangan nalar hukum Islam (ijtihad) pada

.

t&;lumnya.

=X

g’ Dengan pendekatan qaidah para wulama’ akan konsisten dalam
n%emprioritaskan dalil-dalil yang tafsili ketika mengambil hukum-hukum Syara’.

263 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah, (Jakarta: Raja Grafindo
sada, 1999), h. 105- 106.
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I%nggunaan qaidah tersebut juga memberikan kontribusi pada kekayaan khazanah
-~

h_;ﬁkum Islam karena pada umumnya perbedaan dalam Konstruksi Qawa 'id fighiyyah

mherupakan salah satu faktor yang menyumbangkan ikhtilaf dalam hukum-hukum

s 264

Penggunaan penalaran qawaid ini dalam isitnbath hukum didasarkan pada

S NIN HE

sifat dari hukum Islam itu ada yang statis (gath iy) yang tidak berubah sepanjang
il
z%;;man, dan ada yang bersifat elastis (Zhanniy), dapat berubah sesuai dengan

cgnamika zaman. Senada dengan ungkapan ini Ibn Qayyim al-jauziyah

mengatakan:2®
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264 Ibid.
265 1hnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwdgqi 'in, Juz 111, h. 14-15
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3

=

- Sesungguhnya ijtithad dimaksudkan untuk berbagai bersoalan mendasar.
= Pertama mengembalikan studi hukum figh pada warisan agung hukum Islam
w dalam berbagai aliran dan mazhab serta pendapat-pendapat yang mu tabarah
& (kuat) terutama pendapat para sahabat dan tabi'in di berbagai masa untuk
S menggali pendapat yang lebih kuat serta mewujudkan maksud syara’ dalam
=3 hal kemaslahatan umat di masa kini yang dipengaruhi berbagai keadaan dan
® tempat. Kedua mengembalikan hukum figh pada nash-nash yang tetap dan
= hukum figh berdasarkan kemaslahatan yang berlaku umum. Ketiga ijtihad
dalam berbagai tema-tema baru hukum figh yang tidak diketahui hukumnya
oleh seorang fugaha terdahulu dan tidak ada hukum yang muncul pada
peristiwa tersebut maka dilakukan istinbath dengan peristiwa hukum yang
berkesesuaian di bawah ketentuan dalil syara’.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya kebiasaan
yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu yang berbeda dengan masyarakat

lainnya di berbagai tempat. Perbedaan ini terwujud karena adanya kebiasaan yang

7]
:rlaku dalam satu masyarakat yang memiliki ikatan secara tidak tertulis atau yag
o
dﬁgenal dengan istilah adat. Adat dalam pengertian bahasa dapat diartikan sebagai *
t+¥]
C%gm” yang bermakna sesuatu yang berlangsung secara terus menerus (istimrar) dan

amakan dengan adat karena pelakunya mengulang-ulang terus menerus, jama’

i ‘adat adalah il21).2%® Sementara itu pengertian adat dalam istilah fuqaha

impun oleh al-Sadlaan sebagai berikut:?®’

266 1hn Manzhur, Lisaan al-"Araby al-Muhith, (Libanor: Darul Lisan Arab, ) j. 1, h. 959
267 Shih bin Ghanim al-Sadlaan, op.cit. h. 333-334
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@)

g a. Al-Hamawy mengatakan sesungguhnya kata “al-'aadah” menghendaki
g- berulangnya sesuatu dalam jumlah yang banyak sehingga dapat dikatakan
g sebagai sebuah kesepakatan.

;_r: b. Dalam kitab alMuniiir al-Zhaahir fi al-Ushul dijelaskan bahwa pengertian al-
g ‘aadah adalah suatu yang sudah tetap dalam diri seseorang dalam berbagai
(CD persoalan yang diulang-ulang sebagai tabi'at (karakter) yang benar.

% c. Dalam kitab Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkaam al-qadliyyah
g disebutkan bahwa ‘adat merupakan seuatu yang tetap dalam diri dan diterima
c

oleh tabi‘at yang benar.

d. Imam al-Qurafi menyebutkan bahwa “adat adalah sesuatu makna yang umum
dikenal di berbagai negeri atau sebagiannya.

e. Ibn Amir dalam syarh al-Tahriir "adat adalah sesuatu yang diulang-ulang
tanpa adanya hubungan dengan nalar.
Berdasarkan berbagai pengertian di atas al-Sadlaan menyimpulkan bahwa

at mencakup makna yang sangat umum karena mencakup seluruh hal yang

[SIR3I®IS

cgulang-ulang berupa perkataan maupun perbuatan baik muncul dari perseorangan

Bl

maupun suatu kelompok baik terkait dengan kondisi alam seperti iklim yang panas

u

b%-hkan kata ‘adat mencakup juga akhlak dalam berbagai perbuatan yang dianggap
=

wn
@k maupun buruk.2%8

Di samping kata ‘adat para ulama juga mengkaitkan definisi ini dengan

}ns jo

&P

ilah ‘urf yang lebih khusus maknanya dibanding "adat. Al-Nasafy mengatakan

N

at dan ‘urf adalah dua kata yang muradif (sinonym) karena mencakup makna

268 |bid.
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el . ..
sesuatu yang sudah memiliki ketetapan dalam diri berdasarkan penalaran akal dapat
-~

(f_;aic-erima sebagai karakter yang baik baik berupa perkataan maupun perbuatan dan

(f;lsandarkan pada apa yang dianggap baik oleh akal dan tidak dibantah oleh akal
yﬁng sehat seperti akad istishna’, memindahkan harta wagaf ataupun syarat-syarat
déam akad jual beli. Namun beberapa ulama membedakan antara adat dan ‘urf
l{_ﬁ’rena adat mencakup karakter yang tidak baik menurut penalaran akal yang sehat

w
sgdangkan ‘urf hanya terbatas pada karakter yang baik menurut akal yang sehat.?5°

R

g Berbagai pemaparan tentang adat maupun ‘urf sebagaimana dihimpun al-

Sadlaan di atas banyak ditemukan dalam berbagai kitab ushul yang ada di kalangan
ulama. Namun demikian berbagai pemaparan tersebut tidak banyak menjelaskan
bagaimana teori yang menjelaskan tentang proses perubahan dalam kebiasaan atau
‘adat itu sendiri. Untuk itu penulis menggunakan teori sosiologi dalam perspektif
filsafat sosial. Dalam perspektif ini dalam ilmuwan barat menguraikan teori tersebut

c%jngan teori perubahan sosial. Tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa istilah adat

-

o
dan hukum adat bukanlah suatu yang sinonym karena istilah hukum adat tidak

[

5]

@_(enal didalam masyarakat dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau
]

k?oiasaan. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari “Adat Recht” yang

<
dipahami sebagai Hukum Kebiasaan. Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum
w

ot »

—
koébiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adata
Lo o

@gan alasan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul

et

Karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah

7))
@(u menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang

269 |bid., h. 336
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c&erima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan hukum adat pada
-~

dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat yang mencakup konsep

1d

yang luas.?’

Terkait dengan proses perubahan dalam adat atau kebiasaan, dalam

N yrru

perspektif ilmu sosiologi perubahan merupakan sesuatu yang terjadi setelah jangka

S

waktu tertentu, yang memfokuskan kajian pada keadaan yang diamati antara
~
s%;;belum dan sesudah jangka waktu tersebut. Untuk dapat menyatakan perbedaan

riaka ciri-ciri awal unit analisis harus diamati dengan cermat dalam seluruh bentuk

perubahannya.?!

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep perubahan sosial pada
dasarnya mencakup tiga gagasan, yakni perbedaan ciri-ciri dasar; perbedaan waktu;
dan terjadi antara keadaan sistem sosial yang sama. Dalam bahasa lain Farley

mengungkapkan perubahan sosial mencakup perubahan pola perilaku, hubungan
7
sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.2’? Cepat atau lambatnya
o

pfoses perubahan sosial dalam masyarakat tergantung pada dominasi antara faktor
t+¥]

pendorong dan yang penentang. Soerjono Soekamto menyatakan faktor-faktor yang

=
Igendorong terjadinya perubahan sosial adalah pendidikan yang maju, toleransi

m
tEr_hadap perubahan-perubahan yang menyimpang, sistem yang terbuka dalam

Ag uejng jo £

210 Untuk lebih jelas dapat dibaca dalam Van Dijk, R, Pengantar Hukum Adat Indonesia,
ndung, Sinar Bandung, 1982).

271 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: 2005, Prenada Media). ,h. 3

272 |bid.,h. 5
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2k, . .
lapisan-lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat
-~

terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu,serta disorganisasi dalam masyarakat.?

Bentuk khusus dari perubahan sosial ini dapat dilihat dalam dua bentuk.

rtama adalah  bentuk perkembangan sosial yang melukiskan proses

INF1w eyd

perkembangan yang terkandung dalam sistem sosial. Hal ini mencakup tiga bentuk

S

pgrkembangan, yaitu, perkembangan menuju arah tertentu dalam arti keadaan sosial
ygng tak terulang sendiri di setiap tingkatan. Kemudian perkembangan dalam bentuk
lgadaan sistem pada waktu berikutnya yang mencerminkan tingkat lebih tinggi dari
struktur sosial, seperti peningkatan diffrensia struktur, kenaikan out put, kemajuan
ekonomi atau pertambahan penduduk. Selanjutnya perkembangan dengan

kecenderungan yang berasal dari dalam, sistem seperti pertambahan penduduk yang

diikuti dengan kepadatan.?’

Kedua, peredaran sosial yang bercirikan mengikuti pola edaran dimana
k&fadaan sistem pada waktu tertentu kemungkinan besar akan muncul kembali dalam
v;@ktu mendatang dan merupakan replika dari apa yang telah terjadi di masa lalu.
Perulangan ini disebabkan kecenderungan yang permanen di dalam sistem karena
s%atnya berkembang dengan cra bergerak ke sanan ke mari. Dengan demikian maka
pg_rubahan yang terjadi dalam jangka pendek, untuk jangka panjang tidak dipandang

-
sebagai sebuah perubahan bila dalam perubahan sistem tersebut terjadi pengulangan

7))
dan kembali kepada bentuk sebelumnya.?”

273 Soerjono Soekamto, Sosiologi; Suatu Pengantar, (Jakarta: 1982, Rajawali Press) h. 333-

274 Piotr Sztompka, op.cit., h. 7
25 1bid.,h. 18
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Perubahan sosial terkadang menjelma dalam bentuk kemajuan sosial yang

O)YBH ©

menurut Nisbet adalah peningkatan yang dialami manusia secara lambat, bertahap

1d

(%)m berkelanjutan dari kondisi awal kultural yang lemah, kebodohan dan kondisi
t;ig-ak aman ke tingkat peradaban yang lebih tinggi, dan kemajuan ini akan terus
=

b%rlanjut hingga masa akan datang. Dalam menganalisis aspek kemajuan sosial

@erlukan pemikiran tentang waktu yang mengalir menurut garis lurus dan berlanjut
w

dari masa lalu, kini dan masa akan datang; proses yang kumulatif yang meningkat

A
pada setiap tahap secara revolusioner melalui lompatan kualitatif secara periodik,
=

adanya perbedaan tipe ‘tahap penting’ dari proses yang dilewati dengan penekanan

pada faktor endogen (bawaan,internal) sebagai penyebab proses perubahan yang

muncul dalam bentuk perbaikan dan kemajuan.?’®

Dalam studi perubahan sosial, waktu tidak hanya merupakan dimensi yang
universal tetapi merupakan faktor inti yang sangat menentukan karena pada
k?nyataannya perubahan dan waktu selalu bergandengan. Dalam hal ini waktu

o
berfungsi sebagai kerangka eksternal untuk mengukur peristiwa dan proses, menata

[

5]

l@_serampangan aliran peristiwa dan proses untuk mengkoordinasikan tindakan
]

sgsial. Waktu secara kuantitatif seperti ini dinyatakan secara konvensional dalam

<
Wntuk jam dan perhitungan kalender lainnya yang memungkinkan manusia
w

ot »
e

fgengenali perbandingan kecepatan, interval, rentangan dan lamanya berbagai
Lo o
@istiwa sosial terjadi. 2" Bila waktu kuantitatif tersebut dipadukan dengan

pnérubahan sosial maka yang muncul adalah waktu kualitatif. Perpaduan ini

276 |bid.,h. 28
217 1bid.,49
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(%lyatakan dalam bentuk kesatuan kerangka konvensional dan dimensi eksternal
-~

dari proses sosial.2’®

@)
4]
3 Masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, dalam persepktif perubahan
sosial mengalami perubahan dalam semua tingkatannya. Dalam tingkatan makro
=

dapat dilihat perubahan dalam ekonomi, politik dan kultur. Secara mezo dapat

S

djlihat perubahan kelompok, komunitas atau organisasi. Dalam tingkat mikro dapat
~

cf%ihat perubahan interkasi dan perliku individual. Dalam masyarakat kini tercermin
Igngaruh, bekas, dan jiplakan masalalu serta bibit dan potensi untuk masa depan.
Apapun yang terjadi dalam masyarakat kini harus dilihat sebagai akumulasi produk
dari apa yang telah terjadi sejak awal kehidupan manusia dan sebagai hasil
keseluruhan sejarah manusia. Dengan demikian maka tradisi merupakan bagian
penting dari perubahan masyarakat. Tradisi merupakan kumpulan benda material
dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi berubah
k?tika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu

-

danmengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu

[

5]

(g_n mungkin lenyap bila materi atau gagasan tersebut ditolak atau dilupakan. Namun
]

tradisi yang hilang tersebut masih mungkin untuk kembali bila terjadi pembentukan

Al

iateri atau gagasan yang menerima kembali tradisi tersebut.?’”® Hal inilah yang

ys

disebut dengan pola perulangan yang dikenal dalam peredaran sosial.

Pembicaraan mengenai kebudayaan mempunyai acuan kepada suatu

ahaman konvensional yang dimanifestasikan dalam tindakan dan artifak, yang

218 |bid., h.50
219 |bid.,h.71
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@

r%mberikan ciri kepada masyarakat tertentu. Meskipun jika dua kebudayaan
r_gempunyai tindakan dan artifak yang identik, namun makna yang melekat pada
@r;sur-unsur tersebut berbeda maka kebudayaan tersebut dianggap berbeda.
é-rbedaan antara kebudayaan dilihat dari perangkat nilai dan keyakinan yang

d%entukan oleh kebudayaan ketimbang objek manusia.?®° Oleh karena itu, manusia

g%?aagai objek sosiologi berperan penting dalam pembentukan kebudayaan.?8!

M Bys

Berbagai perubahan sosial dalam teori sosiologi di atas membutuhkan respon
cgri kerangka berfikir ajaran Islam yang eskatologis. Hal ini disebabkan umat Islam
hari ini tidak dapat melepaskan diri dari realitas modern sehingga perubahan sosial
dalam masyarakat Islam dipastikan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama
sejak era kelahirannya sampai perkembangannya di masa sekarang. Dalam rangka
menyelesaikan problem modernitas bagi hukum Islam, terdapat tiga kecenderungan
di kalangan masyarakat Islam. Pertama; aliran ortodoks yang menolak segala bentuk

p?mbaharuan hukum Islam. Bagi aliran ini, hukum Islam sudah mampu menghadapi

-
(g7

realitas apapun. Realitas yang ada harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang
&

taah ada. Kedua; aliran reaktualisasi yang berpendapat bahwa hukum Islam bisa
]

r&nerima pembaharuan pada bidang-bidang yang masuk dalam kategori zanni,

<
Hiikan bagian-bagian gat’i yang memang tidak boleh menerima perubahan apapun.
w

114Ag uej[ng jo A1

280 Bert F. Hoselitz, Panduan DAsar llmu-ilmu Sosial, ed., (Jakarta:1998, Rajawali Press)
14-115
& 281 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur MAsyarakat (Jakarta:
1983, Rajawali Press) h. 107
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@)
I&tiga; aliran sekuler yang menganggap hukum Islam tidak siap pakai, sehingga

=

harus digantikan oleh hukum lain yang lebih baik, yaitu hukum Barat.?8?

@)
4]
3 Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam artian kontak antara
kedua sistem hukum tersebut telah lama berlangsung di Indonesia. Identifikasi

1N

hekum Islam dan hukum adat misalnya dapat kita lihat dalam berbagai pepatah dan

S

Upgkapan di beberapa daerah seperti ungkapan berbahasa aceh yang berbunyi:
Ig;gtkum Ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut, (Hukum Islam dan Hukum
@'at tidak dapat dicerai, karena erat sekali hubungannya, seperti zat dengan sifat
suatu barang atau benda). Hal seperti itu juga ditemukan dalam adat Minangkabau
sesuai dengan pepatah: adat nan syara' sanda manyanda, syara' mangato adat

memakai (adat dengan hukum Islam itu sandar menyandar/saling menopang satu

sama lain, syari'at mengatakan adat memakai).?®3

Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan, eratnya hubungan adat dengan
7
lﬁkum Islam dapat dilithat contohnya dalam ungkapan yang berbunyi: Adat
o

@lahulaa to syara, syara hula-hulaa to adati (adat bersendi syara', syara' bersendi
%at). Di jawa hubungan adat dengan hukum Islam juga tidak kalah eratnya. ini
(%ebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang
dg_lam masyarakat jawa, terutama di daerah pedesaan. Islam di Jawa berkembang
;;\elalui pesisir dan terus menyebar ke wilayah-wilayah pedalaman yang pada

W
akhirnya terjadi tarik menarik antara Islam dengan budaya setempat, atau terjadi

282 Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam:70 tahun Prof. Dr. H.
nawir Sjadzali, MA. (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 889.
& 283 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Ifidonesia,cet. 2 (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1991), h. 223
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EH ©

retisme atau akulturasi budaya, seperti halnya mengimani dan meyakini ajaran

am di satu sisi namun pada sisi lain masih tetap percaya terhadap keyakinan

ded ¥

284

p—

1N H!I!UJ%BJ,

Uraian di atas memberikan bukti nyata bahwa sebenarnya antara hukum

Istam dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sudah lama saling

S

fenemukan titik temu antara keduanya. Artinya dalam beberapa bagian, antara
~
h‘%kum adat dengan hukum Islam saling memberikan ruang untuk terus

Iﬁenyempurnakan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian atas problematika yang

mereka alami, terutama dalam problematika penyelesaian warisan.

Dalam model penemuan hukum Islam, adat diakui sebagai satu model dalam
kaidah hukum Islam yang disebiut al-‘Adah Muhakkamah. Abdul Wahab Khallaf
memandang istilah ‘urf yang dipakai dalam usul figh adalah sama dengan lafazh al-
‘adah yang dipakai dalam gawa’id fighiyah. Adat dalam pengertian ini, adalah

7
l&biasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah mu'amalah

o
dén bukan masalah ibadah.?®

<]

.

E Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat berlangsung disebabkan
=

kemampuan masyarakat untuk mengakomudir adat istiadat yang berlaku di
m

=

I;J:nasyarakat dengan masuknya pengaruh ajaran Islam. Dengan demikian terlihat
<

o

a‘%ara hukum Islam dengan hukum adat terdapat hubungan yang erat dan saling
e

n'g_empengaruhi satu sama lain melalui pembaurannya dalam segala aspek kehidupan
=1

W

<

<]

-

- 284 [hi

- Ibid.

& 285 Abd Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tashri’ al-1slami fi ma la Nashsha fiih (Kuwait: Dar
al2Qalam, 1972), 145
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©

A . .
masyarakat, dan sebaliknya adat mempengaruhi hukum Islam terutama adat yang
-~

shahih yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.?8®

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan hukkum adat

1w eyd

merupakan hukum yang ada di sampi g system hukum Islam. Pertemuan hukum adat

n

dan hukum Islam dalam Sejarah pembentukan hukum sering memperlihatkan
w
iffteraksi yang seimbang dan saling mempengaruhi antara kedua system hukum yang
~
b‘%rbeda tersebut namun keduanya menjadi bagian dari pembinaan hukum nasional

cﬁ Indonesia.

B. Penelitian Yang Relevan

1. DisertasiJulianto Jover Jotam Kalalo yang berjudul Politik Hukum Perlindungan
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan Pada Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018

menjelaskan bahwa Politik hukum perlindungan hak ulayat masyarakat hukum

TUIe[S] 3}e3)S

: adat di daerah perbatasan merupakan kebijakan hukum dalam upaya
perlindungan hak masyarakat hukum adat yang dibuat oleh pemerintah
berbentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek filosofis,
sosiologis dan yuridis, namun yang ada saat ini belum optimal dan sesuai dengan
Pancasila dan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap hak ulayat

Ag ue}ng jo A}rsIaArupn) d

286 Daniel. S. Lev., Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan
arta: LP3ES, 1990), h. 28
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masyarakat adat di daerah perbatasan adalah prinsip pengakauan dan
perlindungan ham, prinsip negara hukum dan prinsip keadilan sosial. Ketiga
prinsip tersebut dalam pelaksanaannya belum terimplementasikan dengan baik
di dalam politik hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep
ideal terhadap politik hukum perlindungan hak ulayat masyarakat adat di daerah
perbatasan adalah dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang telah ada karena politik hukum
perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah perbatasan belum
memiliki peraturan yang jelas. Selain itu dalam mengakomodasi hak ulayat
masyarakat hukum adat, Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah
perbatasan harus terimplementasi dengan baik di dalam suatu peraturan sehingga
dapat memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat serta hak ulayat di daerah
perbatasan sehingga persekutuan masyarakat hukum adatnya memiliki
kewenangan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayatnya.

Tesis Ardiansyah yang berjudul Perkembangan Pengakuan Dan Perlindungan
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era Otonomi Daerah Pada Program
Pascasarjana Faklltltas Hwum Universitas Islam Indonesia 2012 menjelaskan
bahwa Hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia mengalami perubahan
dari masa ke masa, sejak zaman kolonial Belanda, hak ulayat masyarakat hukum
adat sudah menjadi pembahasan tersendiri oleh pemerintahan Hindia Belanda.
Pada saat kemerdekaan, terjadi perubahan yang sangat revolusioner terhadap
perkembangan agraria di Indonesia, hd tersebut juga terjadi pada hak ulayat

masyarakat hukum adat. Pada tahun 1960 lahirlah undang-undnag yang
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revolusioner yaitu Undang-Undang No. 5 Tahm 1950 tentang Peraturan Dasar

1BH @

- Pokok Agraria. Hak ulayat mendapatkan pengakuan tentang eksistensi dan

dio

pelaksanaannya. Pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan
masih ada, tidak boleh bertentangan dengan undang-undnag dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya, pola
penguasaan tanah berdasarkan kearifan lokal semakin hari terpinggirkan akibat

politik hukum pertanahan pemerintah yang secara tidak tegas melakukan

d BIYSNS NIN X!1w el

" pengaturan dm perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat setempat.

nel

Akibatnya terjadi perebutan tanah baik oleh pen~erjrt~, pengusaha maupuc antar
masyardcat. Penerintah dan pengusaha dianggap telah mengambil tanah
masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan
dan tidak mendapatkan manfaat atas lahm yang notabene telah dikuasai secara
tul-~In temurun dan telah menjadi sumber kehidupan mereka. Otonomi daerah
tidak jarang dijadikan salah satu alasan mempercepat penyempurnaan undang-
undang sektoral, dengan tujuan agar lebih dapat mengoptimalkan eksploitasi
sumber-sumber agraria sektoral yang bersangkutan, dan belum memberi cukup
jaminan atas keberlanjutan sumber-sumber agraria tersebut beriwt jaminan akses
yang adil terhadap perolehan dan pemanfaatan surnber-sumber agraria bagi
masyarakat, temasuk masyarakat hukum adat. Salah satu upaya pemerintah
daerah dalam menanggulangi permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat
adalah dengan melakukan penetapan tanah ulayat, hal tersebut sesuai dengan
amanah Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah

nery wisey] JrreAg uejng jo A}ISIaATU() dDTWIR]S] 3}e1§
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Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan ruang

- untuk memberikan penetapan tanah ulayat oleh pemerintah daerah, jadi

w eydio yeH o

pemerintah memberikan legalitas kepada tailah ulayat tersebut.

g Tesis Marjem Anye yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat
g Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang pada
(CD program studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan tahun 2021 menjelaskan bahwa penerapan tanah ulayat

M Bys

" sebagai objek wakaf di masyarakat kecamatan Berampu, kabupaten Dairi

nel

menunjukkan bahwa Tanah Ulayat yang dikuasai oleh sulang silima (tokoh adat)
mengalami pergeseran kepemilikan sehingga dikuasai oleh pribadi. Pada satu
kasus, Tanah Ulayat tersebut didaftarkan oleh pribadi kepada Badan Pertanahan
Nasional sebagai tanah milik, dan pada kasus yang lain, Tanah Ulayat
didaftarkan kepada Kepala Desa sebagai tanah pribadi. Tanah Ulayat yang telah
dikuasai pribadi tersebut kemudian didaftarkan sebagai tanah wakaf dihadapan
Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tanah wakaf tersebut
memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Tanah ulayat diwakafkan oleh sulang silima
tetapi tidak mempunyai akta ikrar wakaf. Penerapan wakaf tanah ulayat seperti
ini dilakukan secara lisan dan tidak dihadapan PPAIW. Praktik tersebut hanya
dilandasi saling percaya diantara mereka, dan tanah tersebut tidak memiliki akta
ikrar wakaf sebagai bukti otentik telah diwakafkannya tanah tersebut untuk
digunakan bagi kepentingan umum. Keberadaan tanah ulayat sebagai objek
wakaf tidak didukung oleh ketentuan yang mengatur tentang perwakafan

termasuk Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 5

nery wisey] JrreAg uejng jo A}ISIaATU() dDTWIR]S] 3}e1§
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Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
Namun telah terjadi pembaharuan hukum dengan dikeluarkannya Surat Edaran
Bupati Dairi Nomor 590/8859 Pada Tanggal 18 Oktober 2001. Secara regulasi
125 tanah ulayat tidak dapat didaftarkan (sebagaimana yang tercantum dalam PP
No 24 Tahun 1997), namun melalui Surat Edaran Bupati Dairi tersebut tanah
ulayat dapat didaftarkan dengan cara melepaskan tanah ulayat tersebut dari tanah
marga menjadi tanah milik agar dapat di daftarkan sebagai tanah wakaf dan
memiliki Akta Tkrar Wakaf (AIW). Untuk menjadikan tanah ulayat tersebut
terlepas statusnya dari tanah marga menjadi milik sebagai persyaratan untuk
pengajuan sertifikasi hak milik ke kantor Badan Pertanahan Nasional masyarakat
atau pemerintah maka diterbitkanlah hak atas tanah. Sementara itu, untuk kasus
Tanah Ulayat diwakafkan secara lisan dihadapan tokoh agama (tuan imam) dan
tidak mempunyai akta ikrar wakaf maka hal ini adalah perbuatan yang keliru.

Tulisan Irma Mangar Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam dalam Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022 menjelaskan bahwa
anah ulayat adat perspektif hukum positif merupakan bagian daripada tanah yang
pengaturannya berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat adat. Adapun
statusnya berkaitan dengan masyarakat adat, mereka memegang kepemilikan
secara kolektif kolegial, dimana masing-masing individu memiliki andil dalam
kepemilikannya sepanjang dan sesuai dengan peraturan adat setempat.
Sementara itu dalam hukum islam, hak ulayat identik dengan semacam hak yang
dimiliki oleh mereka dalam hal memanfaatkan tanahtanah yang tidak bertuan,

baik erat kaitannya dengan ihjarul mubahat maupun ihya’ almawat. Hanya saja,
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hak tersebut tidak berkaitan erat dengan masyarakat adat, melainkan dengan

1BH @

- kondisi tanah itu sendiri yang tidak memiliki tuan. Persamaan dari kepemilikan

dio

hak terhadap tanah ulayat adat maupun ihjarul mubahat dan ihya’ al-mawat
 terbatas pada kepemilikan untuk memanfaatkan, bukan sebagai objek yang

diperjualbelikan.

NIN Xt e}

5? Tulisan Yanto Sufriadi yang berjudul Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan

S

o Hukum Adat Dan Hukum Islam dimuat dalam Jurnal Syiar Hukum Jurnal I[Imu

neiy

" Hukum Volume 19 Nomor 1 menjelaskan bahwa Pandangan Islam tentang
kepemilikan dan pemanfaatan tanah memiliki ruh yang sama dengan hukum adat
di Indonesia. Keduanya sama-sama mengakui kepemilikan tanah oleh
perseorangan serta sama-sama mengakui bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.
Pemanfaatan tanah bertujuan untuk kesejahteraan diri pemiliknya dan
masyarakat. Pandangan Islam dan hukum adat tentang kepemilikan atas tanah
tersebut juga sama-sama lebih menekankan pada penguasaan dan pengusahaan
tanah bukan pada aspek kepemilikan legal-formal. Hukum Adat Indonesia dan
Hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan harus ditegakkan yaitu bahwa
kepentingan umum tidak merugikan kepentingan perseorangan dan kepentingan
perseorangan tidak merugikan kepentingan umum. Hukum adat dan hukum
Islam sangat menekankan dilakukannya penyelesaian sengketa melalui cara
musyawarah. Islam memberikan toleransi yang besar bagi pluralisme hukum,
guna mewujudkan emaslahatan umat. Prinsip Islam yang demikian sejalan
dengan pemikiran bahwa hukum adalah untuk kebahagiaan manusia dan

masyarakat. Konsep Kepemilikan Hak Kebendaan Atas Tanah berdasarkan
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UIN SUSKA RIAU

hukum adat Indonesia dan hukum Islam ini disarankan dapat menjadi acuan
dalam merumuskan konsep kepemilikan dalam Hukum Nasional Indonesia yang
akan dibentuk karena sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB III

METODE PENELITIAN

- Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research) dalam

NINYIFw eydioyeH o

Béntuk penelitian hukum Islam yaitu dengan mempelajari figh yang telah dibangun

SN

berdasarkan qaidah yang jelas untuk menemukan hukum baru. Dari pengertian ini
c§a poin penting dari metode penelitian figh adalah dilakukan atas suatu dasar
qgezlidah tertentu dan berorientasi untuk menemukan hukum yang baru. Pada poin
pertama dapat dipahami bahwa figh sebagai sebuah ilmu dilahirkan melalui qaidah
tertentu dalam rangka epistimologi keilmuan. Aspek epistimologis ilmu adalah
aspek yang paling sering menyebabkan ilmu dipandang sebagai suatu yang bebas
nilai, karena metode logis yang diusungnya tidak kenal batas sistem nilai. Menurut

fg§afat barat dikenal dua prinsip sumber ilmu pengetahuan yang valid sebagai dasar

f+¥]
epistimologis dari ilmu pengetahuan, perttama, rasio yang mendalilkan bahwa akal

e
wn

ygng mengembangkan dan mengesahkan pengetahuan manusia, kedua, empirisme,
y’é.itu aliran yang berpendapat bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman,

=
dé'n dengan pengalaman pengetahuan diperoleh berdasarkan kepercayaan terhadap

I

o 287
pengalaman tersebut.

A

Ketegasan perbedaan antara dua teori inilah yang menempatkan pemikiran

}ns jo

ama (termasuk Islam) yang berorientasi eskatologis propetis berbeda dengan sains

3

Juedg

287 Harun Hadiwijoyo, Sari Sejarah Filsafat Barat, (Yogyakarta:1980, Pustaka Kanisius)
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©

empiris. Dalam kategori ini maka figh didasarkan pada sebuah qaidah yang
-~

didasarkan pada realitas dan rasio suprasensori being yang didasarkan pada sebuah

1d

K&yakinan atas perolehan ilmu pengetahuan figh sebelumnya.

Keberadaan kajian figh yang didasarkan pada rasio empirik tersebut menjadi

Ny

dasar dalam rangka menemukan hukum baru yang tidak rigid (kaku) karena

S

pgnemuan hukum baru tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk membuat dan
r%nemukan ilmu baru (produk figh kontemporer) tetapi juga menjelaskan sesuatu
}gng penjelasannya tidak cukup, verifikasi, sistematisasi, menyatukan pemikiran
yang berserakan, meringkas pemikiran yang begitu panjang dan menyempurnakan
pemikiran figh ulama terdahulu. Dengan demikian dalam aspek epistimolgis,
penelitian figh memiliki dasar yang lebih kuat dibandingkan ilmu lainnya. Dalam

rangka menguraikan karakter dari penelitian figh beberapa karakteristik penelitian

Figh antara lain:

7
1,5.{ Penelitian figh memiliki ruang lingkup dalam batasan wilayah zhanniy, artinya

°

E dalam hal ketentuan yang sudah pasti tidak perlu lagi diteliti karena akan sia-sia

Jiuae

- dan mereduksi nilai transedental dan sakral dari pemahaman figh.

Mupn

" Penelitian figh menuntut penelitian yang berat, waktu yang panjang serta

JISId

- ketaatan pada metodologi yang sangat ketat.

Dengan dua poin ini maka pada dasarnya menginginkan penelitian figh

efng jo £

angun atas dasar ijtihad. Ijtihad menurut Fazlu rahman adalah : “the effort to

erstand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing rule,

Nery wisey| ;pe% u
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el
and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a
-~

manner that a new situation can be subsumed under it by new sosulition.”?%®

Dengan demikian dapat dilihat bahwa karakter ijtihad yang identik dengan

1w eyd

éya mengerahkan seluruh kesungguhan serta meliputi ranah zhanny dalam

ns

penemuan hukum Islam berdasarkan kaedah ushuliyah yang ketat ini yang ingin

S

djberlakukan sebagai karakter dari penelitian figh.
o
BUPendekatan Penelitian

j8Y]
c

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan menggunakan berbagai teori, pendapat, prinsip, hukum, dalil,
gagasan dan lain-lain yang bisa digunakan untuk dianalisis dan menjawab
pertanyaan secara deskriptif analitis. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan pendekatan “content analisys” dalam pengumpulan bahan

kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, memahami buku-buku, majalah dan
-

e

sumber-sumber lain terutama yang berhubungan dengan konsep qaedah fighyiyyah,

IS1

lglkum kewarisan Islam dan tanah ulayat dalam hukum adat dari beberapa sumber.

I‘éndekatan penelitian ini mempunyai karakteristik individual dimana data diambil
=
sgcara langsung dari tempat (setting) alami dan peneliti itu sendiri yang menjadi
=

w
@étrumen kunci, data bersifat deskriptif yaitu hanya mendeskripsikan makna data,

o
sgji‘ta analisis data bersifat induktif yaitu metode pemikiran yang bertolok dari aturan

[n

khusus untuk menentukan kaidah umum. Disamping itu, peneliti juga menggunakan

Agu

28 Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of Intelectual Tradition
hicago:P Chicago University Press, 1980) h. 8
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el . . . . . .
pendekatan histories (sejarah), biografi tokoh, dan fenomenologi untuk mengetahui
-~

relevansi masalah yang diteliti oleh peneliti dengan era sekarang.

. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Data dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dapat dilihat dari sifat dan
mber data. Berdasarkan sifat data, maka jenis data yang dikumpulkan dalam

neletian ini adalah data kualitatif dalam interpretasi konsep data yang diperoleh

YBYSES NIN M|1w eyd

ilgan menerjemahkan data mentah dari sumbeer data yang diperoleh menjadi

n& i

uraian yang bersifat menjelaskan (eksplanasi) ataupun menggambarkan (deskripsi)
yang terkait dengan fenomena atau variable yang diteliti. Data kualitatif yang
diperoleh kemudian direduksi melalui proses identifikasi data abstrak dengan cara
meringkas keterangan yang diperoleh atau dengan melakukan kategorisasi data
secara sistematis. Selanjutnya data yang terkategorisasi tersebut digabungkan
ménjadi satu kesatuan informasi untuk dilakukan interpretasi data dalam rangka

~

o . .
mencapai kesimpulan.

wn

Berdasarkan sumber data maka jenis data dari penelitian ini dapat berbentuk

N d1rurej

ta primer dan data sekunder. Data primer merupakan pengambilan objek data

FHaarg

nelitian yang dilakukan secara komperhensif yang terkait langsung dengan

}x

&4

riable yang diteliti yaitu berbagai norma hukum dan pandangan hukum yang

86 J

kait dengan hukum adat khususnya pengakuan atas hak tanah ulayat dalam konsep

syarakat hukum adat, kitab-kitab figh mawaris serta kitab qawaid fighiyyah.

Sedangkan data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan

M Jrredggres

cara tidak langsung dengan menggunakan data yang sudah terkumpul dari pihak

16e

nery w
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@

lain seperti data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar atau dari
-~

riset.

@)

4]

3 Berdasarkan pemahaman tersebut, data primer dalam penelitian ini memiliki

samber dari beberapa karya literatur yang dianggapo emnjadi referensi yang

1N

my ‘tabar dalam perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan variable penelitian.
w
Spmber data primer terkat hukum waris Islam yang digunakan adalah kitab-kitab
~

f?;gh yang memuat kajian figh mawarits terutama yang memiliki pembahasan khusus
%pertl kitab Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islmiyyat karya Muhammad Ali Ash
Shabuniy, serta al-Figh al-Islamiy wa adillatuhu karya Wahbah al=Zuhayliy.
Sedangkan untuk hukum waris adat dan tanah ulayat penulis menggunakan literatur
Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam
Lingkungan Adat Minangkabau karya Amir Syarifuddin. Untuk kedudukan tanah
ulayat dalam peraturan perundangan penulis menggunakan Undang-undang (UU)
l\zfj)mor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Mentari

-~

o
Agraria/ATR No. 5 Tahun 1999 Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

[

<]
l‘ggsyarakat Adat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentangn Hak

g}

I‘_..‘c?ngelo laan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Sebagai bahan hukum sekunder penulis menggunakan berbagai hasil

AJISIDAT

penelitian dalam bentuk jurnal seperti I Made Suwitra, “Konsep Komunal Religious
7))

ébagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap
»
=)

&anguasaan Tanah Adat Di Bali,”’dalam jurnal Perspektif Volume 2 tahun 2010,

<]
Iadiiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah

Spstematls Lengkap Di Kota Batu, dalam jurnal Mimbar Hukum universitas gajah
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D&da, Vol 31, No. 3 (2019), Muhammad Dahlan, Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat
-~

ddlam Konstitusi, dalam jurnal Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 (2018): 187-217 serta
o

I&ksodiputro, M. "Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat Hukum Adat (Perlukah

=
Reformasi Agraria?)" dalam jurnal Desain Hukum Vol. 11 No. 3 April 2011.

e

=
D; Teknik Pengumpulan Data

w
= Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dengan
2]

~
menumpulkan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan,
A

%ﬁ)erti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan
dengan penelitian. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi
melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku,
penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang
berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpukan
berbagai referensi teori tentang kajian visual sebuah desain komunikasi visual,

péster film, dan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan
f+¥]

-~

penelitian ini. Pada proses penelitian ini, peneliti mengumpukan berbagai referensi
wn

t%)ri dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan penelitian
=

tetdahulu.

1dfhATU

Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data dilakukan dalam rangka mengambil kesimpulan. Dalam

Bs jo &

nelitian ini metode yang dilakukan adalah dengan metode induktif yang dilakukan

grey]

ngan menjadikan fakta-fakta naratif yang bersifat khusus dari penelitian ini

fe4s

agai dasar penarikan kesimpulan secara umum.

I
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~
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AySIaA!ufballHElﬁI 2]elp

bi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-ma’ruf, Al-Mufradat fi ghariib al-
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}ING O
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j+¥]
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